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Penelitiail ini inengltaji fungsi pellgawasail DPRD terhadap pelalcsanaa~i 

Peraturan Daerah oleh eltseltutif dan studi Itasus adalah Peraturan Daerah Nomor 10 

Tal~un 1992. 

Peraturan Daerah merupakan ltebijakan l'el~lerintal~ Daerali yang dituangltan 

dalall~ Peraturan yang disebut Peraturan Daerali, dan beslakii mengilcat Itepacla 

nlasyarakat di ruang linglcup berlaltunya Peraturan Daerah tersebut. 

I<ebi.jakan pellibangunall yang dituangltan dalam Peraturan Daerah adalah 

terillasuk berkaitan dengall Negara Illdonesia adalah negara hulcu~n, segala tindalean 

lteputusan atau kebijakali pembangunan di segala bidang harus berdasarltan atas 

hukum . 

Hukum itu sendiri termasuk Peraturan Daerah perlu ditegaltkan dengan harapall 

pelaltsanaan pelnbangunan yailg telah cliprogramltan pemerilitali claesali clapat 

b e j  alan dengall lal~car. 

Peraturan Daeral~ di ltabupaten dibuat dail disahkan ole11 Bupati Kepala Dae1.al.1 

bersalna DPRD Icabu~paten, Bupati Icepala Daerah sebagai unsur pclalcsanaan 

Peraturan Daerah dan DPRD lcabupaten sesuai tugas clan wcwcnangllya (viclc : I'asal 

18 ayat (1) Undang-Undang lVolnor 22 Taliun 1999) scbagian cliantarallya aclalali 

nlelaksailaltail pengawasan terhadap pelaltsanaall Peratwan Daeral~ dan I<eputusan 

Bupati. 



Pengawasall DPRD terhadap 

pelaksatlaan Peraturan Daerah adalah peranan yang sangat penting dalam sanglca 

penyelenggaraan Otollollli Daerah, sebab dengan alttif~lya pengawasal~ tersebut 

pelaltsanaao penlbangunall yang dipsogsamltan tertuang dalam Pesat~uan Daei~~l i  

adalah sesuai dengall yang diamanatlcan dalam Peraturan Daesah. 

Ternyata dalaln pellelitiail yang penulis laltultan di Icabupaten Tuban, hasilnya 

dapat disilllpullcall bahwa pelaksallaall pengawasan DPRD Icabupaten Tuban 

telhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Studi ltasus : Pesaturan Daerah Nomor 10 

~ a h u n  1992) sangat lllinimal seltali, sehingga pelaltsanaan Peraturan Daelah ole11 

eltsekutif adalah cenderung menyimpang-atau bahltan menyimpang tidak sesuai 

dengall yang telah diamanatkan ole11 Peraturan Daerali. 
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BAB I 

PENDAH'LTLUAN 

A. Latar Belakang 

Peratusail Daerah adalah rnerupaltal1 suatu peraturan peninda~~g-undal~gai~ yang 

dibuat oleh daerah untult inelaltsanaltall ltewenangan yailg dimililtinya, kewenangan 

yailg diiniliki oleh daerah tersebut didasarltan atas prinsip otononli yang diberilcan 

kepada daerah. 

Pemerintah daerah dalam. inelaltsanakan kewenangailnya 11an1s berdasarltan 

hult~iin, adapuil bentuk pelaksanaan ltewenangan yuridis bagi daerah otonon~ adalah 

dalain penlbuatan peraturail daerah yailg dibuat ole11 ltepala daerah bersama-sama 

Dewail Penvakilan Rakyat Daerah. 

Terdapat tiga pengawasail peinerintah pusat ltepada daerah (saat berlaltunya 

Undang-Undang Noinor 5 Tahun 1974), yaitu : 

1. Pengawasan m u i n  : 

- Menteri Dalain Negeri inelaksanal<an pengawasan uinuin atas jalailnya 

. I 

pem,Lri'ntah daerah. 
1 

- Meilteri Dalain Negeri atau pejabat yang ditunjult 111engadaka1.1 penyelidikan 

dan peineriltsaan tentang segala ha1 inengeilai peltejaan Pemerintahan Daerall 

(Pasal71 Undang-Undang Nonlor 5 Tahun 1974). 



2. Pengawasan preventif : 

Pelnerintah pusat mengesahkan berlaltullya peraturan dan lteputusan Kepala 

Daerah lnengenai hal-ha1 tel-tentu (Pasal 88 Undang-Undang Nomos 5 Tahun 

1974). 

3. Pengawasan represif : 

Peraturan Daeral~ atau Keputusan Icepala Daerah yang bestentangan dengan 

ltepentingall umum, peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah tingltat 

atasnya ditangguhltan atau dibatalltan ole11 pejabat yang berwenang (Pasal 70 ayat 

1 Undang-Undang Noinor 5 Tahun 1974). 

Untult dapat melaltsanalcan tugasnya DPRD mempunyai liaic : 

1. Anggaran 

2. Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota. 

3. Melninta keterangan. 

4. Mengajukan pernyataan pendapat. 

5. Prakarsa 

7. ~enyel!dikan. I , I  

Setelah berlaltunya Undang-Undang Nolnor 22 Tahun 1999, DPRD mempunyai 

tugas dan wewenang melaksanaltan tugas dan wewenarlg melaltsanaltan pengawasan 

terhadap : 

1. Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undanga~~ga lain. 

2. Pelaksanaall keputusan Gubenlur, Bupati, Waliltota. 

3. Pelaltsailaan Anggaran Pelldapatan dan Belanja Daerah. 



4. Kebijaksanaan Pemerintah Daerah 

5. Pelaksailaail Iterja sailla internasional di daerah. 

Sebagaiinana difegasltan pada Peiljelasan Undang-Undang Noinor 22 Tahun 

1999 bahwa prinsip-prinsip peinberian otonoilli daerah, diantaranya adalah : 

Pelaltsailaail otoiloini daerah harus lebih ineniilgltatltan perailail dail fungsi badan 

legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, f~ui~gsi pengawas, maupun fi~ngsi 

Seita ditegaskan bahwa susunan pernerintahan daerah otonoini ineliputi DPRD dail 
. . 

peinerilltah daerah, DPRD dipisahkan peinerintah daerah dengall inaltsud untult lebih 

ineinberdayakan DPRD dan ~neningltatltan pei-tanggungjawabai pemerintah daerah 

kepada rakyat. Oleh kareila itu halt-hak DPRD cultup luas dail cliarahltan untult 

inenyerap sel-ta ineilyalurltan aspirasi inasyaraltat nlenjadi ltebijakan claerah dan 

inelaltultan fungsi pengawasan. 

Fungsi pengawasail tersebut adalah merupaltan tugas dan wewenang DPRD 

yaitu diantaranya adalah n~elaltsailalta~l pengawasan terhadap pelaltsailaan peraturan 

daerah. 

Prograin peinerintah daerah ltabupaten Tubail di bidailg Itebersihan, lteindahan 

dan ketertiban lingltungan dituangltan dalain peraturan daerah Itabupaten Tuuan 

Noinor 10 Tahun 1992 teilta~lg Iteberhasilan, keindahan dall Itetertiban lingltungan 

dalain ltabupaten Tuban. 

ICenyataan yaug ada sampai dellgall seltarang program lteberl~asilan Iteindahan 

dan lcetertiban liilglcuilgail yaug telah diatur dalam peraturan daerah Itabupaten Tubaii 



Nolnor 10 Tahun 1992 nlayoritas hanya dilaltsanaltan didalain ltota Tuban 

(merupaltan ibu ltota kabupatell Tuban) serta pelaltsanaall progranl ticlak sesuai 

dellgall yang diharaplcan ole11 peraturan tersebut. 

Ole11 lcarena itu perlu dilalculcall penelitian tentang pengawasan DPRD Itabupaten 

Tuban dalaln rangka pelaksanaan peraturan daerah. 

I I 

b. Kumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang lnasalah tersebut dapat dir~unusltan 

beberapa pern~asalahan sebagai berikut : 

1. Mengapa lneltanisine pengawasan DPRD terhadap elcseltutif tidalc berjalan ? 

2. Langlcah apa yang seharusnya ditempuh untulc lllenciptalcan 1,engawasan yang 

profesional ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dengall lnengacu berbagai perlnasalahan tersebut, illalca penelitian ini bertujuan 

sebagai berilcut : 

1. Untulc inenglcaji dan ~nemahami mekanisme pengawasan yang dilalculcan ole11 

DPRD lcabupaten Tuban terhadap pelalcsanaan peratusan daerah 1tabul:aten Tuban 

(study kasus peraturan daerah lcabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 1 992 tentang 

I<eberhasilan Iceindahan dan Icetertiban Liilgltungail clalalll Icabupaten Tuban) 

berdasarlcan peratusan perundang-undai~gall yang berlalcu. 



2. Uiltuk inenglcaji dan ineilelaah hainbatan-hambatail yang terjadi sel-ta langlcah- 

lailglcah yang seharusnya diteinpuh untuk ineiiciptaltail peilgawasan yang 

profesional. 

D. Kerangka Teoritis 

Pengawasan dalam sistein pemerintahan Republik Indonesia 

Sebagai salah satu fungsi dasar manajeinen, peilgawasan dapat cliliilangltaii 

dalain setiap sistein organisasi yang bagaiina~iapu~l juga sifalnya, setiap manqjcr alau 

piinpinan organisasi mau tidak inau harus il~eiljalanltail fungsi peilgawasaii ini cleliii 

lteberhasilan tugas yang inei~jadi tugasnya dan tanggung jawab~iya, dan dala~ii 

organisasi yang berskala kecil biasanya h l g s i  pengawasail itu dijalankail sendiri oleli 

pimpinan organisasi tersebut. 

Jika tidal< dibantu ole11 suatu leinbaga atau unit Icerja Icliusus, sebab lial yang 

deiniltiail itu tentu akan inerupaltan pemborosa~i dan bertentangan denga~i prinsip- 

priilsip orgailisasi pada uinuimlya. 

Setiap departemen, demikian pula lenlbaga BI<I<BN (Badan Koordiiiasi 

Iceluarga Rerencana), BAISN (Badan Adininistrasi Icepegawaian Negara) dan lain- 

lain itu masing-masing adalah meriipaltai~ suatu organisasi sebagai pccahan atau sub 

organisasi dari organisasi yang lebih besas yaitu peli~erilitali. 

Peinerintah inipun adalah inerupaltan sub orgaiiisasi atau iiiel~upalta~i sub siste~n 

dari yang lebih besar yaitu negara. 



Sebagaiillaila telah clilcutip ole11 Sujamto dalaill hubungan ini, seorang ahli 

pemerintahan yang culcup terlcenal di Iildoilesia yaitu Logemann mengatalc'an bahwa : 

Pada halcelcatnya riegara adalah organisasi jabatan-jabatan (ambtenar 
organisatie) 

Pendapat Logenlailll tersebut selenglcapnya adalah sebagai berilcut 

1'11 zijil sociale versc l~ i j~~i igsvor i  is de staat organisatie, een verbancl van f~c lc  
ties. Met functie dm1 bedoeld een 0111 schreven werklcring in het vei:band van 
het gel~eel. Zij heet saat is ainbete organisatie. 

(Dalam perwujudan sosialnya, ilegara adalah organisasi, yaitu suatu ranglcaian 
fungsi-fungsi. Yailg diinalcsud dengan fungsi adalah suatu linglc~mgan Icei:ja 
teitentu dalam lcaita~mya dengan keseluruhannya. Dalam l~ubungannya dengan 
negara, fililgsi itu disebut jabatan, negara adalah organisasi jabatan-jabatan).' 

Jadi ilegara adalah organisasi, dail orgailisasi itutidalc lain adalah aspelc statis 

dari adiniilistrasi (dalam aiti luas) dinlaila manajemen adalah merupalcan aspelc 

Dellgall deinikian dapatlah dipahami bahwa pengawasan sebagai salah satu 

fuilgsi dasar inanajeinen adalah mutlalc diperlulcan dalam penyelenggaraan 

lnanajeineil negara atau adlninistrasi negara. 

Ternyata pendiri ilegara kita Republilc Iildoilesia memang tidalc mengabailcan 

ha1 ini, terbulcti dellgall adanya lcetentuan tentang Badan Pemerilcsa I<euangan (BPI<) 

dalain UUD 1945. 

Mesl<ipun hanya terbatas pada bidang Iceuangan, dapatlah dilcatalcan bahwa 

BPI< adalah penyelenggaraail f~iilgsi pengawasan dalam siste~n manajemen nega1.a 

I Sujamto, Aspek-aspelc Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 75.  



Republik hdo~lesia  yang ltedudultalulya diluar pihalt eltsekutif (penlerintah) yang 

lnerupaltan obyelt pengawasan itu. 

Di muka telah disinggung bahwa pemerintah adalah merupaltan organisasi, 

ineskipuil lcalau dilihat dari sisteln yang lebih besar yaitu negara, pemerintah hanya 

nlerupakan bagian atau sub organisasi dari organisasi yang benlama ilegara itu. 

Dalarn kaitannya dengan manajemen atau adnlinistrasi pemerintahan ini fungsi 

pengawasan juga inendapat perhatian, dengan diselenggarakannya fungsi l~engawasan 

dalaln railglca inemballtu preside11 sebagai lcepala pemerintahan dalam ha1 in i  DJPICN 

(Direlttorat Jenderal Pellgawasall Iceuangan Negara) yang althir-althir ini telali 

dibebani secara lebih kollsepsional dengan dibentultnya BPICP (Badan Pengawasan 

Iceuangan dan Pembangunan) berdasarltan ltep~itusan Presiclen Nomor 3 1 'Tnl~un 

1983. 

Sebagai bagian atas sub organisasi, pemerintah pada halteltatnya setiap 

depalteinen dan leinbaga 11011 depaiteinen masing-masing dapat dipandang sebagai 

suatu organisasi yang bulat diinana dalaln penyelenggaraan administrasi atau 

manajeineiinya, fungsi pengawasan adalah merupaltan bagian yang tidalt dapat 

ditiadalcan. 

Penyeleilggaraan fungsi pengawasan dalanl ha1 ini adalali para inspektur 

jenderal departemen dan perangltat-perangltat pengawasan pada lembaga 11011 

depaitemen deilgan nama-nama lain. 
I I . I 



I<onstruksi yailg demikian iili dapat Itita tarilt terus Ite bawah sampai' unit 

orgailisasi terlcecil sebagai sub organisasi dari organisasi diatasnya, dalam setiap 

orgailisasi pada tinglcatail inanapun, fungsi peilgawasan itu tidal< dapat ditinggalltan. 

Masalalulya ialah sainpai di tingltat organisasi mana fungsi pengawasan perlu 

dilembagaltan, yaitu perlu dibentuk suatu organisasi yang tugasnya adalah membantu 

piinpillail dalain inenyeleilggarakail fuilgsi pengawasan dalam lingkungaii 

orgailisasinya. Secara teoritis sainpai pada tiilgkat organisasi yailg terendah pun clapat 

dibentuk unit yailg diberi tugas lcl~usus pengawasan, tetapi ha1 yang clemiltian itu jelas 

tidalt sesuai dengan pertiinbangan daya guila dail hasil guna. 

Dari segi pei-timbailgan daya guna dan hasil guna i i  malta penariltan batas yang 

diteinpuh ole11 pemerintah seltarang iili diailggap sudah tepat, yaitu bahwa fungsi 

peilgawasan itu perlu dikembangltan pada tiilgltat depai.teme11 lte atas. 

Pokol<-polcolc melcanisme pengawasan di bidang pe~nb:~ngunan 

Pengawasan bidang peinbanguilail itu tidaltlah berai-ti bahwa bidang-bidang lain 

dalain penyelenggaraan pemerintahan iili tidak perlu diawasi, juga tidaltlah berarti 

bahwa pengawasan peinbanguilail itu meillpunyai ltelhususan sedemiltian rupa yang 

ineinbedaltannya dengan bidang-bidang lain. 

Pada, garis besarnya prinsip-prinsip d,an melcanisme proses pengawasan ~~ntul t  

seillua bidang adalah saina. Sebagaiinana pendapat Sujamto : 



Pada garis besarnya prinsip-prinsip dan meltanisine psoses pengawasan untult 
seinua bidailg adalah sama. 
Seinua bidang dail seinua ltegiatan dalaill penyelenggaraan pemerintahan ini 
(terinasuk pula kegiatan-ltegiatan yailg bersifat rutin) perlu diawasi untuk 
nleilingltatltan daya guns dail hasil guna yang setinggi-tingginya serta iuntulc 
illeilghindari ltesalahan-ltesalal~ai~ dan p e n y i m p a ~ ~ g a ~ ~ - p e ~ ~ y i ~ ~ ~ I ~ a ~ ~ g a ~ ~ ) . "  

obyelu~ya, dan obyek inilah yang menentultan staildar atau tololt ultur yang 

Poltok-poltok inekanisine pengawasail adalah terdiri dari serangltaian tindaltan 

yang halteltatnya ineliputi 4 ltegiatan poltolt (penclapat Suja~l~to), yaitu : 

Menentukan standar atau tololt ultur pengawasan, menilai atau mengukiu 
lteilyataan yang sebenarilya (melalui pemeriltsaan) terhaclap pelterjaan yang 
inenjladi obyek pengawasan, ineinbaf~dingltai falttor (temuan), jlang diju12~pai 
dengan standar yang telal~ ditetaplcan dail althimya illelaporlta~l ltepada 
pi~npinan disertai ltesimpulan dail saran ~lleilgenai tiildalta~l perbailtan yang 
perlu d i ~ ~ d a k a n . ~  

Penentuan standar atau tololc ukur pengawasan 

Yang diinaksud dengan standar pengawasail adalah ukuran atau patoltan ulituk 

meillbandiilgka~l dan ~neililai apakah ltegiatail atau pelterjaan yang diawasi itu 

berjalan sesuai dellgall yailg se~llestinya atau tidak. 

Standar ini pada garis besarnya mengandung 3 segi atau aspelt yang perlu 

diperhatikan (menurut pendapat Sujamto), yaitu : 

' Ibid, hiin. 77 
lbid, hlm. 78 



1. Rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang ingin dicapai. Dalam ha1 
proyek pembangunan, standar iili dapat berupa DIP atau DTPUA (untulc 
proyek-proyek daerah otonom), Petui~julc Operasional (PO), lcontralc 
peinborongan pelterjaan atau surat perilltah kerja (SPI< serta ,rencana Iterja 
dail syarat-syarat pekerj aan (RKS). 
4 ha1 yang perlu diperhatiltan : 
a. I<uantitas hasil pekerjaan 
b. Icualitas hasil pekerjaan 
c. Target waltu pencapaiail 
d. Target fungsionalllteina~lfaatail pelterjaan 
(Aspelt pertama dari standar pengawasan ini sesing dinamakan aspelc 
doelmatigheid dan atau planmatigheid). 

2. Icetentuan peraturan perundang-undangan yang menyangltut obyek yailg 
diawasi. 

I Lntuk bidang pembangu~lai-i Icetkntuan ~nilluin yang pa li;lk pokolc t~ ang 
berlaltu saat ini adalah I<eputusan Presiden Noillor 29 Tahun 1984 tentang 
Anggaran dan Belailja Negara, disampiug itu masih terdapat berbagai 
ketentuan lain baik yang bersifat umum maupun yang berlalw I<husus bagi 
program-program tertentu. 
(Aspek ltedua ini sering disebut sebagai aspek recl~tmatingl~eid) 

3. Segi daya guna dan hasil guna peilyelenggaraail pelcerjaai~)" 

Elnil Saliill dengall cara yang agalc berlainan menggambarltai~ standar 

pengawasail ini, sebagai berikut : 

Usaha pengawasail pembangunan pada dasari~ya mengecek sampai seberapa 
jauh pelaksanaan peinbangunan sesuai dengall rencana dan ltebijaltsai~aan 
peinbangunan. Pengecekan ini berusaha menjawab tiga pel-tanyaan : 
1. Apaltah sumbangan dilaltsanaltan sesuai dengan ltualitas seperti 

dilaksanakan ? 
2. Apaltah suinber penlbiayaan dipaltai dellgall tinglcat Itosupsi dan Icadar 

ltelanliil yailg ininiinal ? 
3. Apaltah pembangunan dilal<sanaltan sesuai dengan f ~ ~ n g s i  sepesti 

direil~ailakall?~ 

' Ibid, lilm. 79 
' Emil Salim, Beberapa Segi Poltok Pengawasan Pembangunan, dalanl kuml~ulan bebcl.npa makulall 

tentang Pengawasan Pembangunan, Badan Icoordinasi Iceluarga 13crencnna nasional, 1983. 



Apabila ltita bandingltail dari kedua peildapat tersebut, malta acla dua ha1 yailg 

tidalt disebutltan secara eltsplisit dalanl runlusail Elnil Salinl iili, yaitu Itetentuan 

peraturan perundang-undanga dail target waktu pencapaian. 

Pengalllatan faltta di lapangan : 

Fase ltegiatan ini adalah merupaltan bagian yailg sangat pentiilg dalain 

lteseluruhan proses pengawasan ltarena inasukan yang altan diperoleh ~nerupaltan 

dasar pengainbilan tindaltail perbaikail sei-ta peneiltuail 1tebi.jaltsanaan lebih lai~.jut 

sangat tergantung dari ltegiatail ini, dail keberhasilail ltegiatan i i l i  sailgat tergantung 

dari falttol- inanusianya, yaitu para petugas pengawas itu sendiri. 

Peilgilwas yang bailt altan menghasillcan nlasukail yailg bailt, yaitu laporan 11asil 

peineriltsaail (LHP) yang benar-benar dapat inenggz~mbarltan secara jelas dail cemat  

lteilyataan yang sebeilarnya ineilgenai obyek yailg diawasildiperiltsa, disertai saran 

tidak yailg tepat nlengenai tindakan korektif yang diperlukan. 

Sifat-sifat ltarakteristik yailg diperlultail bagi seorailg petugas pengawas 

(il~enurut pendapat Sujainto), diantar persyaratan-persyaratan tersebut yang cultul~ 

penting adalah : 

1. Meinililti pengetahuan yang inei~dalain tentailg segala selulc belult obyelt 
yang diawasi. 

2. Menlililti daya analisa yang bailt untult dapat mengungltaplcan Itenyataan 
secara jelas dan menarilt Itesii~~pulan dari setiap faltta clan gejala yans 
ditemultan. 

3. Meinililti sifat-sifat ltepribadiail yang sesuai clengan tugasnya sebagai 
peogawas, diantaranya adalah : 
a. Jujur dan obyelttif 
b. cerinat dail pelta terhadap segala gejala yang dihadapi yang menyangltut 

obyelt pengawasan 



c. Telcun dan ulet, sehingga tidal< mudah menyerah dalaiii "menge-jar" 
l<ejelasan inforinasi yang diperlul<an. 

d. Berani inengl~adapi segala I<onsel<uensi dan resilco sebagai petugas 
peilgawasall yang bail<. 

e. Bei-tanggung jawab dail ineinililti dedilcasi yailg tinggi terhadap tugasiiya. 
4. Menlililti prinsip hidup yang kuat dan taqwa lcepada Tuhan Yalig Maha Esa 

sehingga tidak mudah goyah dalam menghadapi situasi psiltologis yang 
rawan. G 

Ini adalah beberapa ltualifilcasi yang n~enolljol yang clipe~.lul<an bagi pet~rgns 

pengawasan yailg bail<, namun demiltian penulis juga tidal< beranggapan bahwa lianya 

“superman" yang dapat inelljadi pengawas-pengawas yang bail<, dan seltiranya Icita 

semua sepalcat bahwa pengawas itu seyogyailya secara minimal tidal< lebih jelel< clari 

yang diawasi. 

Lebih dari itu tentunya diharaplcan bahwa para peilgawas itu clalam banyak hal 

llendaltnya lebih bail< dari yang diawasi, dail ha1 in merupal<an tantangan terutama 

bagi para pengawas itu sendiri. 

Mesl<ipun falctor inanusia dalaim fase ltegiatan pe~~gamatan falcta cli lapangan itu 

sangat rnenentul<an (dan jelas ha1 tersebut aclalah bul<an mesupalcan salu-satunya 

fal<tor), saraiia lcerja yailg meinadai dan pengertian yang bail< dari pilial< lain, 

terutalna dari pihalt yang diawasi adalah ikut pula menunjang I<ebel.hasilan Ikegiatan 

Ole11 ltarena pelaksanaan pengawasan di dalam administrasi atau manajemen 

negara/pemerintal~ai~ sailgat luas, mala masih per111 cliaclal<an ~nacam-11iacam 

pengawasan, yaitu : 



1. Pengawasail fungsional : 
yang dilaltulltan ole11 aparatur yang ditugasltan i~~elaltsanaltan pengawasan 
seperti BPICP, Irjenbang, Irjen Departemen da11 Aparat pengawasan 
f~lngsional laiimya. Di lenlbaga pemerintahan non departemen dan instansi 
peinerintah laiimya. 

2. Pengawasail politilt 
yailg dilaltsailakail ole11 DPR 

3. Peilgawasan yailg dilaltsallaltall ole11 BPI< sebagai pengawasan eltsternal 
eltseltutif. 

4. Pengawasail sosial 
dilaltultan ole11 inassa media, ormas-ormas, individu dall anggota masyaraltat 
pada umumnya. 

5. Pengawasan ineleltat 
yakili pengawasan yang dilaltsanaltan ole11 atasall langsung terl~aclap 
bawa l~a rn l~a .~  

Peilgawasail terhadap aparatur pemerintah dapat dilaltsanaltan ole11 sesama 

aparat peiilerintah atau aparat lain di luar eltseltutif secara f~ingsional 

Sebagaiinaila pendapat Muchsan tentang pengawasan te1.11adap aparat 

pemerintah, sebagai beriltut : 

Secara sltematis, pengawasail ini dapat dibedaltan dalam 2 jenis, yaltni : 
1. Pengawasan Administratif, yailg berbentult pengawasan meleltat clan 

pengawasan fungsional. 
2. Peilgawasail ole11 keltuasaail ltehaltiman, baik secara bepeldataall maupun 

secara adinii~istratif.~ 

Untult jelasnya peinbidailgan pengawasan tersebut dapat dilihat dalam sltema 

sebagai beriltut : 

' Hadari Nawawi, Peiigawasan Melelcat di Linglcungaii Aparatur Pemerintali, Erlaiigga, Jakarta, 1995, 
li11ii. 24. 
"uchsan, Sistem Pengawasan tcrhadap perbuatan aparal ~~cmcrinrali clan I'I'LJN tli I~itloncsia. 
Liberty, Yodyakarta, 1997, hlm. 39. I , I  



SECARA 
ADMNISTRATIP H , 4 INTERN 1 

ICEPERDATAAN 

OLEH KEKUASAAN 
KEHAKl MAN 

I 

1 ADMNISTRATIF 1 

Pengawasan ~neleltat 

Peilgawasail ineleltat ini diatur dalam Instr~~l<si Preside17. Non lo~  15 Ta11~11i 

1983, dalam Inpres tersebut dig~ui~altan dua istilah yang dianggap sama artinya yalcni 

peilgawasail ineleltat dail peilgawasail ole11 atasan langsung. 

Pasal 3 ayat (2) Iilpres Noillor 15 Tah~ui 1983 secara lengltap bei.bunyi sebagai 

berikut : 

Peilgawasail nleleltat ditllaltsud dalaill ayat ( 1 ) clilaltulta~~ : 

1. Melaltukatl peilggarisail struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas 

dari fungsi beserta uraiatlllya yailg jelas pula. 

2. Melalui perillcia11 ltebijaltsanaan pelaksanaan yang dituangltan secara tertulis yang 

dapat mei~jadi pegailgall dalain pelaltsanaannya ole11 bawahan yang menerima 

pelimpahan wewenang dan atasan. 

3. Melalui reilcaila lterja yang menggambarltai kegiatail yang harus clilaltsanal<an, 

I bentult ' hubungan kerja ailtara ltegiatah tersebut, dan hubunga~i. antar berb~~gai 

- :,egiatan besei-ta sasaran yang harus dicapainya. 



4. Melalui prosedur kerja yailg merupaltan petull-iuk pelaltsanaan yang harus jelas 

dari atasail ltepada bawahan. 

5. Melalui pencatatan hasil lterja pelaporail yang merupaltan alat bagi atasan untult 

mendapatltan infornlasi yang diperlultail bagi pengambilan lteputusan serta 

peny~sunan pertailggu~lgjawaba~~, bail< mengenai pelal<sanaan tugas rnaul3~1n 

inei~genai pengelolaail lteuangan. 

6. Melalui peinbinaan personil yang terus inenerus agar para pelalcsana meniatli 

urusan yang nlainpu melalcsanaltan dengall bailt tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya dail tidak inelakultail tindaltan yang bertentangan dengan maltsud serta 

Menurut pendapat Muchsan, tentang pengawasan meleltat, bahwa : 
I I ? I 

Pengawasan inelekat iili sailgat efelttif untult inengendaliltan aparat 
pemerintah, sehingga akan terwujud aparat pemeri~ltah yang bersih dan 
berwibawa (clean and strong government), efelttivitas ini sehubunga~~ dengan 
adanya tiga sifat yang sekaligus diinililti ole11 pengawasan meleltat ini, yaltni : 
(1) bersifat tepat, (2) bersifat cepat dan (3) bersifat murah. 

Berltaitan dengall sifat yang diinililti ole11 pengawasan meleltat tersebut 

dijelasltan : 

Bersifat tepat, ltarena aparat pengawas (pimpinan) mengetahui benal. lil~gl<up 
tugas dail kewajibail aparat yailg diawasi; dengan demiltian pimpinan 
mengetahui dellgall pasti apa yang mei~jadi ltewenangan aparat yang diawasi. 
Diltatakail cepat, ltarena pengawasan meleltat ini tidal< terlalu bersifat 
prosedural. Demikian pihalt pengawas mengetahui adanya I<elteliri~at~ 
bawahatmya secara la~lgsung proses pengawasan berjalan. 
Sedangltan bersifat murah, ltarena proses pengawasan ini merupaltan "built in 
control" jadi tidalt memerlulta~~ anggaran biaya tersendiri. Icewajiban 
pengawasan ini otoillatis meleltat pada fungsi pimpinan.9 
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Pengawasan fungsional inipun diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Inpres Nomor 15 

Tahun 1983, subyelc yang melalcsanalcan fungsi pengawasan fungsional adalah : 

(1) Badan pengawasan Iceuangan dau pemba~~gunan 

(2) Iilspektorat jendral depai-temen, aparat pengawasan lembaga pemesintali non 

(3) Inspelctorat wilayah propinsi dan 

(4) Inspelctorat wilayah I<abupatenII<otamadya. 

Badail Pengawas ICeuangan dan Pembangunan (BPICP) cliadal<an ~untul< 

pengawasall um~uili atas penguasaan dan pengurusan Iceuangan sesta pengawasan 
I I , I 

pembangunan yailg mei~jadi tanggung jawab Presiden. 

Sebagaimana diatur pada Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 3 1 Tahun 1983 

yang berbunyi sebagai berikut : 

1. Mempersiaplcan perurnusan Icebijalcan pengawasan lceuangan clan pengawasan 

pembangunan. 

2. Menyelenggarakan pengawasan umum atas pengawasan dan pengawasan 

lceuangan 

3. Menyelenggasalcan pengawasan pembangunan. 

Tugas pol<olc inspelctorat jendral diatur sebagaimana pada Pasal 19 Keputiisan 

Presiden Nomor 44 Tahim ! 974, yang menyatalcan sebagai besil<ut : 

Inspelctorat jenderal menyelenggarakan f~ungsi : 



I I I 

1. Peineriksaail terhadap setiap unsur/instansi di lingl<ungal~ depasteiiieii yaiig 

dipandailg peslu yailg ~neliputi bidailg adilli~listrasi umum, administsasi lceua~iga~i, 

hasil-hasil fisilc dari pelal<sanaaii proyelc-proyelc pembangunan, daii lain-lain. 

2. Pengujian sei-ta peililaian atas hasil laporan berlcala atau sewalttu-walttu dari setiap 

3. Pengusutan mengenai Itebenaran laposaii atas peiigaduaii tentang hambatan, 

pellyi~npailgail atau penyalahgunaan wewenang di bidaiig administsasi atau 

Iteuangan yang dilaltultail ole11 ui~surlinstansi di lingkungan departemen. 

Pengawasan fungsional di tingkat psopinsi dilaksanakan ole11 inspelttorat 

wilayal~ psopinsi, yailg diatur menurut Iceputusan Meiiteri Dalam Negesi Nonlor 2.19 

Tahuii 1979 telltang Osgallisasi dan Tata Icesja Inspelttorat Wilayali P1.0pinsi clan 

pada Pasal 1 ayat (1) ditegasltan : 

"lnspelttorat wilayah propi~lsi adalah perangltat pengawasan iimum yang langsung 

berada dibawali dan bestaiiggung jawab Itepada Gubernur T<epala Dael.ali l'ingl<at 1 

dalaill ltedudultail~lya selaltu ltepala wilayali propinsi. 

Aparat peilgawasaii fui~gsional pemali diatur deiigan lteputusan Menteri Dalam 

Negeri Noinor 220 Tahuii 1979 tentang Organisasi clan Tata Icerja Inspelttol.at 

W ilayall I~abupatei~/I<otainadya. 

Setelah berlaltu~lya U~~dang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeriiitah 

Daerah, dellgall Peratusan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang I<ewenangaii 

Pemerintah dan Icewenangan Propinsi sebag-ai claesah otonom serta I'eraturail 

Pemerintah No~nor 84 Tahun 2000 tentang pecloman osgaliisasi per.aiiglcat clacrnll 



~ui~tulc di setiap pemerintah daerah propi~lsi dan lcabupaten dibeiitulclah 1)eranglcat 

daerah (badanldinas) yang bel-tugas sebagai pengawas di daerah. 

Pengawasan oleh ltekuasaan lcehalciinan 

Pol<ol< I<elcuasaan I<ehal<ima~i d a ~ i  Icelcuasaa~i I<elial<i~iia~i i~ii cl i la l<sanal<an o lcli 

lembaga peradilan yang berpuncalc lcepada Malilca~i~ali A g ~ ~ n g .  

Sebagaimana peildapat Muchsan bahwa seca1.a teoritis u~itul< aclanya s ~ ~ n t u  

~~eradilan diperlulcan adanya ulisur-~nisur sebagai berilcut : 

1 . Adanya senglceta ya~ig Iconlcrit 
Yailg dimal<sud senglceta adalah perbedaa~i-perbedaa~i tenta~ig suatu Iialc atau 
suatu lcewajiban. Dilcatakan l<onlcrit bila se~iglceta tersebut telali diseralilcan 
pellyelesaiailllya lcepada instansi atau le~iibaga berwa-jib. 

2. Yang se~iglceta selt~~ra~ig-l<ura~ig~iy.i terciiri dari cl~la pihalc 
Apabila mengenai masalah tertentu pada saat da~ i  keaclaa~i yalig saliia acla 
pelIdapat yailg berlaiiian ailtara dua pihalc, mal<a dilcatalca~i ada pe~.selisilian 
faham atau senglceta atau lconflilc. Jika yang di~iiasalalil<a~i nier~~pal<ali 
masalah hulcum, terjadilah senglceta l iu l<~~~i l .  Se~iglteta Iiul<i~m a11 ta 1.a c i i ~  R 

pihak inilah yailg merupakan peilyebab timbulnya peradilan. 
3. Adanya suatu aturan hul<um yang abstralc yang dapat diterapl<an tcrliaclal) 

sengl<eta tersebut. Dalalll setiap peradilan, bail< peradilan sipil, piclalia 
maupun administratif, selalu terdapat atura~a abstralc yang ~iie~igiltat ~111ii11ii 

yailg dapat diteraplcan. Aturan hul<um tersebut clapat bel~lpa aturali tertulis 
yailg berbentul< peraturan perundang-unda~iga~~, tetapi clapat terlulis beri~pa 
aturail yang tidak tertulis yang dialcui el<sistensinya oleh ~~nclang-~~~iclang, 

10 seperti lcetentuan hukum adat. 

10 Ibid, hlm. 47. 



Berdasarltail Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, diltenal 4111asa111 

2. Peradilan militer 

4. Peradilail tata usaha negara 

Berkaitan dengan meltanisme pengawasan, Moll. Mal~fiid MD berpendapat : 

Didalanl istilah "cont~-01" terltandung juga anti mengatur, mengei~daliltan, 
inellgurus dan inenggeraltltan, padahal didalan~ dese~~tralisasi yallg I I ~ I . L I S  
ditekanlcat~ adalah "supervision" atau p e n g ~ j  ian tentang lconsistcnsi prod ill< 

Peraturan Daerah dengall Peraturan Pusat. 
Akail tetapi akan lebih bailc jika peilgawasall sepenuhnya clilalcultan melalui 
prosedur hukuin baik inelalui PTUN ('jilca menyangltut Beschiltlting) sesuai 
deiigail undang-undang iloinor 5 Tahun 1986 maupun melalui juclicial review 
(jilta menyangl<ut regeling) sesuai dengan Iteputusan Undang-Undalig No. 14 
Tahun 1 970 dail Ui~dang-Uildang Nomor 1 4 tahun 1 989. ' ' 

Perlgawasarl ole11 DPRD 

Sejak dilahirka~mya Undang-Undang Nomor 22 Tahiin 1999 clapat lebih 

mei~jamin perltenlbailgail demokrasi dalain pelalcsanaan pen~erintahal~ claerali cieng:~n 

jalan ineinberdayaltail DPRD sebagai lembaga legislatil' daerah clan mampu 

menumb~~hltan sel-ta lnengeillbailglcail iilisiatif serta checlc and balance clala~ii 

pelaksa~laan otoilonli daerah. 

Sebagaiinana ditegaskan dalam peiljelasan Undang-Undang Nornor 22 Tah~ln 

1999, bahwa : 

I I Moh. Mahlild MD, I-Iultum clan T'ilar-piiar Dclnokl.nsi, Gil1n21 Mctli;~. Yogyalial.[n, 1009, Illm. 784 



Prinsip-prinsip peinberian otoiloilli daerali yang clijadil<an pedomaii diaiitaranya 

adalah : 

1 .  Pelal<sanaan otoilo~lli daerah harus lebili meiiingl<atl<an peraiian daii -f~~iigsi baclali 

legislatif daerah, bail< sebagai fungsi legislatif, ii~ngsi pengawas maulxln iilngsi 

anggasan atas penyelenggal.aan pemerintahan daerah. 

2. Susuilail pemerintah daerah otonom nieliputi : DPRD da~i  pemerintah dae~.ali , 

DPRD dipisahl<an dari pemerintah claerali dengan maltsud untulc lebili 

ineinbe~.dayakan DPRD dail meningl<atl<aii pestaiiggu~~giawaban pemesi~ital~ 

daerah lcepada iAal<yat, ole11 I<arena itu hak-hal< DPRD cul<ul~ luas clali cliasalilta~i 

untulc menyerap serta menyalurl<an aspi rasi masyasal<at me~ijacli Itebijaltan claerah 

dari melal<ul<an fungsi pengawasan. 

Dari - uraian tersebut telah tegas clapat dipaliami dengan jelas bahwa DPRD 

diharapl<aii selain sebagai fungsi badan legislatif clael.al1 adalah berlilngsi sebagai 

j~engawas. 

Berl<aitan dei~gan DPRD sebagai pengawas, adalah ditegaslcan juga dalam pasal 

I 8 Undang-Undang Nomos 22 Tahun 1999 sebagai berikut : 

DPRD ineillpuilyai tugas dan wewenang melaI<sanal<an pengawasan terliadap : 

1 .  Pelal<sanaan perat~~ran daesali dan ~~eratul-an pesundang-uncla11~11 lain. 

2. Pelal<sanaan l<eputusan Gubernul., Bupati, Walil<ota. 

3. Pelal<saiiaan Anggaran Pendapat dan Bela~ija Negara. 

4. I<ebijal<an Pemerintali Dael-ah 

5. Pelal<sanaan Icerjasama interiiasional. 



Pelaltsanaan peraturan daerah 

Dalam ranglta pelaltsanaan peraturan claerah, sesuai clengan Itetentuan aclalal~ 

dengall ditetaplcannya peraturan pelaltsanaan yaitu lteputusan Itepala claerali. 

Sebagaiinalla diatur pada Pasal72 Undang-Undang Nomor 22 Taliun 1999 : 

(1) Untult melaltsanaltan peraturan perundang-undai~ga~i lain yang bei.l;llcu, Itepala 

daerah inenetaplcan Iceputusan Itepala daerali. . 

(2) I<eputusan, sebagaimana dimaltsud pada ayat ( I ) ,  ticlalc boleli bel.te~ilal>gali 

dengan Icepentingan LII~~LIIII, peraturan daerali, dan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi. 

Selailjutllya pada Pasal 73 Unda~lg-Undang Nomor 22 Taliun 1999 ditegaslcan, 

bahwa : 

(1) Peraturan daerah dall lteputusan Icepala daerali yalig bersifat nie~igatur 

diundanglca~~ dellgall meneinpatltan~~ya dalam lembaran daerah. 

(2) Icetentuan, sebagaimalla dimaltsud pada ayat (1), meiiipilnyai Iceleuatan liukilm 

dai; lllel~gilcat setelah diul~dailgtall dblain lembaran daerah. - ' 

E. Definisi Konseptual dan Operasional 

Untult lebih inemperinudah dalain pemahaman dan pelaltsanaa~i pe~ielitian serta 

agar dapat ineinberikail galnbaran yailg jelas, dibawah i l l i  altan disampailca~i definisi 

operasional yang alcan digunalca~i dalam pelielitiali i~ii. 



1. Fungsi : 

Berasal dari bahasa Inggsis dari arti Icata ''f~lnction" yang astinya aclalal~ 

"lcegui~aan"'~ 

2. Pengawasan : 

Pellgawasail haltelcatnya suatu tindalcar~ (rneng~!ji) apalcah ses~~atu  telah besjalan 

sesuai dei~gan rellcaila yang telali ditelitulcan." 

3. DPRD (Dewan Perwalcilan Ralcyal Dacsha) 

DPRD adalah Badan Legislatif daerah atau juga clisebut lembaga ~~cswalcilan 

ralcyat di daerall yang berlcedudukan di kabupaten atau propinsi. 

4. Peraturail daerah 

Pesaturan daerah adalah peraturan yang ditetaplcan ole11 Icepala claesah atau 

persetujuan DPRD dalain sanglca penyelenggasaan otonomi claesah dan pe~ljabasan 

lebih liilljut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (vicle : Pavl  69 

IJndang-Undang Noinor 22 Tahun 1999). 

5. Eltseltutif : 

Elcselt~~tif sebagaiillana dimalcsud adalah badan eltseltutif yaitu pemerintali daerah 

yang terdiri dari ltepala daerah dail perailgltat daerah (vide : Pasal 14 Undang- 

Undang Nomor 22 Tal~un 1999). 

'' Wicliasluti, Grancl I<amus, Apollo. Sul.abayil, 1998. hlm. 13 1. 
l .; Muchsan. Sislem I'e~~gawasan tcrhadap I'crbi~alan Al~aral I'cmcrintali clan I)'I'I JN, I , i  bc1.1). 
Yogyaliarta. hlm. 37. 



I?. Metode Penelitian 

Penelitiail iili merupaltan penelitian hukum atau normatif atau dolttrinal; 

\/aitu peilelitiail l~ultum yang 11;empunyai obyelt atau sq?,aran peratur-an 
perundang-~uldangan, putusan peilgadilail dan badan liultu~n lainuya. 

Sedangltan menurut Ronny I-Ianin Tijo Soenlitro 

Peilelitiail llorlllatif mesupaltan penelitian lteputusan, yaitu penelitian 
terhadap data seltunder. l 4  

2. Pendeltatan 

Berdasarltail judul, perinasalahan dan t ~ ~ j u a n  penelitian dimulta, malta dalam 

m e l a l ~ ~ ~ l t a n  penelitia~l iili digul~altan pendeltatan yuridis daii politis sebagai berikut: 

a. Peildeltatan yuridis, yaitu peilelitian terliadap peratusan pesundang-unclang2111 

yailg berltaitail dengan Pemerintah Daerah dan DPRD te~~masulc psoclult hultum 

Daerah Kabupaten (Peraturan Daerah Icabupaten Daerali Tingltat I1 'I'uban 

telltang Itebe~.sihan, lteindahan dan Itetestiban l i n g l t ~ ~ n g a ~ ~  dalam labupaten 

Tuban) sebagai conto11 ltasus. 

b. Peildeltatail politilt, hanya dibatasi pada pendeltatan fungsi DPRD I<abupaten 

Tuban dalaill railglta mengawasi pelaltsa~laa~l Peratura~i Daerah (Peratusan 

Daerah I<abupaten Daerah Tingltat I I Tuban Nomos 10 'Tahun 1992 sebagai 

contoh ltasus), dengan maltsud untult mengetaliui lebill jelas bagai~nalia 

'"i~dzalcir, Diktat I<uliah Metode Penelitian Ilrni~ I-Iukum, I'rogram Mngistcr (S.2) Iln~u I - l u k ~ ~ ~ n  VIII. 
Yogyalcarta, Tahun akademi 1998 - 1999. 



peilgawasan DPRD Kabupateil terhadap pelalcsanaan Perat~iran Daerali 

I<abupaten Tuban dari aspelc yang lain (cliluar aspelc liulcuni yuriclis). 
I I 

3. Bahan dail alat peilelitian 

Bahan penelitiail yailg bersiCat publilc 

a. Ballan peilelitiail yang bersifat publilc 

1 ) Undang-Undang Dasar 1945. 

2) Unda~ig-Undang nomor 5 Taliun 1974 tentang Poleole-Poleole Pemerintahan 

di Daerah. 

3) Undang-Undang Nomor 22 Taliun 1999 tentang Pemel.inta11 Daerah. 

4) Peraturan-peratusail Pemerintali yang berkaitan deligall obyelt penelitian 

penelitian. 

6) Peraturan Daerali Nonlor 10 Tahun 1992 tentang Itebersilia~i, Iteinclahan clan 

7) Catatan-catatan atau data-data dari Pemerintali Daerali yang berltaitan 

dengan obyek penelitian. 

b. Bahan penelitian yailg bersifat privat 

Doleumen-dolturnen atau catatan pribadi dari pe.jabat pemerintali daerali yang 

alean menjadi responden. 

Sedanglean alat penelitia~i yaiig cligunal<an aclalnh sti~eli t lol<i~~ncnte~ ( I i ~ l j l ~ ~ .  

pertanyaan yailg alean disiaplcan. 



4. Telmilt peilguillpulan bahan-ballan hultum 

Dalaill peilelitiail ini, peilguillpul bahan baku hukui~lilya dilalalltan dengai~ 

berbagai cara, diailtara adalah : 

a. Study kepustaltaail 

Yaitu illeilcari bahan-bahan hul<~um yang berkaitan dengan mengambil tlari 

literatus-litesatur yailg ada dan berhubungan dengan perlnasalahan yang hendalc 

diteliti. 

b. Wawailcara dilakultan terhadap respoildell yailg aka11 disesuailtan dengan lokasi 

penelitian. 

Respoildell yailg altan dituiljuk adalah pejabat-pejabat DPRD Icabupaten Tuban 

dail Pemerintah Daerah I<abupaten Tubail yang bidang tugasnya sesuai dengan 

jellis peilelitiail ini. 

Loltasi Peilelitiail 

Peilelitiail iili ineiigambil loltasi pada : 

1) DPRD Kabupatell Tubail 

yailg berltaitan dellgall pengawasan terhadap Pemerintah Daerall Dalam 

Railgka Pelaksanaan Peraturail Daerah (I<hususnya Perda I<abupaten Dati 11 

2) Pemerintah Daerah ICabupaten Tuban 

5 Ailalisis Bal~an Pellelitiail 

Hasil peilelitiail iili altail diailalisis secara kualitatif yaitu ballan-bahan l~ulcum yang 

didapat dari penelitian altan Iangsung dianalisis secara Itualitatif yaitu ballan-ballan 



hultum yang didapat dari pe~ le l i t i a~~  aka11 langsung clianalisis clan jabarltan secara 

deskriptif analisI5 dan dari analisis tersebut altall timbul pemahaman yang ciapat 



BAB I1 

DPRD DAN FUNGSI PENGAWASAN 

A. Pengertian pengawasan 

Pellgawasa~l lnerupaltall ba27gian dari f~illngsi ma~~ajemen organisasi 

apapull yang khusus berupaya agar rellcalla yang sudah ditetaplcall dapat 

tercapai sebagai lnana mestinya. 

Pellgawasan serillg dialtilean sebagailnalla beberapa defillisi besilcut ini 

Sebagailnana yang telah dikutip ole11 Sofyan Safri Harahap dari pelldapat I-Ienri 

Fay01 ialah seorang perintis illnu lnallagelnellt mengatalean : 

"Pengawasan lnencakup upaya lnelneriltsa apalcah semua terj adi sesuai dengan 
rencana yang ditetapkall perintall yang dilceluarkan dall prinsip yang dianut . 
Juga dimalcsudkan untuk lnellgetahui kelemallan dall lcesalallanb agar dapat di 
hindari lcejadiaimya dilcellludian hari " 

Ducan (1975) lnembuat definisi tentang pengawasan sebagai berilcut : 

"Tindakan yang menentultan apakah sencalla dapat tercapai atau tidalc". 

Seorang yang berkeciinpung dalaln pengawasan lteuangan negara Ir. S~Ganto 

(1986) illelldefinisikan pengawasan sebagai berikut: 
I I 

"Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untult mengetahui da11 lnellilai 
kenyataail yang sebenarnya ineilgellai pelaltsanaan tugas atau Icegintan apalcah 
sesuai dengan yang selnestinya atau tidak.17 

l 7  Sofyab Safii Harahap, Sisteln Pengawasan Manaiemen, PT Pustalta Quantum, 
Jakarta ,200 1 hlm 10. 



Sedailgltail pendapat George R Terry dalam bukuliya "principle of 

Manajemen" yailg telali dikutip oleh Ibraliim Lubis, membuat defi~iisi sebagai 

beriltut : 

"Proses untuk mendeterlllinasi apa yang altan clilaksanalta~i mengevaluasi 
pelaksanaan mengevaluasi pelaksanaan dail bilamaiia perlu menerapltan 
tindaltan-tii~daltan ltoreltif yang sedemikia~i rupa seliingga pelaltsanaa~i sesuai 
dellgall rencana".18 

Dari pendapat-pendapat tersebut penulis mencoba membuat pe~ige~.tian 

tentang pengawasail bahwa : pengawasan adalali merupaltan tinclaltan u~itult 

mengalami teiltailg pelaltsanaan sesuatu Itegiatan itu suclah sesuai clengan 

tujuan yang telah direncanaltan atau tidalt 

B. Macam Pengawasan 

Pelaksaiiaan 
kegiatan 

Dalain ha1 iili penulis altan mencoba me~?jelasltan bel-bagai macam jenis 

1 ~ e re i~ca i~aa i l  

atau illode1 pengawasan yang ada dalam literatur yang telali cliiclentifiltasi oleh 

berbagai pihalt dan pengalaman empiris. 

, 

l S ~ b r a l ~ i i ~ ~  Lubis, P e l l g e l l d a l i a l l d a l a ~ r o v e k i i  manaierneo, 
Ghalib Indonesia Jakarta Timut, 1985, ha1 I 54. 

T~!juan 



Dari berbagai jellis sistein pengawasan ini tampalc selcali masing-nlasi~ig 

memililci peilelcanan yailg berbeda beda sesuai falcta eillpiris yang ditemuiiiya, selcali 

lagi iili menu~ljulclcan bahwa betapa komplelcsnya permasalahan pengawasan itu. 

Di bawah iili alcan lcita lihat berbagai i~~acal l l  jenis pengawasan sebagai maiia 

dilcutip ole11 Sofyail Safri I-Iarahap . 

1. Model &el-to 
I , I  

Cei-to (1985) mengemulcalcan 3 jellis lcontrol di tinjau dari segi walctu pelalcsaliaan 

sebagai beriltut 

a. Pre Control- Feed Forward 

IControl iili dig-~~nakan sebeluill pelcerjaan dimulai 

b. Concurrent Control 

Yaitu peilgawasail yailg dilaltukail secara serentak dail sejalan dengaii 

pelaltsanaan pelterjaan 

c. Feedback Coiltrol 

IControl dilaksailaltail setelah pelcerjaail selesai 

2. Model Merchant 

IClasifiltasi laill diberiltail ole11 IC. A Merchant sebagai berilcut : 

a .  Result coi~trol 

Result col~trol disini pengawasan diarahlcan Ice liasil per~~saliaai~ 

Disini pengawasan dilalculcan dengan individual yang berta~iggungjawab pada 

pencapaian suatu hasil atau produlc atau jasa . 



Metode ini diperlultan 3 langkah 

1) Mendefinisiltan hasil yang diinginltan illisalnya laba, ltualitas p~.oclult atau 

tingltat ltepuasan 

I I I 1 

2) Mengultur prestasi dail pencapaian organisasi 

3) Meinberiltan penghargaan (atau hukuman) untult mendorong (atau 

meinbatasi) pelaku yang cenderung pada pencapaian atau realisasi hasil it11 . 

.b. Action Control 

Type ini ~neinfokuskail perhatian pada tindakan, disii~i di maltsudkan agar 

setiap penanggung jawab pelterjaan n~engerjal ta~~i~ya sesuai dengan Iteinginan 

organisasi. 

Dalaill mei~jalanltan ini ditempuh dengan 4 cars : 

1) Batas perilaltu, inembatasi pelterjaan bagian tertentu inisalnya adanya 

sentralisasi dan pemisahan tanggung jawab . 

2) I<ontrol sebelu~n ltejadiail tejadi dail melaltultan penyesuaian yang pel.Iultan 

3) Meinpei-tegas siapa yang bei-tanggung jawab atas suatu pelcerjaan 

4) Menugasltan beberapa orang untuk 1nengel:jaltan satu tugas yang clapat 

dilakultan ole11 sejumlah 01-ang tertentu yang ju111la11nya lebih Itecil. 

c. Personal control yang diteltanltan ltepada pegawai 

Disini pegawai dia~ljul-ltan untul< ~~ielaltultan Ico~~trol pribacli, I<ont~.ol ini clisebut 

jugs ltontrol sendiri (self control), ~iiotivasi intrinsilt (intrinsilt nlotivatio~i), 

Itontrol etilta dan moral (ethics and niorality), Itepercayaan dan siti~asi ( I S L I S ~  

and atmosphere), ltesetiaai~ (loyality), dail ltebudayaan (culture). 



Bahltan ada yailg inellyebut ltoiltrol perilaltu (Beliavioral control) da~ i  

ltoiltrol dari dalain diri (inner coiitrol). 

Dalain persolla1 coiltrol fokus pengawasali itu adalali pegawai, dan 

illeillililti 2 lteltuatail dasar : 

1) Illdividual self coiltrol : 

Yailg illerupakail lteltuata~i dalani setiap diri ~iia~iusia yang dapat 

ineillaltsailya untult iiielaltultan perilaltu yailg bailt . 

2) Social Co~ltrol 

Adalah tekailail yang dilaltukaii oleli ltelompolc jilta ada oraiig yalig 

bei-tingkah laltu berbeda atau iiienyii~~pa~ig dari keingiiiaii norma, siste~ii 

nilai kelonipolt: 

1) Selesai dail peilempatail ltaryawail 

2) Pelatillan 

3) Peilerapail budaya organisasi yaiig etis 

4) Peillberiail resossis yailg diailggap perlu kepada pegawai 

3) Model Ouchi I 

Type ltoiltrol yang dilte~~~ultaltai~ ole11 W. G. Ouchi sebagai berilcut : 

a. Marltet (Pasar) 

Dalain meltanisme Itont1.01 ini pengawasaii clilaltuka~i iiielalui 

persaingan pasar. 

Harga yang ltoillpetitif adalah 11arga yang paling reiidali dari liarga 

yang ada, harga pasar merupalta~i alat yalig paling efisieii dala~ii 



persainga~l perlu melal<ukan l<egiatan langsung yang beshubungan clengan 

individu atau lcegiatan . 

Pengawasan llallya dilal<ukan clengan melalui pengu~npulan psestasi 

di pasas. 

b. Bureaucracies (Birol<sasi) 

Mekailis~lle birolcrasi juga merupal<an alat kontrol, dalam tipe ini 

pengawasan dilal<ul<an melalui I<ont~.ol langsung I<epacla inclivitlu 

sewaktu pelal<sanaan tugas. 

c. Clan Control 

Type ini juga merupal<an mel<anisme l<ontsol, kontrol i n i  cligunakan 

dengall cara memanfaatl<an l<ema~npua~l 11lanusia untul< I~iclul~ 

bersosialisasi tanpa memperhentil<an aspel< l<ema~npuannya sebagai 

manusia, keadilan dan intelgensinya. 

Peneka~l~lya adalah pada proses sosialisasi dan intemalisasi nosnla 

sosial yang diharapkan dapat menghilangkan penyimpangan nosma. 

Dalanl n~odal ini atasan harus menetapl<an standast yang al<an 

dibandingkan dengall perilaku atau hasil untul< melal<ul<an pengawasan, 

etika dan moral, agama, pendidikan ,co~til~z/ing edl ic~t iol~,  clan lain -lain 

yang dibentul< dalanl proses sosialisasi. 

Seandainya tidal< ada saling I<etel.gantungan antasa inclividu clan tsansaltsi 

atau pertukarall memberil<an, bebesapa ulcuran nilai diantasa meseka, misalnya 

11ilai uang sebagai harga pasar tenaga Icesja maka dala~n I<olltel<s illi ~ne l<a~~ i s~ l i c  



harga tesjadi sehingga illode1 peilgawasail yang tepat adalah Malcet. Narnun 

ltadailgkala mel<anisme pasar tidal< bisa dilal<ukan dan biaya t~.ansal<si sul(ar 

diililai dan tidalt ada ltepercayaan diantara anggota orgallisasi mal<a yang paling 

tepat peililaia~l , dan pengarahan . Dalaill model ini atasan harus menetapltan 

sta1.1,dal-t yailg altan dibandingltan depgan perilaltu atau hasil LI I )~LI~< melal<ultan 

pengawasan. 

Dalain 111odel ini ada dua Iteuntungan : 

Pertama: menggunakan l~ubungan ltepegawaian yang merupaltan 1tont1.alt 

yang tidak lengkap. Dalain ille~leri~lla l~ubungan lteja, seorang pelte~ja 

m e n y e t ~ ~ j ~ ~ i  ille~leriilla upah sebagai pe~-tultaran dediltasi yang cliberikannya 

ltepada atasa~l~lya yang berhak untult : 

1) mengarahltan Itegiatan si pekerja dari hari Ite hari 

2) secara dekat inelaltultan monitoring, sehingga mengurangi Iten~ungl<inan 

perilaku petualangan (opportunis). 

Kedua : organisasi biroltrasi dapat menciptaltan atmosfir saling percaya 

diailtara karyawail . Hal ini lebih mudah dibandingltan dengan Market. Angiota 

suatu organisasi dianggap illeillililti tujuan yailg sama, sellingga merelta suclah 

merasa yakin bahwa hubungan jangka pa~ljang alcan menghasilltan penghal-gaan 

atas prestasi yang bail< yang rnereka capai clan alcan menerillla huku~na~l  alas 

prestasi burulc yang merelta laltulcan . Sehingga merelta menciptakan acla " gocil 

congrzlence" yang altan mengurangi Itecenderungan pe~*ilaltu oportunis yailg 



harus memerlukan tindaltan peilgawasan yang tentu memerlultan biaya 

peilgawasail lagi . 

Dalain organisasi yang lain di mana tugas-tugasnya sangat lain dan sangat 

teipadu dail alnbigius malta model Marltet dan Biroltrasi mungltin tidalt tellat 

lagi kareila sultar lnenilai hasil transaksi antara individu dan sultar mes~unusltan 

standai.t, sehingga menurut Ouchi lnodel yang bisa dipaltai adalah model 

inediasi, informal yaitu Clan atau Culture. 

Tabel 1 

Persyaratan Sosial dan Informasi Dalam Pengawasan 

4) Model Oucl~i I1 

Model Control 

Marltet 

Bureaucray 

Clan 

Dalalll tulisail laill yailg haillpir seirama, Ouchi membagi dua tipe kontrol yaitu: 

1. Oupztt Control 

Suinber : A Coilceptual Framework for The Design of Organization Control 
Mechanise, Vol 25 . No. 9, September 1979 

Persyaratan Normative 

Saling Tiinbal Balilt 
Saling Timbal balilc 

keltuasaan yang sah 
Saling Tiillbal balilt 

I<eltuasaan yailg sah Nilai 
& keyakinail yailg sah 

Dalaln tipe ini ltontrol difoltusltan pacla out I ~ L I ~  yang clapat cl i l  ihat cla~i c l i u l c u ~ .  

Persyaratan Infol-nlasi 
yang hsrus ada 
Harga 

Peraturan 

Traclisi 

secara jelas. I<ontrol ini dapat dilaltsanaltan dengan lebih mudall cli 

bandingltan dengan tipe Behavioral Con tsol. 



2. Behavioral Control 

Dala~n tipe iili yailg difolcuslcai~ adalali perilalcu orang per orang, ulcurannya 

sangat lcabut dail lcadailg subjelctif lcarena meiilalig pe~.ilalcu sulcar c~iulcus 

secara pasti 

Model Ouchi I dan 11 (1979) dapat dibandingkan. Kontrol 0irpl~t 

inisalnya hampir selllust dengan kontrol result yaitu digunalcali a~abi la  o~itput 

bisa diulcur dail dapat diililai secara persis. Perilalcu Iia~iil~ir sama clenga~i 

Bureaucmql atau Action Control Result Control cliiiiaiia digunalca~i da lam Iia l 

adanya nnzbiguity ~i~engukur output cia11 nie~iie~~luka~i proses tra~isfor~iiasi . 

Dalam Ouclii and iI4aguire (1975) disebutkan Bel.~civio~.~/ C.'oi7/i.o/ aclalali 

pengawasnn langsung clan Oz.ltj~~.l/ sebagai alat iiiengul<u~. 0tt/1)11/. 1)nlaiii Clan 

Coiltrol lcepercayanil diletalclcan pada lcegiataii-lcegiatan ritual, bentulc upacara. 

Icetiga bentulc peilgawasail ini sei-ta persyaratan untulc meiientulcan pengulcuran 

prilaku dail out put dapat dilihat dari tabel besilcut ( Ouclii, 1974): 

Tabel 11 

Persyaratan Penentuan Pengukuran Perilaltu dan Out put 

/ Kemrmpuan 1 Pengetal~uan atas proses 
1 inenilai outnut / Se~nnurna 1 Ticlalt semnul-nn 

(Butik wanita) 

Suluber : A Conceptual Frame Woslc for Tlie Desigeli of Orgaiiization Cont~ol 
Mechanism, Vol 25, No 9 Septeniber 1979. 

1 Tiiiggi I Pengulcuran ~ Perilalcu/Output 
Pengulcuraii 
Output 



5) Model Helriegel dan Slocuill 

Peilggoloilgall iili dilcemukalcan ole11 Don Hellriegel dan John S l o c ~ ~ m  

sebagai berilcut: 

1. Human Input Control 

Dalain tipe iili lcontrol diinulai dari peileriillaail atau relcruitmen Sumber 

Daya Mailusia yailg aka11 illeiljadi unsur penting dalam organisasi. Di sini 

teilaga lcaryawail itu diselelcsi dellgall lcetat, sehingga yang terpilili bebas 

dari sifat-sifat yang tidalc bailc seperti sifat mu~iafilc, rne~lcul*i, ticlaii 

bei-tangg~u~gjawab, dail meiljilat. Dalam lcontrol ini peranan psilciater 

sailgat penting. 

2. Reward Pzrnishnzent Systenz 

Dalaill tipe iili koi~trol dilalculcail iaelalui pemberian pengliargaaii Icepacla 

yailg memberilcan Iconstribusi positif Icepada organisasi dan memberilcan 

hukuinan lcepada yang berperilaltu be~.tentaiigan dengan t~i-juan ol.ganisasi. 

Bentulc Reward Puilishlneilt dapat dilakultail illelalui tiga ca1.a : 

a) Coercieve 

b) Utilatarian 

Sistem coercieve menekanlcan pada hulcuman yang diberil<an , sistem 
I . I 1 . . 

utilitarian menekan atas penghargaan yang bersifat elcstrinsil< atau liacliali 

nyata, dan sistein normative menelcanlean pada penghargaan yang bersifat 



3.  For117nl Struktz.rr 

I<oiltrol iili dijalanltan dalain pendekatan s t r~ l l t t~~r  sebagai be~.iltut : 

a. Meilyl~suil dafiar tugas tailgguilg jawab posisi masing-masing 

b. Mei~jelasltan anis ltomuniltasi antar bagian clalam organisasi 

c. Memailfaatltan satu unit sebagai penc l~~l t~~ng ~ini t lain misa lnya 

peilgguilaall ltonsultan dan audit. 

d. Meinbuat variasi batas kemampuan mengoiitrol (spa17 o f  contr-01) 

4. policies and R1~1ie.s 

Menyusun kebijaltsaiiaan dan peraturan sebagai alat L I ~ ~ L I ~ <  dapat 

melaltukan ltoiltrol. I<ebijaltsanaan dan peraturan i~ i i  clijaclikan sebagai 

indiltator Itulaitas Iterja yang terbailc. Tanpa I<ebijalcsanaan clan pe~.atu~,an 

melaltukan koiltrol yailg objelttif. 

5 .  Budget. 

Budget adalah merupaltai~ rencana Icegiatan organisasi yang clalam bentult 

anglta-anglta kuantitatif. Budget iili efelttif di pakai dalam melaltultan 

6 .  Mechanic01 control, atazl i~zechine controls 
I I I 

Mesill peilgawas dapat digunaltan untulc menambali Itemampuan iiian~~sia 

untult melaltultan pengawasan langsung misalnya clalam mcmbanti~ 

tenaga illailusia (motor penggeralt), Itealiliann ya m isalii ya cornputel., 

inteligeilsi illisalilya software dan pengawasannya misalnya " smart carcl" 



G) Model W. H New Man 

W. H Newlnall li~embagi tiga tipe ltontrol sebagai beriltut : 

1. Steering Control 

Tipe kontrol ini berarti manajemen memberiltan tanda yang nienu11.jultltan 

apa yailg terjadi jilta diterusltail ltegiatan seltarang. Ada dua respons yang 

dapat dilakukan ole11 illailajeineil : 

a) Correkctive 

Ini berarti bahwa ltesalahan yang terjadi berasal dari clalam organisasi clan 

I dapat dilakukan tindakan ltcreksi . I 

b) Adaptive response 

Iili berai-ti bahwa ltesalahan bersumber dari luar organisasi clan tidal< 

dapat dikataltail tindakan ltoreltsi. Yang dapat dilaltultan hanya 

inelaltultan desaiil baru untuk menyesuailtan diri clengan lteaclaan 

linglt~~ngaii baru . 

2. Yes/No control 

Dalanl tipe i11i manajemen memberiltan peraturan yang menu~ijultkan 

persyaratan tei-tentu yang harus dicapai sebelum pelterjaan dila~ijutltan Ice 

langltah beriltutnya. I<ontrol ini merupaltan teltnilt defensif yang bcrmaltsucl 

untult ~ ~ ~ e i ~ g o i ~ t r o l  jenis ltesalahan yang dilaltultan ole11 rnanajer bawalian. 

3. Post action Control 

Dalam tipe ini manajemen diberiltan laporan ltegiatan dari operasi yang 

sudali siap yang menggaillbarlta~~ perbedaan atau pe~.timbangan anlara yang 



direiicaiialtaii deligall yaiig terjadi sebenarnya. Jelasnya Itontl.01 ini 

memberiltan petui~juk ~i i~tul t  lnelakukan tilidaltan ltoreltsi . 

7. Model menu~.~it walttu pelaltsanaan 

Meilurut Belltaoui (1988) ada tiga ltoi~sep dasar ltontrol 

a. Sisteill ltoiltrol Tradisioilal 

b. Sistein ltontrol Feddback 

c. Sisteill ltoiltrol Feedforwnrd 
I I I 

a. Sistem Kontrol Tradisional . 
Dalaill sisteill ini pertama-tama disusun standart untulc setiap alttivitas yang 

ada dail staildart in altail dibandingkan dengan liasil / Itegiatan yang 

sebenarnya. Perbandingan antara standast dan liasil altaii cliltetaliui 

penyimpangan. Dalam ha1 ini tidalc dilaltultan sevisi atas standart yaiig telal~ 

dibuat apapuil alasa~inya, yailg diltoreltsi adalah Itesalahan yang suclali 

terjadi. Dalam proses perbandingan ini dilaltultan penilaian sebagai beriltut : 

1) Sifat dari penyimpangan yang ditem~~ltan 

2) I<ein~ui~gltinan tindaltan ltoreltsi 

3) Pemberian penghasgaan atau I - ~ I ~ C I I . ~  untult pelte~:jaan yang memuasl<all 

(positif) dalam arti hasil Itegiatan yang clicapai di atns sta11dal.l atnu 

11ultuma11 atau "sc~nnction ' ~iilt~ult Itegiatan yang tidal( bail< (negatif) 

dalam arti Ilasil ltegiatan lebili ltecil da1.i standar yang diliasal~lta~~. 

Dalam Itonsep tradisiol~al ini Itita ~~ieneniultan beberapa I t c l e n ~ a l ~ a ~ ~  

sebagai beriltut : 



1) Dalanl lcoilsep iili diailggap ada pemisahan antara perencanaan dan 

pelalcsanaan. Tidal< diilcuti adanya koordinasi dan self co17/1.01 antasa 

pe re i~ca l~aa~ l  dengan pelal<sanaa~~ 

2) I<ontrol diailggap sebagai suatu yang statis, tidal< dinamis. Penilaian 

terhadap kegiatail di dasarlcail kepada peililaiail hitam dail puti l~,  bail< 

dail buruk, beilar dail salah, atau memuasl<an dan tidal< memuasl<an. 

3) Mailusia yailg dil<ontsol altan mesasal<an Itel<al<uan ltonsep ini Itarena 

4) Koilsep iili memungltinl<a~~ timbulnya akibat -al<ibat negatif yang 

justru tidal< diinginltan, ~ll isal~iya j ilea filoso.fi niailajerll ya bersi Vat 

otoriter malea ia dalam melal<ul<an l<ontsol terhaclap bawahannya aka11 

dapat meniinbull<an tekanan, perselisihan, ketal<utan, dan saling tidal< 

percaya diantasa bawahan yang althirnya akan ~ n e r ~ j a u h l t a ~ ~  organisasi 

dari tujuan jangl<a panj allg~lya. 

b. Sistem Kontrol Feed back 

I<onsep iili dapat juga disebut ndaptive ntnzi r~espo17si1~ co17/1.01 sys/e~n [ I / ~ I ~ I  

expaost control system. Banyaltnya ah1 i yang memberi l<an clef; nisi atas 

ltoilsep feedback iili antara lain Jay Forrester, ia mendefinisiltan sebagai 

beriltut: 

"I<onsep irli terjadi apabila suatu lingl<ungan c e n d e s ~ ~ n g  Itepada suatu 
lteadaail yailg memerlukan I<eputusannya yang altibatnya aclalal~ 
tindalcan yang altan me~-npengal.uhi kepirtusan yang akan datang". 



lteinungkinan perluilya ltoreltsi . 

2) Dari pemerilcsaan sample ini alcan dilcetahui Icesalahan budget1 plan atau 

3) Perbailtail lcesalahan budgetlplan sesuai dengan penyimpangan yang 

ditemulcan dalain sample tadi. 

Gainbarail lcegiatan lcontrol feedback ini dapat dilihat sebagai berilcut : 

1 Pcngul;u~.an sample 1 

Rencana Ex Post = S 7 1 

Tindakan Feedback I<lnel:la 

Con~'~rol  1- l l ~ a m y  / 

Gainbar Feedback Control System 

Peilyiillpallgail (variance) illeiluri~t ltonsep tradisional yang dinyatal<an 

dari perbedaail ailtara ex-ante dail nctzlnl dapat diterangltan sebagai beriltut : 

l).Pel.bedaan antara cox-n17te dan nclc~rrl rneriq>al<an ~ ~ l < i ~ ~ . a n  kcmampi~n~l 

perusahaan dalam melaltultan peramalan. I n i  merupaltan pe~.beclaan antara 

yailg dibudgetltail dengan yang seharusnya dicapai. 



2).Perbedaan antara ex-post dail nctzlnl merupalcan ulcui.an dari " biaya 

oppoi-tunity" dari perusahaan dengan tidalc menggunalcan sumber -sumber 

kekayaail secara i~~alcsimuin 

Misal So = Budget (Plan) Ex- anilte 

S I = Budget (Plan ) Ex- Post 

Ao = Budget (Plan) Actual 

Malca (Ao - So)= (Ao - S I ) + (S I . So). 

Hal ini dapat diterjemahlcan sebagai berilcut : 

S1 - So = menui~julclcan efisiensi dalam proses perencanaan 

Ao - S I  = biaya op11ortz~ni.t;)) dari penggunaan leapasitas-lcal~asitas pang 

tidalc malcsimal 

Beberapa ahli memberilcan berbagai pedoman dalam feedback control ini 

Norton Bedford misalnya, ia memberikan lima pedoman sebagai bel.ilcut : 

1) Laporail illeilgeilai feedbnck i i l i  harus ~~~enca'lcup anglca yang dicapai clan 

pertanggungjawabai~~lya 

2) Laporan i~~eilgenai ,feedhack harus dilceluarlcan segera pada alcl~ir perioclc 

tei-tentu atau pada saat penyimpangan melebihi jumlah limit tertentu . 

3) Laporan feedback hariis menu~ljulclcan trend dan I~ubungan trend dengall 

variabel yang berhubungan . 

4) Laporail feedback harus n~eiluiljulclcan penyimpangan dari stanclart alau 

t~~jljuan dail lebih bailc lagi di dulcung oleh .anglca-anglca yang meiljelaslcan 

bahwa penyimpangan itu tidalc nol.i.nal dalam suatu flulctuasi tertentu. 

I I ,. 1 



5) Laporan feedback harus ineinpunyai forinat yang standart untulc 

ineinpermudal~ koinunilcasi . 

Dari sudut pandailg lain John C. Camillus menyaranlcan enam pedoman 

untuk penerapan lconsep feedback yang efelctif sebagai berilcut : 

1) Adanya indilcator yang dianggap sebagai pemandu d a i ~  pemberi peringatan 

secara dini . 

2) Meinpunyai rencana yang bersifat conti/7ge/7cy dalam art i renca na ya ng 

memperl~atikan aspelc-aspelc yang miunglcin terjadi, di masa yang alcan 

datang dan dalaim situasi lapangan yang bersanglcutan . 

3) Adanya analisis trend yang inenunjulckan kecenderungan suatu variabel 

4) Adailya inekanisine untulc penyesuaian 

5 )  Adanya sisteln akuntansi atau sistein administrasi yang didesain sedemilcian 

r~ipa sehingga sejalan dellgall tujuan pengawasan f e e d c c  ini . 

6) I<ebijalcsanaan yang mengarah pelalcsanaanuya . 

Nanluil demilcian, lconsep feedback ini memililci beberapa Icelemahan 

sebagai berilcut : 

1) ICoilsep ini sangat tergantung selcali pada sulcses tidalcnya proses penemuan 

lcesalahan 

2) Adanya jarak walctu (time lag) antara saat ditemulcannya lcesalahan dengan , 

saat dilconfirmasilcailiya lcesalahai~, dan saat dilalculcailllya pe~.bailcan 
I . I I ,. . . 

lcesalahan. Dalain inasa-inasa ini lcenl~ilglcinan hasil yang dicapai munglcin 

sudah berubah lagi . 



c. Sistem ltontrol Feedback 

Kalau lnetode feedback harus melihat kesalahan tertentu dari standast 

tei-tentu sebeluill melaltultan ltoreltsi dan prosesnya selalu tesjadi setelah 

diltetahuinya faltta. I<onsep feedforwnd tidak yaltin baliwa ]~emesil<sann 

kesalahan dijadikan dasar untult illelaltukan ltorel<si. Sistenl ini menganggap 

bal~wa ltoreksi itu di dasarkan pada ralnalan ltemungltinan terjadinya I<esalahan. 

Sistein iili dapat dilihat dari gainbar besiltut : 

Feedback Control System 

Gambar Feed word Control Systern 
' 

Rencana = So I Icegiatan operasional 

I - 

Feedford colltrol 
action 

. I 

I-Iadl Alclual sctclah 
tindal<an 
l<ompensasional (Ao) 

v 
Pengul<uran sa~llple 

Icegiaatan yang 
berhubungail 

, 
I A 



Gainbar ini i ~ ~ e n ~ u ~ j u k k a i ~  bahwa tahap yang dilalui dalaim melalcultan 

ltontrol adalah sebagai beriltut : 

1) Peineriltsaan atas kegiatan yailg berlcaitan dengall ltegiatan dengan kegiatan 

operasi yang di dasarltail ltepada ramalan ltemungltinan terjadinya 

peilyiinpangan falta dari standart yang sudal~ ditetapltan . 

2) IConfinnasi dari lteinungltinan terjadinya ltesalahan itu . 

3) Mengainbil tiildaltan untult illeiljailliil dail menyesuailtan Itegiatan 

operasional. Dengan ltata lain iilforillasi yang diperoleh dari ltegiatail yailg 

berltaitail tadi yang dianggap sebagai pengganti atau gambnran clari 

lteskl~~ruhan kegiatan operasional.  hi polalah yailg dijadiltan*;ebagai disar 

melakukan koreksi. Jadi dapat disinlpulkan bahwa sistein kontrol feedj.vald 

ini inenerapkan peranlalah pengaruh kegiatan yailg akan datang yang 

digainbarkan ole11 altivitas yang berltaitail (related activity). 

Sistein iili berbeda dengall sistem feedback dalain ha1 sebagai beriltut : 

1) I<ontrol feedforward illeilgguilaltail istilah ex-ante, yaitu dalanl arti ltontrol 

ailtisipasi (anticiyatory control), sedangltail ltontrol feedback menggunaltan 

istilah ex- post atau ltontrol lan-jutan (fbl101.v ZIP cor1t1.01) 

2) I<ontrol feedforward illelibatltail arus informasi yang altan datang, sedangltan 

ltontrol feedback melibatkail arus informasi yang altan datang clan yang 

sudah terjadi . 

3) I<ontrol feedforward direalisir sebelunl terjadinya penyimpanga~: antara 

fakta dan yailg dil~arapkan . 
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4) I<ontrol feedforward berfuilgsi secara terus ineilerus berdasarltail arah 

tei-tentu berdasarltan ltoinaildo dari suatu l<umpulan peristiwa dail dibuat 

pada saat pemaltainya memasul<kan data ke inodel yang dipaltainya, 

sedailgkan dalain feedback frekuensi dail kepentingan relatif dari arus 

iilforinasinya adalah ft~ilgsi dari perubahan dalain variabel yailg dil<ontrol. 

Adapuil Itelemahan dari sistein 1tontrolJi.eedfoni~c11'd i i l i  adalah sebagai beriltut : 

- Sistein ini hailya dapat digunakail dalam proses perelcayasaan. 

- ICewajiban inelaltultall peramalan, talcsiran terhac1ap ltejadian yang tidal< 

pasti di masa yang akan datang inerupaka~l kelemahan tersendiri. Belum ada 

studi yang lengltap tentang inasa depan (fimvtwtic) 

- I<ontrol ini hanya dapat diterapl<an jika manajemen clapat menya.jiltan 

inforinasi teiltailg gailgguan yang alcan terjadi pada saat dilaltultannya 

ltoreksi . 

Js. Demsl<i ineillbagi tiga tipe hasil kegiatan : 

- ex- ante budget (budget perinulaall ) 

- Ex-post budget ( budget yang direvisi setelah diltetemul<an feedback) dan 

- Actual (observed)perfornzance, atau llasil yang sebenamya diperoleh . 

Hal iili dapat di lihat dari gainbar sebagai beriltut : 

Gainbar Peilerapail Feedforward Control. 



KEGIATAN 
PERENCANAANDANKONTROL 

PERENCANAAN 
STRATEGIS 

SISTEM KAWASAN 
MANAJEMEN 

PENGAWASAN TUGAS- 
TUGAS 

LINGKUNGAN + PROSES T 
I 

EKSTERNAL STRUKTUR PERATURAN BUDAYA KEGIATAN PROYEK 
ORGANISAS ORGANISASI - 

WAKTU BIAYA 

Gambar : Anthony's Control Framework 
Sumber : Anthony, Robert Newton, (1988) The Management Control Function, 

(USA : Haward College) 

15. Model Hofstede 

Hofstede (1 978) memperkenalkan tiga paradigma pengawasan : 

a. Cybernetic. 

b. Homeostatic (self regulated, mengatur sendiri) dm, 

c. Politik. 



Cybernetic berarti suatu proses yang menggunakan "negative feedback 

loop" melalui cara : menyusun tujuan, mengukur prestasi, membandingkan 

prestasi dan tujuan, informasi umpan balik tentang penyimpangan yang tidak 

diinginkan dan proses melakukan koreksi. Kata Cybernetic diambil dari kata 

Greek "kybernetes", yang berarti "steerman". Seorang steerman adalah mesin 

dimana dari kumpulan "circuits" akan dapat mengoreksi penyimpangannya dari 

rencana yang dibuat (Macieriello, 19846). 

Proses "/zomeosta~ic or self regulated" terdiri dari elemen cybernetic, tetapi 

tanpa pembagian tugas antara pengawasan dan yang diawasi. Pengawasan 

dilaksanakan di dalam sistem itu sendiri. 

Pengawasan politik (Political Control) bukan cybernetic. Metode ini 

diterapkan jika model atau persyaratan cybernetic tidak dapat dipakai. Dalam 

model pengawasan politik ini keputusan umurnnya didasarkan pada negosiasi dan 

pertimbangan pribadi. Elemen utama adalah nilai, norma dan kepercayaan. Model 

Hosfstede ini tampaknya hampir sama dengan model Ouchi tentang pengawasan 

Clan atau Culture. 

16. Maciariellos Control Frame Work 

Mermrtrt h&ciariello (1980) dapat dibagi dalam dua : 

a. Structure, berkaitan dengan "apa yang dimaksud dengan sistem. Ini termasuk 

dalpm komponen yang permanen yang terdiri dari : 



Struktur organisasi. 

Otonorni yang didelegasikan rnanajer. 

Pusat pertanggungjawaban dan hubungan diantara pusat-pusat itu . 

Pengukuran prestasi dan penghargaan. 

Sistem dan arus informasi dikalangan organisasi itu. 

b. Process, yang berkaitan dengan "apa yang dilakukan" sistern itu yaitu 

rnenyangkut langka atau keputusan yang diambil oleh organisasi untuk 

menetapkan tujuan, mengalokasikan resorsis dan rnencapai tujuan organisasi. 

HAl ini rnencakup : 

Penetapan tujuan dan sasaran. 

Menilai prestasi. 

Mengusahakan agar organisasi tetap dalarn jalur yang benar. 

Menerapkan keputusan tersebut melalui orang lain. 

Mendapatkan urnpan balik dari keputusan dan penerapan yang dilaksanakan 

itu. 

Menurut dia efektivitas dari keputusan yang diambil sangat tergantung pada 

dukungan dari sistem dan kualitas keputusan itu sendiri. 

17. Model Amigoni 

Amigoni (1978) rnemperkenalkan model pengawasan yang menghasilkan 

beberapa langkah. 



Pertama, Harus dilakukan upaya untuk mendefinisikan variabel yang independen 

yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut : yaitu jenis perusahaan dan lingkungan 

yang dapat rnempenganrhi sistem pengawasan. 

Kedua, Cari sifat-sifat khas dari sistem pengawasan manajemen. Sistem ini tidak 

bisa dikoreksi dari segi sifat tool-nya. 

Ketiga, Hubungan penting yang dapat ditemukan antara sifat khas variabel 

independen dan tool pengawasan. Model ini dapat dtlihat pada gambar 5.17 

sebagai berikut : 

Gambar. Model Arnigoni 

VARIABEL 
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VANABEL PERUSAHAAN 

TINGKAT KERUMITAN 
STRUKTUR ORGANISASI 
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- L 
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- KECEPATAN 
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B 

+ 

TOOL CONTROL 

AKUNTASI KEUANGAN 

ANALISA RASIO 

AKUNTANSI BIAYA 

AKUNTANSI 
PERTANGGUNJA WABAN 

BUDGET OPERASIONAL 

BUDGET INVESTASI 
C 



Sumber : Amigoni, Franco (1978), Planning Management Control System, Journal of 
Business Finance & Accounting 5,3 (279-291) 

18. Model Thomas 

Thomas mengemukakan 3 jenis Control : 

18.1 Administrative Control 

Pengawasan ini mencakup semua bentuk alat pengawasan yang dipakai oleh 

perusaham &lam internal organisasi seperti : Perencanaan, Akuntansi, Budget dan 

Kebijakan-kebijakan Perusahaan dan lain-lain. 

18.2 Social Control 

Social Control adalah pengawasan yang menggunakan nilai-nilai yang hmiliki 

suatu kelompok sehingga diharapkan anggotanya mematuhi nilai-nilai kelompok 

itu. 

18.3 Self Control (Personnel Control) 

Mengenai personnel control ini, Thomas (1983) rnenggunakan istilah "self 

control". Self control dimaksudkan sebagai tindakan pengawasan yang dilakukan 

seorang individu atas perilakunya sendiri dengan kata lain pengawasan itu tidak 

dilakukan atas pengaruh pihak luar atau lingkungan luar. Otley and Beny (1977) 

mengernukakan bahwa sistern sosial cenderung mengarah pada selfcontrol or self 

regulation. Mereka menyebutkan : 



"Sistem sosial secara urnum dan organisasi manusia secara khusus sering 
muncul menunjukkan kecenderungan self regulation dan self control tanpa 
disadari dalam proses pengawasan". 

Menurut Mc Gregor (Thomas, 1983:182), "Pengawasan eksternal d m  
ancaman hukuman bukan satu-satunya cara untuk membawa sesuatu ke arah 
tujuan organisasi. Manusia akan melakukan "self direction dan self control" 
untuk mencapai tujuan yang dia sudah komit. Komitmen terhadap tujuan 
organisasi adalah fungsi penghargaan yang dikaitkan dengan pencapaian 
prestasi". 

Dengan menggabungkan pendapat Dalton and Lawrence dan pendapat 

Etzioni, Thomas membandingkan administrative control, social control, and self 

control sebagai berikut : 

Perbedaan antara administrative, social dan self control 

19. Model Literatur Auditing 

Dalam literatur auditing dikenal bentuk pengawasan Internal Control. Yang dibagi 

dalarn dua jenis : 



a. Pengawasan Administrative 

b. Pengawasan Akuntansi 

Model pengawasan ini lebih lanjut akan dibahas di bab Pengawasan Intern. 

20. Model Pengawasan Melekat 

Menurut INPRES No. 1 tahun 1989 tertanggal 20 Maret 1989 dikenal 

berbagai jenis pengawasan : 

1. Pengawasan Melekat 

2. Pengawasan Fungsional 

3. Pengawasan Masyarakat 

4. Pengawasan Legislatif 

1. Pengawasan Melekat 

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai 

pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap 

bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan 

tersebut be jalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pengawasan Fungsional 

Pengawasan hgsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

pengawasan secara fungsional, baik intern pemerintah maupun ekstern 

pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan 



dan pembangunan agar sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3. Pengawasan Masya rakat 

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga 

masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur 

pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan 

atau keluhadpengaduan yang bersifat membangun yang &sampaikan baik 

secara langsung maupun melalui media. 

4. Pengawasan Legislatif 

Pengawasan Legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga 

perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan. 

Kalau kita bandingkan dengan yang ada dalam teori maka jenis pengawasan 
yang pertama dan kedua (Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional) ini 
dianggap sebagai bagian dari jenis Intern Control sedangkan Pengawasan ketiga 
dan keempat (pengawasan masyarakat dan pengawasan legislatif) merupakan jenis 
pengawasan ekstern. l 9  

C. Sifat Pengawasan 

Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, memang sangat perlu diketahui 

tentang sifat dari pada pengawasan itu sendiri. 

Sebagaimana pendapat yang dikutip Soflan Safri Harapan Certo (1985), bahwa 

agar kontrol berjalan sukses rnaka hams d i s h  sifatnya : 

19 Soflan Syafri Harahap, Op Cit, hlm 50. 



1. System kontrol tertentu hanya berlaku untuk suatu organisasi tertentu, 
artinya suatu sistem kontrol tidak akan dapat berlaku untuk semua badan. 
(lihat pendekatan contingency). 

2. Kegiatan kontrol hams dapat mencapai beberapa tujuan sekalips, bukan 
hanya tujuan sektoral tetapi tujuan luas lainnya. 

3. Informasi untuk maksud kontrol hams diperoleh tepat waktu. 
4. Mekanisme kontrol hams dipahami semua orang yang ada dalam organisasi. 

Duncan (1 975) mengemukakan beberapa sifat pengawasan yang efektif adalah 

sebagai berikut : 

1 .  Pengawasan hams dipahami sifat dan kegunaannya, oleh karena itu hams 
dikomunikasikan. 

2. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut oleh organisasi. 
3. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi. 
4. Pengawasan harus fleksi bel. 
5. Pengawasan harus ekonomis. 20 

Dari uraian tersebut dapatlah dimengerti bahwa agar pengawasan dapat be rjalan 

sukses maka perlu diketahui sifat-sifat pengawasan itu sendiri, yaitu : 

1. Sistem pengawasan hanya berlaku pada organisasi tertentu, maka hams 

dikomunikasikan. 

2. Kegiatan pengawasan h a w  memahami, fungsi dan tujuan pengawasan itu sendiri. 

3. Pengawasan harm &pat mengidentifikasi rnasalah organisasi. 

4. Pelaksanaan pengawasan hams e f e h f  dan efisien. 

D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 susunan pemerintah 

daerah otonom rneliputi DPRD dan pemerintah daerah, DPRD dipisahkan dari 

20 -, Ibid hlm 44. 



pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan 

meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat. 

Pada era Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hak-hak DPRD adalah cukup 

luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi 

kebijakan daerah clan melakukan tugas pengawasan. 

Pemerinbhan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom 

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut arus desentralisasi. 

DPRD sebagai lembaga penvakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk 

rnelaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, dari DPRD sebagai badan legislatif 

daerah berkedudukan sejarah dan menjadi mitra dan pemerintah daerah. 

1. Keanggotaan DPRD 

a. Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRD ditetapkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi dan panitia- 

panitia. 

c. DPRD membentuk fiaksi-fiaksi yang bukan merupakan alat kelengkapan 

DPRD. 

2. Tugas dan wewenang DPRD 

a. Memilih Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Walul Bupati dan Walikota / 

Wakil Walikota. 

b. Memilih anggota MPR dari utusan daerah. 



c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur / Wakil Gubernur, 

Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota. 

d. Bersarna Gubernur 1 Bupati atau Walikota membentuk peraturan daerah. 

e. Bersama Gubernur 1 Bupati atau Walikota menetapkan APBD. 

f Melaksanakan pengawasan terhadap : 

I )  Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain. 

2) Pelaksanaan keputusan Gubemur, Bupati, Walikota. 

3) Pelaksanaan APBD. 

4) Kebijakan pemerintah daerah. 

5) Pelaksanaan kejasarna internasional di daerah. 

g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana 

pe janjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah. 

h. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat. 

Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD tersebut adalah diatur dalam tata 

tertib DPRD. 

3. Hak DPRD 

DPRD mempunyai hak : 

a. Meminta pertanggungjawaban Gubernur / Bupati dan Walikota. 

b. Meminta keterangan kepada pemerintah daerah. 

c. Mengadakan penyelidi kan. 

d. Mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah. 

e. Mengaj ukan pernyataan pendapat. 



f Mengajukan rancangan peraturan daerah. 

g. Menentukan anggaran belanja DPRD. 

h. Menetapkan peraturan tata tertib DPRD. 

Pelaksanaan hak DPRD tersebut diatur dalam peraturan tata tertib DPRD. 

Selain hak tersebut diatas DPRD juga mempunyai hak untuk meminta 

keterangan (bahkan pejabat negara 1 pemerintah atau masyarakat adalah wajib 

memberikan keterangan), ha1 ini sebagaimana diatur dalam p a l  20 Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 1999 : 

a. DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat 

pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang 

sesuatu ha1 yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa pemerintah 

dan pembangunan. 

b. Pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat yang menolak 

permintaan dengan pidana lcurungan paling lama 1 (satu) tahun karena 

merendahkan martabat dan kehormatan DPRD. 

Pelaksanaan hak tersebut diakui &lam peraturan tata tertib DPRD. 

DPRD juga mempunyai hak mengajukan pertanyaan dan protokoler serta 

keuangan 1 administrasi yang pelaksanaan hak tersebut diatur dalam peraturan tata 

tertib DPRD. 

4. Kewajiban DPRD 

a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 



b. Mengarnalkan Pancasila dan UUD 1945, serta menaati segala peraturan 

perundang-undangan. 

c. Membina demokrasi dalarn penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

d. Meningkatkan kesejahteraan demokrasi ekonomi. 

e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan 

masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. 

Perlu diketahui bahwa peraturan tata tertib DPRD dtetapkan dengan 

keputusan DPRD. 

Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umurn, kecuali yang dinyatakan 

tertutup berdasarkan peraturan tata tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara 

pimpinan DPRD. 

Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai : 

a. Pemilihan ketua / wakil ketua DPRD. 

b. Pemilihan kepala daerah / wakil kepala daerah. 

c. Pemilihan anggota MPR utusan daerah. 

d. Anggaran APBD. 

e. Penetapan perubahan clan penghapusan pajak dan retribusi. 

f. Utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah. 

g. Badan usaha milik daerah. 

h. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya. 

i. Persetuj uan penyelesaian perkara perdata secara damai. 

j. Kebijakan tata ruang. 



Anggota DPRD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan dan 

atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD, baik terbuka maupun 

tertutup yang diajukan secara lisan ataupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan 

mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau 

hal-ha1 yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumurnan rahasia negara 

dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal27 Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 1999). 

Berkaitan dengan ha1 tersebut tentang tindakan penyidikan terhadap anggota 

DPRD (sebagaimana telah diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999) sebagai berikut : 

a. Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dapat drlaksanakan atas 

persetujuan tertulis menteri dalam negeri bagi anggota DPRD Propinsi dan 

Gubernur bqg anggota DPRD Kabupaten dan kota kecuali jika yang 

bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan. 

b. Dalam ha1 anggota DPRD tertangkap tangan melakukan tindakan pidana 

sebagaimana dimaksud diatas selambat-lambatnya dalam tempo 2 x 24 jam 

diberitahukan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri danlatau Gubernur. 

E. Fungsi Pengawasan Oleh DP&D 

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 peranan DPRD 

adalah cukup luas, DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah bersama 

pernerintah daerah. 



Sebagai badan legislati f daerah DPRD berkedudukan sej ajar clan menjadi 

mitra dari pemerintah daerah. 

Sebagai badan legislatif sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18 Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewajiban DPRD yang berkaitan dengan 

pengawasan adalah sebagai berikut : 

DPRD melaksanakan pengawasan terhadap : 

a. Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain. 

b. Pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, Walikota. 

c. Pelaksanaan APBD. 

d. Kebijakan pemerintah daerah. 

e. Pelaksanaan kerjasarna internasional di daerah. 

Diantara bagian prinsipprinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan 

pedoman (sebagaimana diterangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999) : 

Peiaksanaan otonomi daerah harm lebih meningkatkan peranan dan fungsi 

badan legislatif daerah baik sebagai h g s i  legislatif Fungsi pengawas maupun fungsi 

anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Selanjutnya dalam ha1 susunan pemerintah daerah dan hak DPRD, dijelaskan 

bahwa : 

Susunan pemerintah daerah otonom meliputi DPRD dan pemerintah daerah. 

DPRD dipisahkan dari pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih 



memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungiawaban pemenntah daerah 

kepada rakyat. 

Oleh karena itu hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap 

serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah dan melakukan 

fungsi pengawasan. 

Dan uraian tersebut sudah jelas dan tegas bahwa dengan hak serta kewajiban 

DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah termasuk dalam rangka 

meningkatkan pertanggunglawaban kepada rakyat. 

Peranan yang merupakan kewaj i ban DPRD dalam melaksanakan 

pengawasan adalah tidak lepas dari fungsi dari pengawasan itu sendiri. 

Tentang fimgsi pengawasan terdapat berbagai pendapat : 

Pendapat Sujamto : 

Fungsi pengawasan : 

Langka pertama yang sangat diperlukan adalah menurnbuhkan pengertian 
dan pemahaman yang mendalam terutama dikalangan para pejabat pimpinan 
pada semua tingkat (makin keatas makin penting) mengenai makna dm 
faedah pengawasan dalam sistem pemerintahan kita ini terutama dalam 
mewujudkan aparatur negara yang bersih, kuat, berwibawa serta berdaya 
guna dan berhasil 

William Traver Jerome III (Belkaovi, 1988) sebagairnana dikutip oleh 

SofLan Safri Harahap, menjelaskan tentang fungsi pengawasan sebagai berikut : 

1. Pengawasan digunakan untuk membuat standar prestasi yang dimaksud untuk 
menaikkan efisien dan menekan biaya. 

2 1 Sujamto, As~ek-Aspek Penaawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 
1994, hlm 98. 



2. Pengawasan digunakan untuk mengamankan aset organisasi atau perusahaan dari 
kemungkinan pencurian, pemborosan dan penyalahgunaan. 

3. Pengawasan digunakan untuk membuat standar kualitas untuk menjamin yang 
diinginkan langganan atau manager produksi. 

4. Pengawasan dldesain untuk menetapkan batas wewenang yang didelegasikan oleh 
top manager. 

5. Pengawasan digunakan untuk mengukur prestasi ke rja. 
6. Pengawasan digunakan untuk perencanaan dan penyusunan program kegiatan. 
7. Pengawasan perlu untuk menyumbangkan berbagai macam rencana dan program 

yang ditetapkan oleh top manajemen. 
8. Pengawasan di desain untuk memotivasi karyawan dalam organisasi atau 

perusahaan sehingga mereka dapat menyumbangkan prestasi terbaiknya kepada 
organisasi atau perusahaan.22 

Dari uraian tersebut telah dapat dibuat pengertian bahwa fungsi pengawasan 

DPRD, adalah : 

- Standar dan motivasi prestasi ke rja yang baik. 

- Standar kualitas pelayanan. 

- Mengontrol batas-batas kewenangan. 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 

kebijakan yang telah terencanakan dengan aparatur yang kuat bersih berwibawa serta 

berdaya guna dm berhasil guna sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada 

rakyat. 

22 Sofjran Safii Harahap, OD Cit, hlm 42. 
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8. Model Parker 

Hasil 

Parker (1979) merumuskan beberapa model pengawasan dalam literatur sejak 

Sistem 
Perencanaan 

1979 - 1990 sebagai berikut : 

Aktual 

8.1 Model Klasik 

Menurut Parker (19869 model ini mengkombinasikan model Taylor dan Fayol. 

Model ini bersifat otoriter dan paternalistik. Pelaksanaan control dilakukan 
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dengan cara monitoring prestasi melalui sistem informasi sehingga diketahui 
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diperbaiki 

(Feedback) 

Total Control 
System 



menetapkan tujuan dan mencari kelemahan, kesalahan dan upayakan untuk 

mengarahkannya agar sesuai dengan tujuan. Bagi yang melakukan kesalahan 

dikenakan sanksi. Di sini pegawai dminta agar patuh, loyal kepada 

perusahaan dan berlaku disiplin. 

Parker and Lewis (1995) menguraikan beberapa sifat dan komponen dari 

model pengawasan klasik ini sebagai berikut : 

a. Authority -based control 

Kontrol dilakukan melalui saluran kekuasaan dan j abatan formal sesuai 

struktur organisasi. 

b. Disciplinary control 

Kontrol ini benipa memaksa patuh kepada peraturan sehingga di lakuka~ya 

pernbatasan, larangan, arahan, instruksi. Kepada yang tidak patuh akan 

diberikan tindakan disipliner. Pengawasan Budget dianggap termasuk 

dalam sistem klasik ini. 

c. Coordinative control 

Koordinasi dilakukan melalui berfingsi dan hierarki organisasi, misalnya ' 

melalui proses penyesuaian antara atasan bawahan. Di sini termasuk 

penetapan tujuan, tugas, garis kekuasaan dan tanggung jawab, batas 

kemampuan mengawasi, penetapan biaya, budget dan transfer pricing. 

d. Information based Control 

Pengawasan dilakukan melalui media informasi seperti adanya peraturan 

tentang tingkah laku, peraturan di kantor, prosedur kerja, standar teknis, 



target budget dan lain-lain. Elemen ini masukkan dalam a m  infonnasi dan 

berdasarkan itulah proses pengawasan dilaksanakan. 

e. Exception control 

Penyimpangan dicari dengan membandingkan rencana dan pencapaian dan 

seterusnya dilakukan koreksi. Di sini penyimpangan dianggap sebagai 

akibat dari inefisiensi dan inefektivitas kegiatan. Penyimpangan dijadikan 

sebagai sinyal peringatan. 

Model Klasik ini dapat dilihat dari gambar sebagai berikut : - 

Gambar : Model Klasik 

Model Pengawasan Klasik 

Catatan : 

Cd = Co - Ordinative Control (Pengawasan Koordinatif) 

E = Exception Control (Pengawasan Eksepsional) 

D = Disciplinary Control (Pengawasan Disipliner) 

. . 



Cn = "Control" 

T = Total Control (Keseluruhan kegiatan pengawasan) 

8.2 Model Struktural 

Dalam model ini sifat-sifat model klasik masih tetap dipakai seperti 

misalnya authority based, coordinative control. Namun ada pergerakan yang 

beralih dari sifat sentralisasi ke sifat fungsional dan perlunya menyesuaikan 

diri dengan struktur organisasi. Model ini dapat dilihat d m  gambar sebagai 

D = Direct Control (Pengawasan langsung) 

Garis terpotong = Arus control dari atas ke bawah sesuai tingkat dan 

departemen dalam organisasi. 

berikut : 
Koordinasi Pengawasan Terpusat 

Control berdasarkan 
ke kuasaan fungsional 

Departemen 1 (A - F1) 

I 
Control berdasarkan 
kekuasaan fungsional 

Departemen 2 

Control berdasarkan 
kekuasaan fungsional 

Departemen 3 

A - F4 A-F5 A-F6 
I 

A - F7 



8 3  Model Perilaku 

Model ini berbeda dari yang diatas karena dia menolak penekan 

kekuasaan. Model ini sudah memperhatikan faktor situasional dan perasaan 

orang, model ini dapat dilihat dari gambar sebagai berikut : 

Gambar : Model Pengawasan Perilaku 

Keterangan : 

Si = Variabel Situasi 

Se = Pengawasan diri atau self control (Informal) 

Co= Variabel Kognitif 

So = Kontrol Sosial (informal) 

H = Kontrol hlrarlus (formal) 

M = Motivasi untuk bertindak 

8.4 Model Sistem 

Menurut model ini pengawasan itu bukan sesuatu yang secara eksternal 

diberlakukan atas organisasi tetapi rnerupakan hasil dari sistern yang saling 

terkait antara satu dengan yang lain. Fungsi pengawasan dianggap sebagai 



bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas dan fungsi organisasi dan 

merupakan suatu cara untuk menghilangkan kecenderungan tidak berfungsinya 

suatu organisasi (entropic). Manajer dan sistern pengawasan didesain untuk 

memfokuskan kearah sumber gangguan bukan hanya sekedar untuk mengoreksi 

kegagalan yang terjadi tetapi mernperbai ki reaksi organisasi terhadap 

perubahan lingkungan. Model sistem ini dapat dilihat dari gambar sebagai 

berikut : 

Gambar : Model Sistem 

Keterangan : 

Cy = Cyclical Control (Pengawasan Siklus) 

Ct = Timing Control 

Cc = Closed System Control 

Cn = Contingent Control 

Cp = Open System Control 



8.5 Model Gabungan yang saling berinteraksi 

Model Gabungan yang dikemukakan diatas yaitu Classical Model, Structural 

Model, Behavioral Model, dan System Model, kenyataannya & lapangan 

banyak yang saling berhubungan sehingga satu model merupakan bagian dari 

model yang d i n g  berhubungan bukan terpisah satu sama lain. 

Gabungan model itu yang dapat dilihat dari gambar sebagai berikut : 

1 Model Struktural 

Gambar : Gambar Gabungan Model 

Model Sistem 

9. Model Anshari : Socio - technical system theori 

Anshari (1977) menganggap bahwa mendesain sistem control perlu 

- 

mempertimbangkan unsur struktural, unsur perilaku, jaringan informasi dan 

. Model Perilaku 

hubungan interaksi sosial. Jaringan informasi ini menyangkut : pengukuran, 

pengumpulan, pemrosesan dan penyampaian informasi. Sistem informasi ini 

membantu memperlancar arus komunikasi mengenai tujuan, hasil dan 

penyimpangan dari rencana kepada manajer dan bawahan. Hubungan sosial 

dilakukan melalui interaksi sosial dalam organisasi dengan menggunakan 



variable manusia. Berdasarkan ini maka Anshari menggunakan konsep "socio 

technical system theor)17'. 

Sistem ini dijabarkan dengan menggunakan beberapa asurnsi : 

a. Teknologi adalah penting untuk mencapai situasi yang stabil sehingga 

perlu melibatkan lingkungan sosial. 

b. Teknologi dan sistem sosial adalah komponen yang selalu berinteraksi 

dalam sistem pengawasan. Sifatnya adalah : 

I .  "Open system" yang bisa mencapai situasi yang stabil melalui "self 

regulation" dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dernikian 

cepat. 

2. Interaksi variable informasi dan manusia sosial bukan satu arah, tetapi 

melalui struktur informasi yang didorong oleh masyarakat dan informasi 

itu juga menyangkut hubungan sosial antar manusia. 

c. Si pendesain sistem pengawasan dapat menggabungkan beberapa 

alternatif struktur informasi dan hubungan sosial manusia. 

d. "Self regulatingy' ini bermakna bahwa sistem itu dapat dijadikan sebagai 

mekanisme untuk mengeliminasi gangguan bukan mengeliminasi 

ke kuasaan. 

Anshari (p 108) memperkenalkan komponen Sistem Pengawasan 

sebagai berikut : 

a. Variabel pengawasan atau tujuan (daftar tugas, teknologi, laba, dan lain - 

lain). 



b. Struktur informasi (mengukur dan memberikan informasi) 

c. Gaya kepemimpinan (persepsi dan reaksi manajerial sehari - hari) 

d. Kepribadian bawahan (tujuan, kebutuhan, aspirasi). 

e. Penghargaan (ekstrinsik dan Intrinsik) 

Gambar : Open System 

Empat komponen di atas (tidak termasuk controllable variable) dapat 

dibagi ke dalam tiga kategori sebagai berikut : 

a. Struktur dari sistem itu melekat dalam jaringan informasi. Pengukuran dan 

komunikasi &rnasukkan dalam jaringan ini. 

b. Aspek sosial dari sistem ini terus mempengaruh hubungan manajer dan 

bawahan untuk mencapai tujuan. Hubungan ini mempengaruhi dua variabel 

psikologi : 

1. Kepribadian bawahan termasuk & dalamnya kebutuhan, keinginan sikap 

dan perilaku yang mempengaruhi bagaimana mereka merasa clan bereaksi 

terhadap sistem pengawasan. 



2. Gaya kepemimpinan yang merupakan ciri kepribadian dan sikap manajer 

dan menentukan bagaimana mereka berinteraksi dengan bawahan. 

c. Dukungan menyangkut penghargaan yang bersifat ekstrinsik dan intrinsik 

yang bersedia bagi bawahan. Tidak semua penghargaan ini dapat diberikan 

oleh organisasi sebagian justm dari interaksi sosial yang diperoleh selama 

proses pencapaian tujuan. 

Menurut h e y  (1979) ada pandangan baru yang diperoleh dari 

pendekatan sistem ini. Dalam sistem perencanaan dan pengawasan ini yang 

sering disalah artikan yaitu ; "Diluar pengakuan bahwa organisasi adalah 

"open system" yang cenderung bersifat "non cybernetic" yang pengaruhnya 

adalah untuk membuat tingkat ..-- pengawasan yang Qcapai lebih besar danpada 

yang dicantumkan peraturan paling penting dari pandangan ini adalah bahwa 

"open system" tidak hanya sistem yang terbuka, tetapi merupakan sistem yang 

sangat rumit yang menyebabkan perrnasalahan perurnusan tujuan dan 

pengukuran pengawasan yang tepat atas suatu organisasi perlu dipikir ulang". 

10. Model Robert Sterlina 

Sterling (1995) menawarkan "diugnostic control system " sebagai strategi 

bisnis yang tepat. Dia memperkenalkan h t a n  dengan strategi, organisasi dan 

pengawasan. Menurut beliau kerangka strategi bisnis itu memiliki empat 

tingkat : 



a. Sistem keyakinan (beliefs system), yang berperan sebagai sumber inspirasi 

dan mengarahkan pencarian peluang baru. 

b. Boundq system, sistem pembatasan yang dipakai untuk menentukan batas 

perilaku yang baik. 

c. Diagnostic control system digunakan untuk memotivasi, memonitor, dan 

memberikan penghargaan pada pencapaian tujuan dan, 

d. lntemctive control system, sistem pengawasan interaktif. Yang bermanfaat 

untuk menjadi pelajaran bagi organisasi dan munculnya ideide dan strategi 

barn. 

Tiga ha1 yang rnembedakan diagnostic control system dengan yang lain : 

a. kemarnpuan untuk mengukur proses output 

b. keberadaan standar yang ditentukan sebelumnya yang akan dibandingkan 

dengan hasil aktual. 

c. kemampuan untuk mengoreksi penyimpangan dari standar. 

Gambar sistem &pat dilihat sebagai berikut : 

PROSES PRODUKSI 

output 6 Input 

T t 

Gambar : Diagnostic Control System 



Sterling mendaftar beberapa sistem diagnostik sebagai berikut : 

a. Tujuan dan sasaran 

b. Rencana Bisnis 

c. Budget laba rugi 

d. Budged Biaya 

e. Sistem monitoring proyek 

f. Sistem monitoring pangsa p a r  

g. Rencana Tenaga kerja 

h. Sistem Standard Cost Accounting 

i.  Sistem Management by Objectives 

11. Model Flamholtz 

Flamholtz (1996) memberikan gambaran model sistem organisasi sebagai 

berikut : 

Gambar : Sistem Pengawasan 



Budaya Organisasi adalah keseluruhan nilai, keyakinan, dan norma sosial 

yang dimiliki bersama anggota organisasi yang mempengaruhi pemikiran dan 

tindakannya. Struktur Organisasi adalah kekuasaan yang ditentukan dan 

hubungan pelaporan, peran serta fungsi yang ditentukan dalam suatu organisasi. 

The "Core Control System" ini termasuk didalamnya lima fungsi organisasi ; 

perencanaan, operasi, pengukuran, umpan balik, dan penilaian prestasi. 

Komponen ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Sistem Penilaian 
Penghargaan 

5 - 1 Penilaian Prestasi 

5- 2 Sistem Penghargaan 

Koreksi Umpan Balik 
Penghargaan 

Sistem Perencanaan r"l 1 

4 - 1 Mengoreksi Umpan Balik 

I 

Sistem Pengukuran 

- - 

Gambar : Model "Core Control System" 

Pengukurrm Prestasi 
UMPAN BALIK 3 - 1 Sistem Akuntansi 

3- 2 Sistem Informasi 

4 - 2 EVALUASI 



12. Model Wilkinson 

Wilkinson (1983) mendefinisikan Sistem Pengawasan Manajemen sebagai 

keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa organisasi telah 

bekerja secara efehf.  Dia menggambarkan modelnya seperti berikut : 

Formal Informal ,/T\ Pengawasan kstern 

Huk Nilai Sosial 
engawasa$ Manaje 

Persetujuan 
Asosiasi Dagang 

Konsensus dikalangan Direksi 

Gambar : Pengawasan Organisasi dan Pengawasan Manajemen 

Model ini membagi jenis pengawasan dari sudut formal dan informal. 

a. Formal 

1. Hukum, Peraturan 

2. Akuntansi Manajemen 

3. Pengawasan Manajemen 

4. Sistein Reward 

5. Persetujuan (agrement) Asosiasi 



6. Analisa Tnvestasi 

7. Internal Auditor 

b. Informal 

1. Pengawasan Ekstern 

2. Nilai - nilai Sosial 

3. Rekrutrnent yang dilakukan secara selektif 

4. Konsensus diantara para aktor yang bersifat "gentlement7' 

5. Memelihara nilai dan sikap yang sesuai dengan organisasi 

6. Konsensus dikalangan direksi 

13. Modal Belkaoui 

Belkaoui (1986) menggabungkan Model Anthony dan Model Simon dan 

dia membangun model sendiri sebagai berikut : 

Menurut Belkaoui dalarn mendesain SPM (Sistem Pengawasan 

Manajemen) harus diperhentikan 5 faktor yang ada dalarn suatu o r p s a s i  ; 

a. Teknologi yang dipakai perusahaan 

b. Gaya manajemen dalarn menjalankan operasi dan menyelesaikan masalah 

c. Lingkungan perusahaan baik Intern maupun Ekstern 

d Fungsi dan tujuan orgamsasi 

e. Struktur organisasi perusahaan 



Faktor-faktor ini serta yang mempenganrhinya dapat dilihat dari gambar 

sebagai berikut : 

T i a t  Variabilitas 
dan teranalisa 

TEKNOLOGI 

Unit produksi massal . 
atau terus menerus 

Gaya Mmaj emen 
Metode Penilaian 

Metode Pengambil 
GAYA MANAJEMEN 

Keputusan 
SISTEM 

PENGAWASAN 
Faktor Lingkungan LINGKUNGAN MANAJEMEN 

Tujuan Organisasi FLTNGSI I TUJUAN 

Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI 

Gambar : Faktor - faktor yang Mempengaruhi Sistem Pengawasan Manajemen 

14. Anthony's Control Frame Work 

Dalarn model Anthony ini, Sistem Pengawasan atau Perencanaan dan 

Kontrol mencakup 3 tugas : 

a. Perencanaan Strategi 

b. Sistem Pengawasan Manajemen 

c. Pengawasan Tugas 



Ketiga fungsi ini saling terkait dan berhubungan. Sistem pengawasan 

manajemen memiliki 2 bidang : 

a. Lingkungan Pengawasan 

b. Proses Pengawasan 

Lingkungan pengawasan terdiri dari : 

a. Struktur organisasi 

b. Peraturan-peraturan organisasi 

c. Budaya organisasi 

d. Lingkup ekstem 

Sedangkan Proses Pengawasan mencakup : 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Penilaian 

Model ini dapat dilihat dari gambar. 

Anthony clan Govindarajan (1995) mengemukakan bahwa ketiga kegiatan sistem 

pengawasan di atas saling berhubungan. Perurnusan strategi memiliki tujuan, 

strategi, dan kebijakan sebagai produk akhir. Pengawasan Manajemen 

merupakan implementasi strategi, sedangkan kegiatan pengawasan tugas 

menghasilkan prestasi individu yang efektif clan efisien. 



BAB III 

PEMERINTAH DAERAH DAN PERATCMN DAERAH 

A. PEMERINTAH DAERAH 

1. Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Alenia 5 Tahun 1974 

Pada tahun 1973 MPR telah mengadakan sidang umum dan menghasilkan 

ketetapan MPR yang berkenaan dengan pemerintahan daerah yaitu ketetapan Nomor 

IV/MOPR/1973 tentang GBHN yang di dalamnya memuat juga garis-garis besar 

tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Berdasarkan pada ha1 tertuang yang ada dalam ketetapan Nomor EV/MPR/ 1973 

tersebut maka pemerintah menyusun undang-undang pemerintah daerah yang baru 

yang disesuaikan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, 

undang-undang yang baru itu adalah undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang 

pokok-pokok pemerintahan di daerah. 

Undang-Undang ini dsahkan oleh presiden pada tanggal 23 Juli 1974 dan 

diundangkan dalam lembaran negara Tahun 1974 Nomor 38, sebelumnya undang- 

undang ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pemkilan Rakyat. 

Dalarn penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana tersebut pada penjelasan 

undang -undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu : 

Asas Dekonsentrasi, Asas Desentralisasi, Asas Pembantuan (medebewind) 



Kalau kita amati dari ketiga asas tersebut yang paling menonjol adalah asas 

Dekonsentrasi 

Sebagaimana pendapat Winarno Surya Adisubroto 

Asas Dekonsentrasi adalah asas yang paling menonjol dalam Pasal Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 1974, ha1 ini ditunjukkan dengan : 
- kewenangan menentukan kepada daerah, 
- Pengawasan preventif pembuatan peraturan daerah, dimana menteri dalam 

negeri berwenang menentukan kepala daerah untuk Tingkat Propinsi, 
Gubernur benvenang untuk menentukan untuk peraturan daerah pada 
kabupatenikota. ' 

Telah di tetapkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 bahwa : 

Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah. 

Sebagaimana telah tersirat &lam penjelasannya bahwa ditetapkannya 

Pemerintah daerah adalah terdiri dari kepala daerah dan Dewan penvakilan Rakyat 

Daerah adalah untuk menjamin adanya kerja sama yang serasi antara Kepala Daerah 

dengan Dewan Penvalulan Rakyat Daerah untuk mencapai tertib pemerintahan di 

daerah. 

Dari ketentuan tersebut berarti terdapat 2 (dm) unsur di dalam Pemerintah 

daerah, yaitu : Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Dalam pembahasan ini yang di maksudkan adalah dalam lingkup pemerintah 

daerah tingkat II kabupaten, sehingga 2 (dua) unsur sebagaimana dimaksud adalah 

Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 

II Kabupaten. 

1 Winamo Surya Adi, Subroto, Otonomi Daerah di era reformasi, (UPP) Ah4P YKPN 
Yogyakarta, 1999, hal. 22. 



a. Kepala Daerah 

I )  Pencalonan dan pemilikan kepada daerah 

Kepala Daerah Tingkat II dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Tingkat I1 sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak -banyaknya 

5 (lima) orang calon telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara 

Pimpinan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 1 Pimpinan fraksi-fraksi dengan 

Gubernur Kepala Daerah. 

Hasil pemili kan tersebut diaj ukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dewan 

Tingkat II kepada Menteri dalam negeri melakukan Gubernur Kepala Daerah. 

2) Pengangkatan dan pemberhentian 

Kepala daerah diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai 

tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kemba1i untuk 1 (satu) kali masa jabatan 

berikutnya. 

Calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Pimpinan Fraksi -Fraksi dengan G h m u r  

kepala daerah. 

Hasil pemilikan tersebut diajukan oleh Dewan Penvakilan Rakyat Darah 

Tingkat Darah I1 kepala Menteri dalam negeri melalui Gubemur Kepala Daerah . 

Kepala daerah diangkat untuk masa jabatan 5 (limaO tahun terhitung mulai tanggal 

pelantikamya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 

berikutnya, 

Sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 : 



Sebelum memangku jabatannya, kepala daerah diambil sumpahnya / janjinya 

dan dilantik oleh : 

- Presiden bagi kepala darah tingkat I. 

- Menteri dalam negeri bagi kepala daerah tingkat II 

- Presiden dapat menunjuk menteri dalarn negeri untuk mengarnbil sumpah janji 

dan melantik Kepala Daerah Tingkat I atas nama Presiden. 

- Menteri dalam negeri dapat menun.uk Gubernur kepala daerah untuk 

mengambil sumpahljanji dan melantik kepala daerah tingkat II atas nama 

menteri dalarn negeri. 

Kepala daerah berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berhak 

mengangkat karena : 

- Meninggal dunia 

- Atas permintaan sendiri 

- Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik kepala daerah yang barn. 

- melanggar sumpah / janji 

- Tidak lagi memenuhi syarat (syarat-syarat sebagai mana yang dapat diangkat 

menjadi kepala daerah). 

- Melanggar ketentuan tentang larangan bagi kepala daerah. 

Ketentuan larangan bagi kepala daerah adalah sebagai mana &atur dalam 

pasal20 undang-undang Nomor 5 tahun 1974 : 

Kepala daerah menurut hierarkhi bertanggung jawab kepada presiden clan 

melalui menteri dalam negeri. 



Dalam menjalankan hak, wewenang clan kewajiban pemerintah daerah, 

kepala daerah berkewaj iban memberikan keterangan memberi kan keterangan 

pertanggung jawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekurang- 

kurangnya sekali setahun, atau jika di pandang perlu olehnya atau apabila di minta 

oleh Dewan penvakilan Rakyat Daerah. 

Perlu diketahui bahwa sebagaimana sesuai dengan yang dijelaskan pada 

penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 bahwa : 

- Fungsi kepala daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan dan 

bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalamya Pemerintah darah. 

- Fungsi sebagai kepala wilayah adalah yang memikul penyelenggaraan. Urusan 

pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintahan pusat Q daerah 

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1974 bahwa adalah rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi wilayah negara 

kesatuan Republik Indonesia di bagi &lam wilayah-wilayah propinsi dan ibu kota 

negara, setiap wilayah dipimpin oleh seorang kepala wilayah. 

Kepala wilayah : 

- Propinsi clan ibu kota negara di sebut Gubernur. 

- Kabupaten disebut Bupati 

- Kotarnadya Q sebut Walikotarnadya 

- Kota administratif di sebut walikota 

- Kecarnatan di sebut camat 



Sebagaimana Pasal78 Undang -Undang Nomor 5 tahun 7974, dalam 

menjalankan wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah adalah : 

- Membina ketentuan dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan 

ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh pemerintah. 

- Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi negara 

dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangs sesuai dengan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

- Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal 

dengan dinas-dinas daerah, baik &lam perencanaan maupun dalam 

pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. 

- Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

- Mengusahakan secara terus menerus agar segala peraturan perundang-undangan 

dan peraturan daerah di jalankan oleh Instansi-Instansi Pemerintah Daerah serta 

Pejabat-Pejabat yang ditugaskan untuk itu serta mengambil segala tindakan 

yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan. 

- Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau berdasarkan 

peraturan perundang-undangan di berikan kepadanya. 

- Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas 

sesuatu instansi lainnya. 

Jelaslah uraian diatas sudah jelaslah kiranya bahwa betapa penting dan 

luasnya tugas dan wewenang kepala daerah. 



b. Wakil Kepala Daerah 

Sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 bhun 1974 

bahwa : 

Wakil Kepala Daerah Tingkat daerah tingkat II diangkat oleh Menteri dalam 

negeri atas narna Presiden dari pegawai negeri yang memenuhi persyaratan, dengan 

memperoleh persetujuan DPRD tanpa melakukan pemilikan, Bupati kepala daerah 

mengajukan calon wakil kepala daerah tingkat I1 kepada menteri dalarn negeri 

melakukan Gubernur Kepala Daerah. 

Tentang tugas dan wewenang wakil kepala daerah adalah : 

- Membatu kepala daerah dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan 

pedoman yang ditetapkan . Oleh Menteri dalarn negeri. 

- Apabila kepala daerah berhalangan, wakil kepala daerah menjalankan tugas dan 

wewenang kepala daerah sehari-hari. 

c. Seketariat Daerah 

Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang membantu kepala daerah dalam 

menyelenggarakan pemerintah daerah, sekretariat daerah dipimpin oleh seorang 

sekretaris daerah. 

Sekretaris daerah tingkat II diangkat oleh Gubemur Kepala daerah atas narna 

Menteri &lam negeri dari pegawai negeri yang memenuhi persyaratan atas usul 

Bupati / Wali Kato Madya Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan pimpinan 

DPKD. 



d. Dewan Perwakilan rakyat daerah 

Sebagaimana dinyatakan undang-undang nomor 5 tahun 1974, bahwa 

pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD, menurut penjelasan konstruksi 

yang demikian tersebut adalah untuk menjamin adanya ke rja sama yang serasi antara 

kepala daerah dengan DPRD untuk mencapai tertib pemerintahan di daerah. 

Telah di tegaskan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintah daerah 

kedudukan DPRD dan kepala daerah adalah sarna tinggi, kepala daerah memimpin 

eksekutif dan DPRD bergerak dalam bidang legislatif. 

Juga ditegaskan pula bahwa walaupun DPRD adalah unsur Pemerintah Daerah, 

tetapi DPRD tidak boleh mencampuri bidang eksekutif tanpa mengurangi hak - 

haknya, dan bidang eksekutif adalah wewenang dan tanggung jawab kepala daerah 

sepenuhnya. 

1 ) Hak DPRD 

Tentang hak kewajiban DPRD dalam ha1 ini adalah sebagaimana diatur pada 

pasal29 Undang -Undang Nomor 5 tahun 1974. 

Untuk dapat melaksanakan fungsi, DPRD mempunyai hak : 

- Anggaran 

- Mengajukan pertanyaan bagi masing -masing anggota 

- Meminta keterangan 

- Mengadakan perubahan 

- Mengajukan pernyataan pendapat 

- Prakarsa 



- Penyelidikan 

Cara pelaksanaan hak tersebut diatas kecuali dalam hak penyelidikan adalah 

diantar dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, sedangkan tentang hak penyelidikan 

diatur kemudian dengan undang-undang. 

2) Kewaji ban DPRD 

Sebagaimana telah di tentukan bahwa kewajiban DPRD adalah : 

- Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan Pancasila dm Udang- 

Udang Dasar 1945. 

- Menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekuen Garis-Garis Besar 

Haluan Negara, Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta 

mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

- Bersama-sama kepala daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Peraturan-Peraturan daerah untuk kepentingan daerah dalam batas- 

batas, wewenang yang diserahkan kepada daerah atau untuk melaksanakan 

peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada daerah. 

- Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan 

berpegang pada program pembangunan pemerintah. 

2. Pemerintah Daerah Menurut Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 daerah adalah merupakan hasil tindak 

lanj ut Tap MPR Nomor XV/MPR/ 1998 yang mengatur tentang penyelenggaraan 

otonomi daerah. 



Penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 adalah terdapat perkembangan baru dalam rangka penyelenggaraan 

otonomi daerah. Sebagaimana pendapat Winanno Surya Adisubrota tentang prinsip 

prinsip. Penyelenggaraan pemerintah daerah (menurut Undang-Undang 22 Tahun 

a Asas desentralisasi yang dianut menurut Undang-Undang 22 Tahun 1999 
mencakup pengertian : 
1. Pemberian wewenang yang luas pada daerah otonom, kecuali wewenang 

dalam bidang : 
- pertahanan dan keamanan 
- politik luar negeri 
- peradilan 
- moneter, fiscal, serta kekurangan bidang lainnya. 

2. Proses pemerintahan daerah otonom yang baru berdasar azas 
desentralisasi atau mengakul adanya daerah otonom yang sudah dibentuk 
berdasar perundang-undang sebelumnya. 

b. Azas dekonsentrasi yang dianut mencakup pengertian : 
1. Pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada 

perangkat daerah. 
2. Pemerintah propinsi sebagai wilayah administrasi dan pelimpahan 

wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur. 
c. Pemerintah pusat dapat menugaskan kepada daerah otonom untuk 

melaksanakan tugas t e r t en t~ .~  

Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah 

penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah 

beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan legislatif daerah . 



a. Kepala daerah 

Setiap daerah adalah dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala 

eksekutif yang dibantu oleh wakil kepala darah, kepala daerah kabupaten di sebut 

Bupati, kepala daerah mempunyai jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali 

hanya untuk sekali masa jabatan. 

Sebagaimana pada pasal 43 undang-undang nomor 22 tahun 1999, bahwa 

kepala daerah mempunyai kewajiban : 

1) Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Sebagaimana Cita-Cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 

1945. 

2) Memegang teguh Pancasila dan undang-undang dasar 1945. 

3) Menghormati kedaulatan rakyat 

4) Menegalckan seluruh peraturan perundang-undangan 

5) meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat 

6) memelihara ketentraman clan ketertiban masyarakat dan 

7) mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkannya sebagai peraturan 

daerah bersama dengan DPR 

Kepala daerah wajib rnenyanyikan pertanggungiawaban kepada DPRD pada 

setiap akhir tahun anggaran, dan wajib memberikan pertanggung jawaban kepada 

DPRD untuk ha1 tertentu atas permintaan DPR. 

Pada penyelenggaraan pemerintah, kepala daerah memimpin 

penyelenggaraan pameran tokoh daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 



bersama DPRD, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepala daerah 

bertanggung jawab kepada DPRD.\ 

b. Walul Kepala Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa disetiap darah 

terdapat seorang Wakil Kepala Darah, wakil kepala darah dilantik oleh presiden 

atau pejabat lain yang ditunjuk bersamaan dengan pelantikan kepala daerah. 

Wakil kepala daerah sebagai mana di maksud d~ atas adalah mempunyai 

tugas : 

1) Membantu kepala daerah dalarn melaksanakan kewajibannya 

2) Mengkordinasikan kegiatan instansi pemerintahan di daerah 

3) Melaksanakan tingkat tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah 

Tentang pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah 

sesuai tugasnya, walul kepala darah bertanggung jawab kepada kepala daerah. 

Sebagai mana sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 1999, 

bahwa: 

1) Apabila kepala daerah berhalangan tetap, Jabatan Kepala Daerah diganti oleh 

Wakil Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya. 

2) Apabila walul kepala daerah berhalangan tetap, jabatan wakil kepala darah 

tidak diisi. 

3) Apabila kepala darah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap, sekretaris 

daerah melaksanakan tugas kepala darah untuk sementara wakil. 



4) Apabila kepala darah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap DPRD 

menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selambat- 

lambatnya dalam waktu tiga bulan. 

c. Perangkat Daerah 

Sebagaimana menurut Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa : 

Perangkat daerah adalah terdiri atas sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga 

teknis daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan daerah. Sekretariat daerah 

dipimpin oleh daerah kabupaten diangkut oleh Bupati atas persetujuan pimpinan 

DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. 

Kewajiban sekretaris daerah adalah membatu kepala darah dalam menyusun 

. .,.:., kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis, dan unit 

pelaksana lainnya. 

Sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala darah, apabila sekretaris 

daerah berhalangan melaksanakan tugasnya tugas sekretaris daerah di laksanakan 

oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

d. Dinas Daerah 

Sebagaimana menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahm 1999, 

bahwa dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah, dinas di pimpin 

oleh seorang kepala dirias yang dangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri 

sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. 

Kepala dinas bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris 

daerah 



e. Dewan Perwakilan RakVat Daerah 

Sebagaimana menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 bahwa di 

daerah di bentuk DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah darah 

sebagai badan eksekutif daerah. 

DPRD adalah sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah menunjukkan 

wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. 

Sesuai pasal 16 ayat (2) tahun 1999 DPRD sebagai badan Legislatif daerah 

berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. 

DPRD Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang : 

1) Memilih Bupatilwakil Bupati 

2) Memilih anggota Majelis perrnusyawaratan Rakyat dari utusan daerah. 

3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati / Wakil Bupati. 

4) Bersama dengan Bupati membentuk peraturan daerah. 

5) Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

6) Melaksanakan pengawasan terhadap : 

- Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang - undangan lain 

- Pelaksanaan keputusan Bupati 

- Kebijakan Pemerintah Daerah 

- Pelaksanaan ke rja sama internasional di daerah. 

- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap 

pe rjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah. 

- Menampung dan memindahkan lanjut aspirasi daerah dan masyarakat. 



Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut diatas adalah diatur dalam 

peraturan tata tertib DPRD. 

DPRD mempunyai hak : 

1) Meminta pertanggung jawaban Bupati 

2) Meminta keterangan kepada pemerintah daerah 

3) Mengadakan penyelidikan 

4) Mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah 

5) Mengajukan pernyataan pendapat 

6) Mengajukan rancangan peraturan daerah. 

7) Menentukan Anggaran Belanja DPRD 

8) Menetapkan Peraturan tata tertib DPRD. 

Pelaksanaan hak tersebut diatur dalam peraturan tata tertib DPRD. Ddam 

melaksanakan tugasnya DPRD berhak meminta pejabat negara, pejabat 

pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu 

ha1 yang perlu di tangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintah dan 

pembangunan. 

Bahkan pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat yang 

menolak permintaan DDPRD sebagaimana tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 

20 Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999 terdapat ancaman pidana h a n g  

paling lama satu tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPR. 

Selain mengunjungi hak sebagaimana tersebut diatas, sesuai Pasal 21 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 DPR juga mempunyia hak : 



1 ) Mengaj ukan pertanyaan 

2) Protokoler 

3) Keuangan 1 adrninistrasi 

Pelaksanaan hak tersebut adalah diatur &lam peraturan tata tertib DPRD. 

Sebagaimana sesuai ketentuan pasal22 Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999, 

DPRD mempunyai kewajiban : 

1) Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia 

2) Mengamal kan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945, serta menaati 

segala peraturan perundang-perundangan. 

3) Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat & daerah berdasarkan demokrasi ekonomi. 

5) Memperhatikan dan menyalurkan dan pengaduan masyarakat, serta 

memfasilitas tindak lanjut penyelesaiannya. 

DPRD mengadukan rakyat secara berkala sekurang kurangnya enam kali 

dalam setahun, kecuali atas permintaan sekurang kurangnya seperlima dari jumlah 

anggota atau permintaan kepala daerah, Ketua DPRD dapat mengundang 

anggotanya untuk rnengadakan rapat selambat lambatnya dalam waktu satu bulan 

setelah permintaan itu diterima. 

DPRD rnengadakan rapat atas undangan ketua DPRD, pelaksanaan tersebut 

di tetapkan dengan peraturan tat tertib DPRD. Tentang peraturan tata tertib DPRD, 

sebagaimana pada ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 

bahwa peraturan tata tertib DPRD di tetapkan dengan keputusan DPRD. 



f. Sekretariat DPRD 

Sekretariat DPRD membantu DPRD dalam penyelenggaraan DPRD dalam 

penyelenggaraan tugas dan kewenangannya. Sesuai pasal 29 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 Sekretariat DPRD di pimpin oleh seorang sekretaris DPRD 

yang diangkat oleh kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 

syarat atas persetujuan pimpinan DPRD. 

Dalam melaksanakan tugas sekretaris DPRD berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD dapat menyediakan 

tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalarn menjalankan tugasnya, 

sedangkan anggaran belanja sekretariat DPRD di tetapkan dengan keputusan 

DPRD dari dicantumkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah. 

B. PEMBUATAN PERATURAN DAERAH 

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari. suatu daerah otonom atau 

daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri ialah 

kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan melaksanakan peraturan daerah 

itu sendiri. 

Kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom itu sangat erat berkaitan dengan 

tujuan dari pemberian otonomi kepada daerah, berkaitan dengan ha1 tersebut kansil 

berpendapat : 

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memunglankan daerah yang 
bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk 
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam 



rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk 
dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepala daerah perlu diberikan 
wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan 
rumah tangganya.' 

Sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia, maka 

wewenang yang dimiliki oleh darah untuk melaksanakan urusan pemerintahan 

tersebut hams diwujudkan dalam bentuk atau produk hukum yang dapat dibuat oleh 

suatu daerah disebut dengan "Peraturan Daerah. 

Mengenai pengertian peraturan daerah, undang-undang Nomor 22 Tahuan 1999 

tidak memberi pengertian secara jelas, dan beberapa ahli berpendapat sebagai berikut: 

Djoko Prakoso menyatakan bahwa : 

Peraturan daerah adalah merupakan produk perundang-undangan pemerintah 
darah atau hasil kompromis antara Dewa Penvakilan Rakyat daerah dan kepala 
daerah yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku." 

Irawan Soejipto berpendapat : 

Pada hakekatnya, baik keputusan maupun peraturan daerah itu adalah 
keputusan dalarn arti luas yang ditetapkan oleh penguasa yang benvenang 
menetapkannya, sebab ketiga tiganya merupakan perwujudan kehendak 
penguasa tersebut harus mengambil keputusan.' 

Kansil, Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, Asara Baru, Jakarta, hlm 13 1 .  
4 Djoko Prakoso, Proses pembuatan Peraturan daerah dan beberapa usaha penyempumaannya, 

Ghalia Indoensia, Jakarta, 1985, hlm 44. 
Irawan Soejipto, Tehnik Membuat Peraturan Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1989 hlm 8. 



1. Pembuatan Peraturan darah menurut undang-undang 5 tahun 1974 

a. Materi Muatan. 

Undang -Undang nomor 5 tahun 1974 memberikan pengertian tentang materi 

yang dapat di atur dalam Peraturan daerah, yaitu tepatnya di atur pada pasal 38 

yang antara lain : 

1) Peraturan daerah dan atau keputusan kepala darah tidak boleh bertentangan 

dengan kepentingan mum dan perundang undangan atau peraturan darah 

yang lebih tinggi tingkatannya. 

2) Peraturan darah tidak boleh mengatur suatu ha1 yang telah diatur dalam 

peraturan pemndang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi 

tingkatannya. 

Pada prinsipnya materi yang dapat diatur dalam peraturan daerah seperti yang 

diamanatkan diatas yaitu : 

1) Umsan daerah yaitu hal-ha1 yang menjadi urusan rurnah tangga daerah. 

2) Sesuatu ha1 urusan pusat yang penyelenggaraannya diserahkan kepada 

daerah (urusan tugas pembantuan). 

Materi peraturan darah secara mum yang sering dioperasionalkan 

adalah: 

1) Materi yang berkenaan dengan pemberian -pemberian beban kepada 

penduduk, misalnya : Pajak Daerah dan Retribusi Darah. 



2) Materi yang mengurangi kebebasan penduduk yang dilengkapi dengan 

sanksi penindakan. 

3) Materi yang membatasi hak-hak penduduk 

4) Materi lain yang menurut undang-undang dan peraturan pemerintah hams 

diatur dengan Peraturan Daerah. 

b. Proses usulan rancangan peraturan darah 

penyusun atau pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dapat Qajukan 

oleh pihak Eksekutif (Kepala Daerah) maupun Legeslatif (DPRD). Dalam 

rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat dilihat sebagai dasar 

ketentuan antara lain : 

swat edaran menteri dalarn negeri nomor 188.3413771PUOD tanggal 21 

Nopember 1983 perihal petunjuk Rancangan peraturan Daerah. 

Memasuki cara -cara penyusun Rancangan Peraturan Daerah adalah 

sebagai berikut : 

1) Rancangan Peraturan Daerah yang berhasil dari Eksekutif (Kepala Darah) 

- Unit kerja di jajaran pemerintah daerah dapat mengajukan prakarsa 

penyusunan I penyiapan Rancangan Peraturan Darah 

- Pra Rancangan Peraturan Daerah (pra Raperda) yang disertai dengan 

penjelasan pokok pikiran dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui 

Skretaris Daerah C.Q. b e a n  hukum untuk diadakan kajian awal ( 

diadakan kajian awaV koreksi dan atau penelitian oelh bagian hukum 

diajukan kepada kepala daerah dengan disertai pertimbanganl saran dan 



penjelasan-penjelasan seperlunya (apabila perlu) untuk mohon petunjuk 

atau keputusan. Apabila kepala daerah telah menyetujui Pra Raperda 

tersebut maka dapat diproses lebih lanjut. Sedang apabila dtolak maka 

Pra Raperda dikembalikan ke unit ke rja yang bersangkutan. 

- Dari pra Raperda yang telah disetujui maka Sekretaris Daerah 

menugaskan kepada Birol Bagian Hukum untuk mengkaji ulang Pra 

Raperda tersebut untuk diadakan penyempurnaan lebih lanj ut. Apabila 

perlu di bahas dalam forum yang lebih luas maka dapat dibentuk Tim 

Pengkaj iPenyusun Raperda dengan mengikutsertakan unit-unit kerj a 

yang terjait yang dikoordinasikan oleh Biro 1 Bagian Hukum. 

- Apabila Pra Reperda tersebut telah final (selesai) penyiapannya yang 

disertai dengan penjelasan pokok, Reperda disampaikan Kepala Daerah 

yang terlebih dahulu dikonsultasikan kepada : 

- Selanjutnya berkaitan dengan ketentuan seperti tersebut di atas sekaligus 

BiroBagian h u h  menyiapkan swat pengantar penyarnpaian Rapercia 

dari Kepala Daerah kepala DPRD, sekaligus menyiapkan kata pengantar 

sebagai penjelasan Raperda pada rapat DPRD Tingkat II 

2) Rancangan Peraturan Daerah yang berhasil dari Dewan perwakilan Rakyat 

Daerah 

- Usulan prakarsa di ajukan oleh anggota Dewan kepada pimpinan dewan 

sekurang-kurangnya 5 (lirna) orang anggota (tidak hanya satu fiaksi). 



- Usul prakarsa oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat Paripurna 

Dewan setelah mendapatkan pertimbangan dari panitia musyawarah. 

Dalarn rapat paripurna tersebut pemrakarsa menyampaikan penjelasan 

atas usulnya (inisiatif). 

- Dalam rapat paripurna tersebut para anggota Dewan maupun Eksekutif 

(Kepala DaerahO memberikan tanggapan atas usulan tersebut. 

- Apabila usulan prakarsa tersebut dterima rnaka proses penyelesaian 

selanjutnya dilakukan melalui prosedur yang ada. 

c. Pembahasan Rancangan Peraturan Darah 

Rapat-rapat Dewan tentang pembahasan Rancangan Peraturan Darah, 

baik Raperda berasal dan Eksekutif (Kepala Daerah) rnaupun atas prakarsa 

(inisiatif). Dewan ada 4 (empat) tahapan. Hal ini diatur oleh tata tertib 

DPRD. Kecuali apabila Panitia Musyawarah tertib ataupun dalarn rapat 

Dewan menghendaki lain, misalnya rapat menghendaki Persetujuan 

Rancangan Daerah ditetapkan secara aklamasi. Keempat tahapan tersebut 

adalah : 

1) Tahap I dilaksanakan dalam bentuk rapat paripurna. Hal ini meliputi :L 

- Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap Raperda 

yang berasal dari Eksekutif (Kepala Darah) 

- Penjelasan urnum dalam rapat paripurna oleh pimpinan komisi 1 

pimpinan rapat gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus atas 

nama DPRD terhadap Raperda usul prakarsa (inisiatif). 



2) Tahap I1 dilaksanakan dalam rapat paripurna. Hal ini meliputi : 

- Pandangan umurn dalam rapat paripurna oleh para anggota yang 

membawakan suara fraksinya terhadap Raperda. 

- Jawaban kepala darah dalam rapat paripurna terhadap pandangan 

umurn para anggota prosedur Raperda yang berasal dari usul prakarsa 

(inisiatif) DPRD antara lain : 

- Pendapat pimpinan komisi, pimpinan rapat gabungan komisi atau 

pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD dalam rapat paripurna 

terhadap pendapat kepala daerah seperti tersebut di atas. 

- Jawaban Pimpinan Komisi, pimpinan rapat gabungan komisi atau 

pirnpinan Panitia Khusus atas nama DPRD dalam rapat paripurna 

terhadap pendapat Kepala Daerah seperti tersebut di atas. 

3) Tahap III adalah dalarn rapat Komisi yaitu dalam rapat Komisi/Rapat 

gabungan Komisi atau rapat Panitia Khusus yang dilakukan bersama- 

sarna dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 

4) Tahap IV dalam rapat paripurna yaitu pengambilan keputusan dalam 

rapat paripurna yang didahului dengan : 

1) Laporan hasil pembicaraan tahap III 

2) Pendapat akhir fraksi-fiaksi yang disampaikan oleh anggotanya. 



d. Penetapan Peraturan Daerah 

Menyitir tentang kewenangan MPR antara lain yang berdasarkan pasal 

3 UUD 1945 berwenang menetapkan Undang -Undang Dasar. Undang- 

Undang Dasar 1945 dengan sistem pembagian kekuasaannya dapat 

menghasilkan pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam pasal 18 UUF 

1945. Pemerintah Darah dimaksud adalah Tingkat I dan Darah Tingkat I1 

seperti diatur oleh UU Nomor 5 Tahun 1974. 

Peraturan Darah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Selanjutnya Kepala 

Daerah dan DPRD menetapkan Peraturan Daerah. 

Peraturan Daerah yang memerlukan penetapan mempunyai muatan 

antara lain : 

1) Menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengikat rakyat. Ketentuan- 

Ketentuan yang mengandung perintah, larangan, keharusan untuk berbuat 

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan lain-lain yang ditujukan langsung 

kepada e a t .  

2) Mengadakan ancaman pidana berupa denda dan atau kurungan atas 

pelanggaran ketentuan yang ditetapkan &lam peraturan darah. 

3) Memberikan beban kepada rakyat, misalnya pajak dan retribusi 

4) Menentukan segala sesuatu yang perlu diketahui oleh umum, karenanya 

menyangkut kepentingan rakyat banyak. Misalnya menetapkan anggaran 

Pendapatan dan Belanja Darah (APBN), menetapkan perhitungan 

anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengatur gaji dan lain -lain. 



Tentang penetapan bahwa yang berhak menandatangani peraturan 

daerah adalah Kepala Daerah dan Ketua DPRD. Apabila Kepala Darah atau 

Ketua DPED berhalangan agar ditunggu sampai yang bersangkutan dapat 

menandatangani. Namun apabial penetapan1 penandatanganan suatu 

Peraturan Daerah sangat mendesak sedangkan Kepala Daerah maupun Ketua 

DPRD, dapat menunjuk Pejabat lain dengan Keputusan Kepala darah dan 

atau ketua DPRD untuk menandatangani Peraturan Daerah. 

Semacam ada penegasan bahwa tanggal penetapan peraturan daerah 

dan atau mulai berlakunya peraturan Daerah adalah sejak tanggal 

ditandatangani oleh Kepala Darah dan ketua Dewan Penvakilan Rakyat 

Daerah. 

e. Pengundangan Peraturan Darah 

Undang -undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal40 menyebutkan : 

1) Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam 
Lembarm Darah 

2) Peraturan Daerah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah 
diundangkan dalam lembaran Darah yang bersangkutan. 

3) Peraturan Darah yang tidak memerlukan pengesahan melalui berlaku 
pada tanggal yang ditentukan dalam peraturan Darah yang bersangkutan. 

4) Peraturan Daerah yang memerlukan pengesahan mulai berlaku pada 
tanggal pengundangannya atau pada tanggal yang ditentukan dalam 
Peraturan Daerah yang bersangkutan. 

5) Peratman Darah yang memerlukan p e n g d a n  tidak boleh diundangkan 
sebelum pengesahan itu diperoleh atau sebelum jangka waktu yang 
ditentukan untuk pengesahan terakhir.6 

UU Nomor 5 Tahun 1974, sahnya Peraturan Daerah harus diundangkan dalarn Lembaran 
Daerah. Dengan diundangkan, peraturan Daerah dapat berlaku mengikat. Narnun untuk berlaku efektif 
di perlukan suatu kerjasama yang baik antara instansi terkait dan juga warga masyarakat. 



Cara pengundangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Sekretaris 

WilayahDaerah dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah. Mengenai 

pedoman (landasan) penerbitan lebaran dengan antara lain : surat Menteri 

Dalam Negeri Nomor PEM.10/33/43 tanggal 2 November 1974 perihal 

penerbitan lembaran Daerah. 

Peraturan perundang-undangan tingkat darah yang perlu 

ditempaWdiundangkan dalam Lembaran Daerah antara lain : 

1. Peraturan darah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih 

dahulu dari pejabat yang berwenang. 

2. Peraturan darah yang berlakunya tidak memerlukan pengesahan lebih 

dahulu d m  pejabat yang berwenang. 

3) Keputusan-keputusan Kepala Daerah untuk berlakunya memerlukan 

pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri 

4) Keputusan-keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan peraturan 

perundang-undangan. 

5) Keputusan -keputusan Kepala Daerah lainnya yang dianggap perlu untuk 

dketahui khalayak ramai (umum). 

2. Pembuatan Peraturan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 

1999. 

a. Materi Muatan 



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tepatnya pada pasal 70 telah 

memberikan ketentuan larangan-larangan tantang materi yang dapat dimuat 

&lam peraturan daerah, antara lain : 

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, 

peraturan darah lain dan peraturan penmdang-undangan yang lebih tinggi. 

Selain ha1 tersebut yang merupakan larangan , juga terdapat ketentuan bahwa 

peraturan daerah dapat memuat upaya paksa bagi pelanggan, yaitu pidana dm 

ancaman denda. 

Sebagaimana diatur pada pasal 71 undang-undang nomor 5 Tahun 1974, 

bahwa: 

1. Peraturan darah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan 

penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar. 

2. Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kumngan paling lama enam 

bulan atau dengan sebanyak banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 

dengan / atau tidak merampas barang tertentu untuk darah, kecuali jika 

ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. 

Peraturan darah adalah membutuhkan peraturan pelaksanaan yaitu dengan 

keputusan kepala darah, dalam ha1 ini telah diatur sebagairnana Pasal 72 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 : 

1. untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang- 

undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala 

daerah. 



2. Keputusan Kepala Darah tersebut tidak boleh bertentangan dengan 

kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. 

b. Proses Usulan Rancangan Peraturan Daerah 

Cara-cara penyusunan rancangan peraturan daerah adalah sebagai 

berikut: 

1 Rancangan peraturan daerah yang berasal dari eksekutif (kepala darah) : 

- Konsep rancangan peraturan darah adalah berasal dari unit kerja 

dinasbagian /instansi pada jajaran pemerintah darah. 

- Pra rancangan peraturan darah (Pra Raperda) yang dengan disertai 

penjelasan-penjelasan dan pokok pikiran di laporkan kepada kepala darah 

melalui sekretaris darah c.q bagian hukurn untuk diadakan kajian awal 

(diadakan penelitian, koreksi) 

- Setelah diadakan kajian awal tersebut selanjutnya oleh kepala bagian 

hukum rancangan peraturan daerah diajukan kepada kepala darah lewat 

sekretaris darah dengan disertai penjelasan dan bahan-bahan terebut 

disetujui oleh kepala darah, maka rancangan peraturan arah tersebut 

diproses lebih lanjut. Apabila rancangan peraturan darah tersebut di tolak 

(tidak disetujui) oleh kepala darah, maka rancangan peraturan daerah 

tersebut dikembalikan kepada unit kerja yang membuat. 

- Setelah rancangan peraturan daerah tersebut disetujui oleh kepala darah, 

selanjutnya kepala bagian hukum diberi tugas untuk mengkaji ulang lagi, 



kalau memang perlu di kaji dengan forum yang lebih luas lagi yaitu 

dengan membentuk tim pengkajian rancangan peraturan darah yang 

terdiri dari &nas/bagian/instansi yang terkait. 

- Dengan selesainya pengkajian ulang tersebut bagian hukum menyiapkan 

surat pengantar (yang ditanda tangani kepala darah), serta penjelasan 

pokok pikiran atau pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan, dan 

selanjutnya lkirim untuk diserahkan kepada pihak DPRD. 

2. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Legislatif (DPRD) 

DPRD adalah mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan 

darah, pelaksanaan untuk menjalankan hak tersebut adalah diatur dengan 

peraturan tat tertib DPRD (di kabupaten diatur dengan keputusan DPRD 

Kabupaten Tuban Nomor 0 1 Tahun 1999 tentang peraturan tata tertib DPRD 

Kabupaten Tulon). 

Mekanisme pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

- Sekurang-bgnya  5 (lima) orang anggota yang tidak hanya terdiri dan 

1 (satu) fiaksi dapat mengajukan sesuai usul prakarsa pengaturan sesuai 

urusan darak 

- Usul prakarsa tersebut disampaikan kepada pimpinan DPED dalarn 

bentuk rancangan perahran darah lsertai penjelasan secara tertdis. 

- Usulan prakarsa tersebut diberi nomor pokok oleh sekretaris DPRD. 

- Usul prakarsa oleh pimpinan DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari 

pani tia musyawarah. 



- Dalam rapat paripurna, para pengusul di beri kesempatan memberikan 

penjelasan atas usulan prakarsa tersebut. 

Mekanisme pembicaraan mengenai usd prakarsa di lakukan dengan 

memberikan kesempatan kepada : 

- Anggota -anggota DPRD lainnya memberikan pandangan 

- Kepala darah memberikan pendapat 

- Para pengusul memberikan jabatan atas pandangan anggota dan pendapat 

kepala darah. 

Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau 

menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. 

Tata cara pembahasan rancangan peraturan darah atas prakarsa DPRD 

mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan 

darah atas prakarsa kepada darah, sebelum usul prakarsa belum diputuskan 

menjadi prakarsa DPRD para pengusul berhak mengajukan perubahan atau 

rnencabut kembali. 

c. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 

Pernbahasan rancangan peraturan darah dilakukan melalui 4 (empat) 

tahapan pembicaraan, kecuali apabila panitia musyawarah menentukan lain. 

Tahapan pembicaraan tentang pembahasan rancangan peraturan arah 

adalah sebagai berikut : 

Tahap I : dalarn rapat Paripurna 

Tahap II : dalarn rapat Paripurna 



Tahap 111 : dalam rapat Paripurna 

Tahap IV : dalam rapat Paripurna 

Sebelum dilakukan pembicaraan (tahap 11, LU, IV) dilakukan lebih dahulu 

rapat fraksi. Apabila dipandang perlu panitia musyawarah dapat menentukan 

bahwa pembicaraan tahap I11 dilakukan &lam rapat gabungan komisi atau 

dalam panitia khusus. 

Pembicaraan tahap I meliputi : 

- Penjelasan kepala darah dalam rapat paripurna terhadap rancangan peraturan 

darah yang berasal dari kepala darah. 

- Penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan komisi 1 pimpinan rapat 

gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus atas nama DPRD terhadap 

rancangan peraturan daerah pengusul. 

Pembicaraan terhadap I1 meliputi : 

Dalam ha1 rancangan peraturan darah yang berasal dari kepala darah : 

- Pemandangan urnurn dalam rapat peraipurna oleh para anggota yang 

menawarkan suara fraksinya terhadap rancangan peraturan darah. 

- Jawaban kepala darah &lam r a p t  paripurna terhadap pndangan mum para 

anggota. 

Dalam ha1 rancangan peraturan darah Pengusul DPRD : 

- Pendapat kepala darah &lam r a p t  paripurna terhadap rancangan peraturan 

daerah. 



- Jawaban pimpinan komisi, pimpinan rapat gabungan komisi atau pimpinan 

panitia khusus atas nama DPRD dalam rapat paripurna terhadap pendapat 

kepala daerah. 

Pembicaraan tahap I11 : 

Ialah pembahasan dalam rapat komisi rapat gabungan komisi atau rapat panitia 

khusus, yang dilakukan bersama sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh 

kepala darah. 

Pembicaraan tahap IV, meliputi : 

Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang dilakukan dengan : 

- Laporan hasil pembicaraan tahap III 

- Pendapat akhir fiaksi-fraksi yang disarnpaikan oleh anggotanya. 

Pemberian kesempatan kepada kepala darah untuk menyampaikan sambutan 

terhadap pengambilan keputusan tersebut. 

d. Penetapan peraturan daerah. 

Peraturan darah yang telah memperoleh persetujuan DPRD & tanda tangani 

oleh kepala darah, ha1 tersebut berkorelasi sebagaimana diatur pada pasal 69 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa : 

Kepala darah rnentapkan peraturan darah atas eprsetujuan DPRD dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi darah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. 



Selanjutnya dalam penjelasannya di tegaskan bahwa : peraturan darah hanya di 

tanda tangani oleh kepala darah dan tidak ditanda tangani serta pimpinan DPRD 

karena DPRD bukan merupakan bagian dan pemerintah darah. 

Untuk pelaksanaan tersebut diatur pada keputusan DPRD Kabupaten Tuban 

Nomor 1 Tahun 1999 tentang peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Tuban. 

e. Teknik penyusunan, rancangan dan pengundangan 

tantang teknik penyusunan, rancangan dan peraturan daerah adalah sesuai 

petunjuk pelaksanaan sebagaimana diatur oleh keputusan presiden Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 199 tentang teknik penyusunan peralatan 

perundang-undangan dan bentuk rancangan peraturan pemerintah dan 

rancangan keputusan presiden. 

Sebagaimana diatur pada keputusan presiden nomor 44 tahun 1999, pada : 

Pasal6 

Bentuk rancangan peraturan perundang-undangan dibawah keputusan presiden, 

mutatis rnutandis dengan bentuk rancangan keputusan presiden tersebut. 

Pasal7 

Bentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang -undang , 

peraturan pemerintah, keputusan Presiden dan peraturan di bawahnya, sama 

dengan bentuk rancangan untuk masing-masing jenis peraturan pemdang- 

undangan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan presiden ini. 



BAB N 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PERDA OLEH DPRD 

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Perlu diketahui bahwa sebagaimana judul thesis ini yang sebagai kasus &lam 

penelitian adalah pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 

1992 tentang Kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkmgan dalam Kabupaten 

Tuban. 

1. Dukungan APBD Kabupaten Tuban 

Dukungan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten 

Tuban yang dimaksud disini adalah khususnya Anggaran Pembangunan 

Sebagai pengelola dan penanggung jawab pelaksanaan anggaran 

pernbangunan adalah dinas kebersihan dan pertamanan daerah Kabupaten Tuban 

(berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 1992), setelah 

berlakunya undang-undang Nomor 22 Tahun 2992 tahun 1999 digabung dan. 

menjadi Dinas Kimpraswil Kabupaten Tuban. 

Pelaksanaan anggaran pernbangunan yang telah diprograrnkan adahh 

dengan rincian sebagai berikut : 



Tabel 3 

Tahun Anggaran 1996 1 1997 

No 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

6. 

$umber Data : Kantor Kimpraswil Kabupaten Tuban. 

Nama Proyek 

2 

Proyek pengadaan 
bibit- 
bibit bunga 

Proyek penilaian 
Adipura 

Proyek Prakarya 
Adipur a 

Proyek pengadaan 
tiang 
Listrik dan pot bunga 

Proyek pembangunan 
MCK 

Proyek pembangunan 
KIP 

JUMLAH 

Jumhb 
(RP) 

3 

2.500.000 

30.000.000 

2.500.000 

78.000.000 

13.936.000 

10.000.000 

136.936.000 

Jenls Kegintan 

4 

Pembelian bibit 

Angsana 

Pembuatan buku 
Isian quisioner 
Adipura 

Pembuatan Prakarya 
Adipura 

- Pemasangan dan 

Penyambungan 
tiang listrik 

- Pengadaan pot 
Bunga 

Pernbuatan MCK 

- Pengaspalan jalan 
- Pembuatan jalan 

Setapak 

Lokasi 

5 

Halaman 

GOR 
Ronggojoyo 
Kota Tuban 

Kota Tuban 

Kab. Tuban 

Kota Tuban 

Kota Tuban 



Tabel 4 

Lokasi 

5 
Kota Tuban 

Kab. Tuban 

Kec. Tuban 
Plumpang 
Semanding, Jenu 
Merakurak, Kerek, 
Montong, Singgahan, 
Tambakboyo, Bancar, 
Bangilan, Jatirogo 

Kota Tuban 

Kota Tuban 

Pasar Baru 
Kota Tuban 

TPA (Tempat 
Pembuangan Sampah 
*) 

Kota Tuban 

Kota Tuban 

Kota Tuban 

Kota Tuban 

Surnber Data : ~ a n t t ~ r  Kirnpraswil Kabupaten Tuban 

Jenis Kegiatan 

4 
Pembuatan buku 
Isian quisioner Adipura 

Pembuatan Piala 
Adipura untuk 
Kecamatan 

Pengadaan gerobak 
Sampah 

Perbaikan dan 
Pemeliharaan MCK 

- Pembuatan jalan 
Aspal 

- Pernbuatan Jalan 
Beton 

Pemeliharaan sal pasar 

Pembuatan jalan TPA 

Perbaikan Transfer Depo 

- Tarnan 
- Lampujalan 

Pembuatan lampu hias 

Pembuatan logo Adipura 
Pada tugu Adipura dari 
Kuningan dan Aerilic 

Jum'ah (Rp) 

3 

50.000.000 

2.500.000 

8.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

30.000.000 

25.000.000 

5.000.000 

25.600.000 

50.929.000 

1 1.150.000 

224.179.000 

Tahun 

No 

1 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 .  

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1. 

Anggaran 1997 / 1998 

Nama Proyek 

2 
Proyek Penilaian 
Adipura Kencana 

Proyek Prakarya 
Adipura 

Proyek pengadaan 
Gerobak sampah 

Proyek perneliharaan 
Sanitasi lingkungan 
Kelurahan Kingkmg 
Dan Sidorejo 

Proyek Pemeliharaan 
KIP 

Proyek Pemeliharaan 
MIP 

Proyek pembangunan 
Jalan P A  

Proyek perbaikan 
Transfer Depo (TD) 

Proyekpembuatan 
Taman Pertigaan di 
J1. Cokroaminoto 
Proyek pembuatan 
Lampu hias 

Proyek peningkatan 
Tugu Adipura 

JUMLAH 



Tabel 5 
Tahun Anggaran 1 998 / 1999 

I No 1 .  Nama Proyek 

1. Proyek pemasangan w 
Lampu penerangan jalan 
Di Ibukota Kecamatan 

2. Proyek Penyambungan 
Listrik fasilitas m u m  

3. Proyek Pernbibitan 
Tanaman lindung dan 
Bunga 

4. Proyek penilaian 
Adipura 

5 .  

I Jumlah Dana 

Proyek Pengadaan 

Gerobak sampah 

6 .  Proyek perbaikan 
Transfer Depo 

Pemasangan lampu 
Penerangan jalan 

Ibukota 
Kecamatan 

Penyambungan, 
Pemindahan stroom 
Lampu jalan 

Kota Tuban 

Pembuatan rumah 
Bedeng dan instasi 

Kota Tuban 

55.000.000 

1 1.500.000 

1 7. lproYek pengadaan 1 (pengadam lampu di 1 ~ o t a  Widang 

- Posko penilaian 
Adipura 

- Pembersihan TPA 
Dan jalan kota 

5.000.000 

1 ~ a m ~ u  di jembatan 1 1  emb bat an Widang 1 

Kota Tuban 

Pengadaan gerobak 
Sampah 

I JUMLAH I 236.000.000 

Kota Tuban 

Perbaikau transfer 

Depo 

I I 

Surnber Data : Kantor Kimpraswil Kabupaten Tuban. 

Kota Tuban 



Tahun Anggaran 1999 / 2000 

( Nama Pmyek 

Larnpu penerangan jalan 
Di lbukota Kecamatan 

Proyek p e n g h  

Tong sampah 

Proyek pemeliharaan 
Sarana kebersihan 

Proyek pembuatan 
Taman dan lampu hias 
Dalam kota Tuban 

Proyek Pemeliharaan 
Alon-Alon Tuban 

Jumlah Dana Jenis Kegiatan 

3 4 5 

Pernbuatan lampu Kota : 

I 1 ~eneran~an jalan I- Tuban 
- Parengan 
- Soko 
- Rengel 
- Plumpung 

10.000.000 

Kota Tuban Pengadaan Tong 
Sampah 
Pembuatan rumah 

7.500.000 

1 17.500.000 

Surnber Data : Kantor Kimpraswil Kabupaten Tuban. 

- Perbaikan bangunan 
Kompos 

- Perbaikan kontainer 

45.000.000 

Kota Tuban 

- Pembuatan lampu 
Hias 

- Pembuatan taman 

Kota Tuban 

- Penggantian pompa 
- Penggantian paving 
- Perbaikan air manm 

Dan ruang pompa 

Kota Tuban 



Tabel 7 

Tahun Anggaran 2000 

No 

1 
1 .  

Nama Proyek 

2. 

2 

Proyek pemasangan 
Lampu penerangan jalan 
Di Ibukota Kecamatan 

3. 

Dari ha1 tersebut tampaklah bahwa lokasi pembangunan dari anggaran 

pembangunan (APBD Kabupaten) dibidang kebersihan dan pertamanan adalah 

mayoritas ditempatkan di dalam kob Tuban (yang mempakan ibukob 

Kabupaten Tuban). 

2. Retribusi Kebersihan 

a. Dasar Pelaksanaan 

Retribusi kebersihan di Kabupaten Tuban pelaksanaannya diatur dan ditetapkan 

dengan peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 1992 tentang 

Kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan dalam Kabupaten Tuban. 

Jum'ah Dana 
(RP) 

Proyek pernasangan 
Lampu penerangan jalan 

JUMLAH 

3 

125.000.000 

Proyek penggantian 

Lampu hias dalam kota 

288.000.000 

Jenis Kegiatan 

48.000.000 

Sumber Data : Kantor Kimpraswil Kabupaten Tuban. 

Lokasi 

4 

Pemasangan lampu 
jalan 

25.000.000 

5 

Ibukota 
Kecamatan 

Pemasangan lampu 
Penerangan jalan 

Kota Tuban 

Penggantian lampu 
hias 

Kota Tuban 



b. Evaluasi Retribusi Kebersihan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya retribusi kebersihan dari tahun ke 

tahun mengalami penurunan, hal tersebut dapatlah kita lihat pada tabel sebagai 

berikut : 

Evaluasi retribusi Kebersihan Kabupaten Tuban 

Realisasi 
4 

No. 
1 
1 

Surnber data : Kantor Kimpraswil Kabupaten Tuban 

200 1 

Penurunan realisasi pendapatan retribusi kebersihan tersebut adalah 

disebabkan oleh keengganan masyarakat yang sebagian rnasyarakat makin lama 

tidak bersedia membayar retribusi kebersihan. 

1. Jenis Wajib Bayar Retribusi 

Penentuan subyek penentuan jenis wajib bayar retribusi kebersihan adalah 

diatur pa& pasal 12 Per& Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 1992, sebagai 

berikut : 

Tahun Anggaran 
2 

199711- 
1998 I 1999 
1999 I2000 
2000 

Target 
3 

Rp. 48.000.000,- 

6. 170.000.000,- 
Rp. 90.000.000,- 
Rp. 51.000.000,- 
Rp. 96.000.000,- 

Rp. 28.060.000,- 
Sld akhir Juni 2001 

Rp. 188.077.000.- 
Rp. 91.699.000,- 
Rp. 51.028.000,- 
Rp. 38.174.000,- 



Tabel : 9 

Jenis Wajib bayar Retribusi Kebersihan 

1 Tarif (Rp) I Waktu Pernungutan I No. 
1 

Rumah tangga 
- Golongan I 
- Golongan I1 
- Golongan III 
- Golongan IV 

Wajib Bayar 
2 

Setiap bulan 
Setiap bulan 
Setiap bulan 
Setiap bulan 

Setiap bulan Warung tempat 
Usaha Kecil 

Pedagang dasaran 
Dalamldan diluar pasar Setiap bulan 

Rumah makan 1 
Restoran I Hotel Setiap bulan 

Toko dalam pasar I 
Milik Swasta Setiap bulan 

Rumah makan I Toko 
Losmen I Kantor Swasta Setiap bulan 

Setiap bulan 

Pembuangan langsung 
Ke TPA 

Sumber data : Kantor Kimpraswil Kabupaten Tuban. 

Catatan : 

Sebagaimana ketentuan pada pasal 12 ayat (3) 

Untuk penggolongan klasifikasi dan mekanisme pembayaran oleh kepala 

Daerak 



2. Mekanisme Pemungutan Retribusi Kebersihan 

Sebagaimana telah ditentukan ketentuan pasal 12 ayat (3) Perda 

Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 1 992 bahwa : 

Penggolongan klasifikasi wajib bayar retribusi dan mekanisme 

pembayaran adalah ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

Sebagai pelaksanaannya diterbitkanlah keputusan Bupati Tuban 

Nomor 420 Tahun 1992 tentang Perahran Pelaksanaan Perda Kab. Tuban 

Nomor 10 Tahun 1992. 

Sesuai keputusan Bupati Tuban Nomor 420 Tahun 1992 pasal 7, 

Pemungutan retribusi kebersihan mekanismenya bersamaan dengan 

pembayaran langganan listrik PLN ke Kabupaten Tuban (khususnya obyek 

retribusi yang rumah tangga). 

Di kabupaten Tuban jxmbayaran listrik PLN adalah di kantor PLN, 

selain itu di Kantor Koperasi disetiap kecamatan di Kabupaten Tuban. 

Semua hasil pemungutan retribusi kebersihan adalah berasal dari 

pernungutan yang dibersarnakan dengan pembayaran listrik PLN, sehngga 

obyek pemungutan retribusi selain rurnah tangga tidak dipungut. 

Besamya retribusi kebersihan ditentukan sebagai berikut : 

Yang berlangganan listrik (disesuaikan dengan lokasi fikasi penggunaan 

daya langganan listrik). 

- Golongan I 

Pemakaian daya sampai dengan 200 VA sebesar Rp. 200,- 



- Golongan I1 

Pemakaian daya sampai dengan 500 VA 

- Golongan 111 

Pemakaian daya sampai dengan 3.200 VA sebesar Rp. 1000,- 

- Golongan IV 

Pemakaian daya sampai dengan 6.600 VA sebesar Rp. 1.500,- 

Yang ti& berlangganan rumah tangga : 

- Golongan I sebesar Rp. 200,- tiap bulan 

- Golongan I1 sebesar Rp. 500,- tiap bulan 

- Golongan JX sebesar Rp. 1000,- tiap bulan 

- Golongan IV sebesar Rp. 1500,- tiap bulan 

*:* Warung sebesar Rp. 750,- sebulan 

*:* Dasaran pada pasar mil i k PemdaISwasta sebesar Rp.25,- tiap hari 

*:* Rumah makan, restoran Rp. 3000,- sebulan 

*:* Toko dan pasar PemdaISwasta Rp. 1 000,- sebulan 

*:* Kantor Swasta, dapat penginapan 1 Losmen Rp. 2500,- sebulan 

*' Perusahaan besar Rp. 5000,- sebulan 

Obyek pemungutan retribusi kebersihan khususnya rurnah tangga yang 

ti& berlangganan listrik ti& pernah chadakan pemungutan. 

Perlu diketahui bahwa warung, depot, restoran, toko, losmen, 

perusahaan sebagian besar adalah berlangganan listrik PLN, dan rurnah 



tangga di Masyarakat Kabupaten Tuban sebagian besar sudah berlangganan 

listrik PLN (dengan adanya Program Listrik Masuk Desa). 

3. Mekanisme Penyetoran Retribusi Kebersihan 

Kantor PLN dan kantor koperasi (tempat pembayaran langganan listrik 

PLN) yang ditunjuk memungut retribusi kebersihan menyetorkan hasil 

pemungutan ke kantor dinas kebersihan Kabupaten Tuban (total utuh 100 % 

setelah dikurangi insentif pemungut) selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah 

Kabupaten Tuban. 

Pemungutan terhadap rumah tangga yang tidak berlangganan listrik 

adalah dipungut melalui RT/RW DesaKelurahan setempat dan hasilnya : 

- 50 % untuk biaya operasional kebersihan di desa/kelurahan 

- 50 % disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Tuban melalui Dinas 

kebersihan Kabupaten Tuban. 

4. Mekamsme Pelaksanaan Kebersihan 

Sesuai dengan yang dikandung maksud pada peraturan daerah Nomor 

10 Tahun 1992, tahapan rnekanismenya adalah sebagai berikut : 

Tahap I : 

Sampah dari keluarga (rumah tangga) dibuang ke tempat pembuangan 

sampah sementara (transfer depo), ha1 ini adalah tanggung jawab pihak 

rumah tangga atau merupakan kegatan swadaya masyarakat. 



Tahap II : 

Sampah yang terhimpun di transfer depo selanjutnya dibuang ke TPA 

(Tempat Pembuangan Sampah Akhir), ha1 ini adalah menjadi tanggung 

jawab Pemerintah Daerah. 

Seharusnya disetiap kecamatan memiliki P A ,  kenyataan sampai 

dengan sekarang wilayah kecarnatan yang sudah rnemiliki TPA hanyalah 

kota Tuban. 

Termasuk desa di kecarnatan se-kabupaten Tuban (kecuali kota Tuban) 

tidak terdapat transfer depo dan peralatan untuk operasional kebersihan. 

5.  Prinsip Dasar Retribusi 

Prinsip-prinsip dasar tentang retribusi sekarang diatur dalam Undang- 

Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi, sebelumnya 

diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957. 

Pada saat berlakunya Undang-Undang sebagai berikut : 

- Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 

Dalam ketentuan urnurn, prinsip dasar yang dimaksud dengan 

retibusi daerah yang selanjutnya disebut retibusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khwus 

disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan. 



- Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

Dalam ketentuan urnurn, prinsip dasar yang dimaksud dengan retribusi 

daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

M a t a u  diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi 

atau badan pelaksanaan program kebersihan dan keindahan. 

Program kebersihan dan keindahan sebagai unsur pelaksanaan adalah 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Tuban (yang sejak 

berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bergabung menjadi 

Dinas Pemukiman dan prasarana wilayah Kabupaten Tuban/Dinas 

Kim praswil beserta peran serta masyarakat. 

Sebagian besar program kebersihan dan keindahan adalah ditempatkan 

khusus dalam kota Tuban (merupakan bukota Kabupaten Tuban), dan tidak 

merata ke seluruh desa-desa se-kabupaten Tuban. 

Hal ini adalah dlakui oleh Kepala Sub Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Tuban. 

Program kebersihan dan pertarnanan tidak d a p t  ditemptkan secara 

merata se-kabupaten Tuban, disebabkan : 

Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah 

1 .  Anggota DPRD Kabupaten Tuban 

Personil DPRD yang dimaksud adalah orang-orang yang menjabat 

sebagai anggota DPRD Kabupaten yang diangkat dari hai l  pemilihan 

urnurn. 



B. Mekanisrne Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda 

1. Dasar Pelaksanaan 

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) huruf F : 

DPRD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap : 

1) Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain. 

2) Pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, Walikota. 

3) Pelaksanaan APBD. 

4) Kebijaksanaan Pemerintah Daerah 

5) Pelaksanaan ke rjasama internasional di daerah. 

Pasal 18 ayat (1) : 

Pelaksanaan tugas dan wewenang diatur dalarn peraturan tata tertib DPRD. 

b. Keputusan DPRD Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peraturan 

Tata Tertib DPRD Kabupaten Tuban. 

2. Alat kelengkapan DPRD 

Pada hakekatnya semua anggota DPRD mempunyai tugas dan 

wewenang untuk melaksanakan pengawasan secara terpadu, dalam 

pelaksanaannya tugas dan wewenang tersebut disusunlah alat kelengkapan 

DPRD (htetapkan dalam rapat DPRD dengan keputusan DPRD). 

Sebagaimana diatur pada pasal 17 ayat (1) keputusan DPRD 

Kabupaten Tuban Nomor 0 1 Tahun 1999 : 



Alat kelengkapan DPRD terdiri dari : 

1 ) Pimpinan DPRD 

2) Komisi-Komisi 

3) Panitia Musyawarah 

4) Panitia Anggaran 

5) Panitia Khusus 

Pimpinan DPRD 

Pimpinan DPRD menggunakan alat kelengkapan DPRD, dan bersifat 

kolektif terdiri dari seorang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang 

mencerminkan fiaksi-fiaksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota 

fraksi. 

Komisi-Komisi 

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan 

dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. 

Panitia Musyawarah 

Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat 

tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. 

Panitia Anggaran 

Panitia Anggaran adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang 

bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan keanggotaan DPRD. 



Panitia Khisus 

Panitia Khusus dibentuk oleh pimpinan DPRD setelah mendengar 

pertimbangan Panitia Musyawarah. 

Panitia Khusus adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang 

bersifat sementara. 

b. Tugas 

1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas : 

- Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja ketua dan 

wakil-wakil ketua serta mengurnumkan kepada rapat Paripurna. 

- Memimpin rapat Panitia Musyawarah dalam menetapkan acara rapat 

DPRD serta pelaksanaannya. 

- Memimpin rapat Panitia Anggaran. 

- Memimpin rapat DPRD dengan menjaga agar peraturan tata tertib di 

laksanakan dengan seksama, memberi ijin berbicara dan menjaga agar 

pembicara dapat menyarnpaikan pandangannya dengan tidak 

teriPnggu. 

- Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya. 

(Pasal 19 keputusan DPRD Kabupaten Tuban Nomor 0 1 Tahun 1999). 

2) Komisi-Komisi mempunyai tugas : 

- Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan 

rancangan keputusan DPRD yang masuk bidang tugas masing-masing 



- Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah, 

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang 

termasuk tugas komisinya 

- Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian 

masalah yang disampaikan kepada daerah kepada DPRD 

- Mengadakan pemirljaman dan kunjungan kerja yang dianggap perlu 

oleh komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD 

- Mengadakan rapat kerja dengan kepada daerah dan rapat dengan 

pendapat dengan perangkat daerah, lembaga, badan, organisasi 

kemasyarakatan dan warga masyarakat. 

- Mengajukan usd dan saran kepada pimpinan DPRD yang terrnasuk 

dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi 

- Menyusun pertanyaan tertulis dalarn rangka pembahasan sesuatu 

masalah yang menjadi bidang tugas komisi masing-masing 

- Memberikan laporan kepada pimpinan DPRD tentang hasil peke rjaan 

komisi 

(Pasal23 Keputusan DPRD Kabupaten Tuban Nomor 0 1 tahun 1999). 

3) Panitia musyawarah mempunyai tugas : 

- Memberi pertimbangan atau saran kepada pimpinan DPRD tentang 

penetapan program kerja DPRD dan pelaksanaannya, baik abs 

pennintaan pimpinan DPRD maupun tidak. 

- Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD 



- wqutuskan piliban mengenai isi mwlah  apakila timbul perbedaan 
I 

pendapat 

- Memberi saran peqdapat kepada pimpinan DPRq ptuk memperlancar 

segala pembicaraan gtas dasar musyawarah untuk mpfakat. 

- Bermusyawarah &qgan pemerintah daerah mengenai ha-ha1 yang 

berkaitan dengan penetapan acara serta pelqksanaannya apabila 

dianggap perlu oleh DPRD (pasal 28 keputusan DPRD Nomor 01 

tahun 1999). 

4) Panitia anggaran mempunyai tugas : 

- Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalarn 

mempersiapkan rancangan nota keuangan, rancangan APBD, 

perubahan dan perhitungannya. 

- Memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota 

keuangan, rancangan APBD, perubahan serta perhitungannya yang 

telah disampaikan oleh Bupati (pasal3 1 keputusan DPRD Kab Tuban 

Nomor 0 1 tahun 1999) 

5) Panitia khusus mempunyai tugas : 

- Melaksanakan tugas tertentu dalam jangka walctu tertentu yang 

diterapkan oleh pimpinan DPRD 

- bertanggung jawab kepada DPRD atas pelaksanaan tugasnya. 



- Panitia khusus dibubarkan oleh DPRD telah jangka waktu 

penugasannya berakhir atau karena tugasnya di nyatakan selesai (Pasal 

34 Keputusan DPRD Kabupate Tuban Nomor 0 1 tahun 1999) 

Tabel : 10 

DPRD KABLPATEN TUBAN 

HASIL PEMlLU TAHUN 1999 
- 

NO. 

1 ( 2 

3 HM. Taufik Achwan 

NAMA 

3 

2 

UMUR / 
TTL 

1 ( ~ r a .  Hj. Heny Relawati. I~uban, 
MSI. 
KH. Abdul Wahid 

4 Drs. Ahmad Mundzir 

5 

6 

, 7 

Lasiran 

Achmad Dhofir 

MarkusPrijoto 

8 

1 
9 

13 Prijanto Sedyowahono ~ I 

Drs. Ec. Sutam Tri 
Yuwono 
Drs. Sudarmadji 

11 

' 12 

Gandung Hardijanto 

Rr Erna Trustiani 

14 

16 Titiono 

Kanapi 

15 

20-5- 1964 
Tuban, 
8-6-1950 
Surabaya, 
5-4-1947 
Lamongan, 
20-4- 1949 
Tuban, 
1949 
Malang, 
2-10-196 
Surabaya, 
26-12-1948 
Surabaya, 
11-4-1966 
Tuban, 
14-8-1953 
Tuban, 
14-8-1953 
Tuban, 
17-1-1967 

Cepu, 
6-1-1943 
Tuban, 
3-4-197 1 
Tuban, 
23-8-1971 
Kediri, 
14-4-1937 
Tuban, 
10-4- 1967 

Soenoto 

GOLKAR 

PPP 

PDIP 

PKB 

PDIP 

PDIP 

PDIP 

PDIP 

PDIP 

PDIP 

PDIP 

PDIP 

PDIP 

PDIP 

PASCA 
SARJANA 

MTs. 

Sa rjana Muda 

Sarjana IAIN 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

Sarjana 

Sarjana 

SLTP 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

Ketua DPRD 

Wakil Ketua 

Wakil ketua 

Wakil Ketua 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota . 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 



17 Imam Khakim 'i 
18 KH. M. Yahya Romali 

19 KH. M. Masran sofwan 

20 M. Imam Ali, BA 

2 1 

24 I M .  Markun Ali 

Drs. A. Say dun Naim 

22 

23 

Dra. Yayuk Nurul 
Qomariyah 
Amirin Ismail 

3 
Lamongan, 
17-7- 1969 
Tuban, 
23-7- 1959 
Lamongan, 
2-1-1941 
Tuban, 
18-6- 1946 
Tuban, 
22-1 1-1964 
Tuban, 
5- 12- 1959 
Pasuruan, 
15-55-1959 
Tuban, 
4-6- 1960 
Tuban, 
6-5- 195 1 
Lamongan, 
25-7- 1949 
Tuban, 
2-9- 1 959 
Ponorogo, 
3-2- 1950 
Tuban, 
8-10-1966 
Kebumen, 
21-1 1-1940 
Tuban, 
12-12-1 967 
Pacitan, 
14-7- 196 1 
Tuban, 
11-3-1954 
Tuban, 
3-12-1947 
Tuban, 
10-7- 1962 
Tuban, 
24-8- 1 949 
Tuban, 
5-8-1 943 
Lamongan. 
4-1-1952 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

4 
PDIP 

PDIP 

PKB 

PKB 

PKB 

PKB 

PKB 

PKB 

PKB 

PKB 

PKB 

GOLKAR 

GOLKAR 

GOLKAR 

GOLKAR 

GOLKAR 

GOLKAR 

GOLKAR 

PPP 

PPP 

PAN 

PAN 

Moch. Muslich 

M. Rusydy 

H. Abdul Azis, BA 

Bambang Sutiyono, Bsc 

Drs. Marwan, SH 

Drs. H. Nasiran 

Rudi Hariyanto 

Suryadi 

Drs. Trisno Ujud 

Warsito A.Pd. 

Abdul Fatah, SH 

KH. Nashirudii 

H. Djuwaini 

Muflich Maksis 

S 
D-3 

Sa jana Muda 

SARJANA 

SARJANA 

SLTA 

MAN 

SLTA 

MAN 

Sa jana Muda 

MAN 

Sa jana Muda 

Sa jana Muda 

SARJANA 

SARJANA 

SLTA 

SLTA 

S ARJ AN A 

D- 1 

SAWANA 

MTs Pesantren 

SLTA 

MTs 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggot a 

Anggota 

Anggot a 

Anggota 

Anggot a 

Anggota 

Anggota 

Anggot a 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 



1 
39 

l~ijanto (5-9- 1948 
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40 

41 

42 

43 

44 

45 

Tabel : 11 
DPRD KABUPATEN TUBAN 
HASIL PEMILU TAHUN 1 997 

2 
K. Syaifbl Ulum 

F . W  
POLRI 
F.TNI/ 
POLRI 
F . W  
POLRI 
F . W  
POLRI 
F . W  
POLRI 

lban 

H. Achmad Sunarto 

Mayor CKU, Royanhadi, 
Bsc 
Mayor Art. Puguh 
Santoso 
Letkol Pol. R. Wahyu 
Utomo 
Letkol Laut Drg. Rustam 
Effendi 
Kapten teknik Much. 

MAN 

SUSLAPA 

Sa jana Muda 

SLTA 

SLTA 

SARJANA 

SALTA 

3 
Tuban, 
7-7-1955 
Kediri, 
8-2- 1939 
Surabaya, 
1-10-1948 
Kediri, 
1-8-1947 
Bojonegoro, 
2-9- 1 948 
Gresik, 
23-2-1 95 1 
Madiun, 

4 
PKU 

NO 

4 Edy Umaryono Bckn 

NAMA ImLl PARTAI / PENDIDIKAN 

1 
1 

2 

3 

2 
Kolonel M: H. Slamet 
W1dodo 
Dra. Hj. Heny Relawati, 
Msi. 
K Abdul Wahid 

3 
Gembong, 
18-6- 1947 

Than,  
20-5-1964 

Tuban, 
8-6- 1950 

J e p w  
1-1-1953 
Mojokerto, 
28-6- 1946 
Tuban, 
10-7-1962 
Tuban, 
3-7-1951 
Tuban, 
11-3-1954 

Tuban, 
3-4-1961 

Than, 
19-4-1953 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

F. ABRI 

GOLKAR 

Hartoyo 

AbdulFatah, SH 

KH. AF. Rochman, BA. 

Drs. Trisno Ujud 

Drs. Asmangun 

Sri Wdujeng Arna Pd 

PPP 

GOLKAR 

GOLKAR 

PPP 

PPP 

GOLKAR 

GOLKAR 

GOLKAR 

PASCA 
S ARANA 

Sarjana Muda 

SLTA 

1 Sarjana 

Sarjana Mu& 

Sarjana 

Sarjana 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

h 2 g ~ t a  

Anggota 

KEDUDUKAN / 1 JABATAN I 
Ketua DPRD I 

Wakil Ketua 
DPRD 
Wakil Ketua 
DPRD 

h 3 g o h  

Anggota 

Anggota 



11 ] R  Wahyu Utomo JBojonegoro, 
2-9- 1948 
Tuban, 
1-8- 1949 
Toraja, 
22-1- 1944 
Ponorogo, 
3-2-1950 
Tuban, 
20- 10- 1952 
Madiun, 
1841958 
Kediri, 
9-3-1952 
Palopo, 
24- 7- 1 943 
Tuban, 
20-3- 1943 
Ngawi, 
21-12-1942 
Surabaya, 
10- 10- 1948 
Tuban, 
24-8- 1949 
Tuban, 
1 7-7- 1949 
Pacitan, 
14-7-1961 
Lamongan, 
17-2-1957 
Tuban, 
27-11-1963 
Tuban, 
17-845 
Surabaya, 
30-7- 1943 
Tuban, 
8-6- 1 972 
Tuban, 
2-10-1940 
Tuban, 
8-8- 1948 
Tuban, 
1-8-1 94 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

32 

4 

PPP 

F-ABRI 

GOLKAR 

GOLKAR 

GOLKAR 

GOLKAR 

F. ABRI 

GOLKAR 

GOLKAR 

F. ABRI 

PPP 

GOLKAR 

GOLKAR 

GOLKAR 

PDI 

F. ABRI 

F. ABRI 

PDI 

GOLKAR 

PPP 

PPP 

H. Munawar Zaeni 

Pieter Pasaly 

Bambang Soetigno, Bsc. 

Drs. Suwarto 

Mustofa, SH. 

Suharini 

A Titing Bchk 

Drs. Suwartono 

Drs. H. Goenarto 

Royan Hadi Suryanto,Bsc 

KH. Nashirudin 

Drs. Mudjadi 

Sujadi 

Sri Wahyuningsih 

Sartono Nugrohohadi 

Dody Kahrnas 

Marsaid 

Thohir Suhanto, SH. 

Awi 

KH. Khurnaidi Haries 

Ratimin 

5 
SLTA 

MAN 

SLTA 

Sarjana Muda 

Sa jana 

Sarjana 

SLTA 

Sarjana 

Sarjana 

Sarjana 

Sa j a m  Muda 

MTs. 

Sarjana 

KPAA 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

Sarjana 

SLTA 

Man 

- 

135 

6 
Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggot a 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

h33o ta  

Anggota 



1 I 2 3 
33 ( ~ r s .  Suharsono I~uban, 

4 

GOLKAR 

GOLKAR 

GOLKAR 

F. ABRI 

GOLKAR 

PPP 

GOLKAR 

PPP 

PPP 

PDI 

GOLKAR 

F. ABRI 

GOLKAR 

GOLKAR 

GOLKAR 

GOLKAR 

GOLKAR 

PPP 

PDI 

PDI 

uban 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

5 1 

52 

lmber 

5 
Sa rjana 

KPA 

SLT A 

SLTA 

Sarjana 

Sarjana Muda 

MTs. 

SLTA 

SLTA 

Sarjana 

SLTP 

Sarjana 

Sarjana 

SLTA 

SLT A 

Sarjana 

Sa rjana 

D-I 

SLTA 

136 

6 
Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggot a 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Darmani 

M. Muchlis Setyo Budi 

Fakih 

Drs. H. Syaihllah 

H. Moh Taufied Masfhi 

Hj. Siti Halimah BA. 

Masyhud Fakih 

H. AIi Dzuhroni A. Ma. 

Soepandi 

Drs. Nasiran 

Djaelani 

Drs. Lilik Soeharjono 

KH. Imam Cholil Basyar 

H. Adi Sudiiro 

H. Achmad Soenarto 

Drs. KH. Abd. Math, SH 

Drs. H. Djauhari 

S. Tjipto Suroso 

Pukoh Suwito 

: Sekretariat DPRD 

2-1-1958 
Tuban, 
14-5-1944 
Tuban, 
3-2-1945 
Jombang. 
2-6- 1947 
Tuban, 
6-8- 1943 
Tuban, 
14-2- 1960 
Tuban, 
10-80- 1942 
Tuban, 
6-1 1-1960 
Jombang, 
1-1-1944 
Tuban, 
15-2- 1942 
Kebumen, 
21-1 1-1940 
Blitar, 
4-11-1940 
Tuban, 
16-12-1943 
Tuban, 
24-7- 1966 
Trenggalek, 
12-8-1939 
Kediri, 
8-12-1939 
Tuban, 
1-7-1955 
Tuban, 
12-1-1939 
Tuban, 
15-9- 1949 
Tuban, 
1-1-1966 

Kabupaten 



B. Mekanisme Pengawasan DPRD 

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 

bahwa semua anggota DPRD mempunyai tugas clan wewenang untuk 

melaksanakan pengawasan, dengan disusunnya alat kelengkapan DPRD maka 

pelaksanaan pengawasan dilaksanakan secara terpadu. 

Dengan tidak meninggalkan pelaksanaan pengawasan secara terpadu, 

sesungguhnya (sebagaimana &atur pada pasal 23 keputusan DPRD Kabupaten 

Tuban Nomor 0 1 tahun 1999). Pelaksanaan pengawasan dibebankan sebagai tugas 

pokok dan fungsi komisi-komisi DPRD. 

Tata tertib kalau kita amati pada Forum atau media pelaksanaan pengawasan 

adalah : 

- Forum peninjauan atau kunjungan kerja DPRD (dengan dilaksanakannya hak 

DPRD) 

- Forum rapat (dengan dilaksanakannya hak DPRD) 

Mekanisme pengawasan DPRD dapat di gambarkan sebagat berikut : 



Mekanisme Pengawasan DPRD 

Keterangan : 

1 .  RD : Rapat DPRD 

2. RKPD : Rencana Kegiatan Pengawasan DPRD 

3. PKPD : Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan DPRD 

4. Pelaksanaan HD : Pelaksanaan Hak DPRD 

5. Rapat L & E : Rapat Legislatif clan eksekutif 

Pimpinan 
DPRD 

Kepala 
Daerah 

Komisi RD 
DPRD A 

RKPD 

PKPD 

Pelaksanaan Rapat Keputusan 
Kegiatan DPRD DPRD 

Pelaksanaan HD 



C. Meningkatkan Profesionalisme DPRD 

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. 

1. Pengertian Profesionalisme 

Dalam pembahasan ha1 ini memang perlu dikupas yaitu tentang makna atau 

pengertian profesionalisme. 

Sebagaimana pendapatan dari Leden Marpaung tentang makna atau 

pengertian pro fesionalisme adalah sebagai berikut : 

"Bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, 
kejujuran, dan sebagainya) tertentu. 

Sedangkan arti kata "isme" adalah : 

"Sistem perencanaan berdasarkan politik, sosial, atau ekonomi, dipakai 
sebagai akhiran, dan dilambangkan pada setiap kata atau nama :28 

Kata "isme" dalam profesionalisrne lebih tepat berarti sebagai akhiran yang 

dapat diartikan guna memperkuat arti profesionalisme atau sebagai paham 

profesional. 

Selanjutnya perlu juga diketahui apa tersirat dalarn makna "Profesionalisme" 

ha1 tersebut telah di jelaskan oleh Leden Marpaung sebagai berikut : 

"Dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (PTEK), 
akhir . 
Iru semua kegiatan mengarah pada profesional. Profesionalisme me~pakan  
perpaduan antara pendidikan dan pengalaman. 
Jadi dengan pendidkan dapat dipahami suatu bidang te~-tentu.~~ 

28 Leden Marpaung, Menggapai Tertib Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, 
hlm. 67 

29 hid, hlm. 67 



2. Manusia sebagai faktor central 

Pengawasan adalah sebagai salah satu fbngsi menejemen tidak dapat lepas 

dari faktor manusia, baik itu dalam organisasi dalam tata pemerintahan maupun 

organisasi swasta, sebab dalam ha1 pengawasan tentunya adalah melakukan 

pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atau yang mengawasi dan yang diawasi 

adalah manusia . 

Pengawasan itu sendiri adalah merupakan bagian dari penyelenggaraan 

administratif, adapun ciri-ciri upaya administratif sebagaimana pendapat SF. 

Marbun adalah sebagai berikut : 

a Setiap tindalcan yang dilakukan oleh administrasi Negara hams dapat 
dipertanggungjawabkan, baik secara moral atau secara hukum. 

b. Penjelasan UUD 1945 menyebutkan antara lain Negara melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan 
dasar atas persatuan, mewujudkan keadilan sosial bagi selwuh rakyat 
Indonesia, kecuali itu UUD 1945 juga mewajibkan pemerintahan dm 
lain-lain penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti 
kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita negara dengan 
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia .30 

Di sini dapatkah dipahami bahwa pada umumnya para penyelenggara 

Negara atau pemerintahn adalah wajib berpegang teguh pada moral dan budi 

pekerti yang luhur. 

Sebagaimana pendapat Hadan Nawawi , telah menegaskan bahwa : 

Pengawasan sebagai salah satu fimgsi manajemen tidak &pat di lepaskan 
dari faktor manusia karena yang melakukan pemantauan, pemeriksaan dan 
evaluasi atau yang mengawasi dan yang diawasi adalah manusia. 
Manusialah yang merencanakan, manusialah yang melaksanakan rencana 
tersebut dan akhirnya manusia jugalah yang hams melakukan pengawasan. 

30 SF, Marbun, Peradan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesiq Liberty, 
Yogyakartq 1997 



Oleh kprelg ifyJqh ti$+ @pat disangkal bahwa maflyriia q e p  d q n  f ' ~ r  
central ] rpelaljsahakan fungsi manaje$$k; khss(t ny& fuffgsi !P I ! ' I  PengawasTp. 

I I 

Dalam pelaksanaan pengawasan unsur manusia jelas merribawa plranan 

yang sang# penting, behasil atau tidaknya pelaksanaan pengawasan adalah 

tergantung dari manusia itu sendiri sebagai pengawasannya. 

Sofyan Syafti Harahap juga berpendapat, bahwa : 

Dalam sistem manajemen pengawasan unsur manusia sangat penting karena 
manusialah yang melakukan pengawasan dan yang diawasi. 
Sebagus-bagusnya sistem kalau manusianya brengsek (tidak memiliki etika 
dan moral) maka sistem itu bisa diaturnya sedemikian rupa sehingga gaga132 

Dari uraian-uraian tersebut tentunya dapatlah kita ungkapkan bahwa faktor 

manusia adalah berperanan pada titik central atau faktor utama &lam pelaksanaan 

pengawasan. 

Bahkan faktor manusia dengan lembaganya dalam rangka melaksanakan 

pengawasan, ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi (pendapat So&an 

Syafri Harahap) : 

a. Bebaskan lembaga ini dari fungsi operasional atau kegiatan operasional 
organisasi. Hal ini di maksudkan agar posisinya dalarn pengawasan itu 
bebas dari kepentingan p r i b d  dm golongan 

b. Usahakan agar lembaga ini tetap dalam posisi "independent" dengan 
fimgsi operasional maupun secara individual. Ia hams independen secara 
nyata dan bebas dari unsur-unsur yang kelihatannya tidak independen 

c. Harus memiliki kemampuan, keahlian yang lengkap bahwa melebihi 
keahlian yang diawasi. 

3 1 Hadari Nawawi, Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparat Pernerintahan, Erlangga, 
Jakarta, 1995, hlm.29 

32 SoQan Syafii Harahap, sistem pengawasan manajemen, Quantum, Jakarta, 200 1 ,  hlm. 18 



d. Memiliki inkgritas pribadi, kejujuran dan bersih dari segala kemungkinan 
33 penyelenggaraan 

Untuk dapat menjalankan fungsi sebagai subyek yang aktif dalam 

melaksanakan pengawasan (sebagaimana pendapat Hadari Nawawi) di perlukan 

upaya-upaya sebagai berikut : 

a Usaha untuk meningkatkan kemampuan dibidang pengawasan agar 
pelaksanaaqnya semakin baik mutunya dan tidak sekedar merupakan kegiatan 
mencaricari kesalahan pihak yang diawali atau bawahan. 

b. Usaha mengurang atau meniadakan perasaan "kurang tega" untuk menindak 
bawahan sendiri atau orang yang telah dikenal atau bersahabat sebagai pihak 
yang diawasi. 

c. Usaha menghindari kolusi (persengkongkolan) dan kecipratan dengan pihak 
yang diawasi / bawahan. Menglvndari "budaya upeti" d m  yang diawasi atau 
bawahan. 

d. Usaha meningkatkan keberanian untuk melakukan pengawasan dan mengambil 
tindak lanjut dan tidak takut terhadap reaksi yang timbul. Untuk itu pengawasan 
termasuk atasan langsung ham menghlndari kelemahan-kelemahan dalam 
bekerja, yang jika ada munglun saja di bongkar oleh pihak yang diperiksa / 
bawahan 34 

Bob Inaworuntu berpendapat tentang syarat seorang profesional apapun 

peke rjaan anda sebagai berikut : 

a. Melayani masyarakat dengan baik berlaku untuk semua pegawai, karena itu 
anda hams melayani orang dan mempelajari cara meningkatkan ketrampilan 
untuk melayani masyamkt d e w  balk 

b. Ketrampilan melayani penguasaan pengetahuan jasa adalah kesan yang anda 
berikan kepada masyarakat dan orang disekitarnya bahwa anda adalah seorang 
yang profesional di dunia administrasi negara. 

33 Ibid, hlm 15 
34 Hadari Nawawi, Pengawasan melekat, Erlangga, Jakarta, 1995, hlm 38. 



c. Seorang profesional &lam dunia adrninistrasi negara mengawasi kebutuhan 
masyarakat dan mengetahui cara memuaskan dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat. 

d. Masyarakat yang puas akan merasa dirajakan 35 

Dalam layanan yang disajikan pada rapat koordinasi pengawasan yang di 

pimpin oleh wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta pad tanggal 25 Mei 

1983, Menteri &lam Negeri Soepardjo Rustam mengemukakan berbagai 

pernasalahan pengawasan di daerah, diantaranya beliau rnernerintahkan perhatian 

kondisi pengawas yang ada pada saat itu, dengan kata-kata sebagai berikut : 

Menurut teori, semestinya tenaga pengawas itu dipilih diantara tenaga- 
tenaga yang terbaik sehingga ia akan memiliki bobot yang lebih terhadap 
yang diawasi, baik ditinjau dari segi kualitas mental dan lain-lain. 
Dalam segala ha1 diharapkan seorang pengawas itu lebih baik (sekurang- 
kurangnya tidak lebih jelek) dari yang d i a w a ~ i . ~ ~  

Dari uraian-uraian tersebut di atas, tentang faktor-faktor pendukung yang 

tentunya setidak-tidaknya dapat digunakan sebagai upaya pendekatan untuk 

rneningkatkan profesionalisme pelaku pengawas, adalah sebagai berikut : 

a. etika 

3' Bob Waworuntu, Dasar-dasar ketrampilan Abdi Negara melayani m a s y d a t  Gramedia 
Pustaka Raja, Jakarta 1997, hlm 1 8 

36 Dikutip dari Laporan Menteri Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi Pengawasan yang 
dipimpin oleh Wakil Presiden, tanggal 25 mei 1983, hlm. 63. 



3. Meningkatkan profesionalisme DPRD dalam rangka melaksanakan 

pengawasa n 

Penulis menyadari bahwa faktor atau unsur yang ada pada manusia itu 

terdapat banyak sekali, bahkan sangat mmit dan komplek. Dengan keterbatasan 

penulis dan berusaha menganalisa seoptimal mungkin dari uraian tersebut di atas 

(faktor yang hams dipenuhi oleh seorang pengawas adalah : etika, norma, 

pendidikan) yang diharapkan adalah termasuk yang harus ditumbuh kembangkan 

pada diri DPRD sebagai pengawas dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah. 

a. Pendekatan etlka 

Kata "etika" atau "etik" jelas adalah kita peroleh dari bahasa asing. 

Dalam bahasa Belanda kita mengenal kata "ethiek" atau ethica yang oleh 

~ o j o w a s i t o ~ ~  dijelaskan sebagai falsafah tentang : "moral; ilmu moral; etika". 

Dalam bahasa Inggns adalah ethics, yang oleh John M. Echols dan 

Hassan sadhily3' diartikan sebagai "etika; tata susila". 

Kedudukan etika dalam filsafkt, secara singkat dijelaskan oleh 

Poedjawijatna, sebagai berikut : 

Etika merupakan bagian dari filsafit. Sebagai ilmu etika mencari 
kebenaran dan sebagai filsafat ia mencari keterangan (benar) yang 
sedalamnya. 
Sebagai tugas tertentu bagi etika, ia mencari ukuran baik buruk bag 
tingkah laku manusia. Ada yang menyebut etika itu filsafat kesusilaan, 
ini sama karena etika hendak mencari ukuran, mana yang susila itu, 
artinya; tindakan manusia manakah yang baik.39 

" S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda - Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1978, hlm. 183. 
'* John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris - Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1984, 

hlm. 219. 
39 Poedjawijatna, Etika - Filsafat Tingkah Laku, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 6. 



Dari uraian tersebut kiranya tidak salah kalau kita simpulkan bahwa etika 

itu lebih mendasar danpada norma, dan legitimasi norma-norma yang berlaku 

ditentukan oleh etika. 

Menurut pengetahuan penulis, sampai saat ini belum ada suatu ketentuan 

resmi tentang etika pengawasm, terutama yang berlaku secara nasional. Dalam 

lingkungan terbatas, mungkin sekali telah ada usaha-usaha untuk menetapkan 

suatu etika pengawasan yang berlaku di lingkungan masing-masing. 

Salah satu diantaranya yang penulis ketahui, adalah usaha dari inspektorat 

jendral Departemen Perhubungan yang pada tahun 1973 telah menerbitkan satu 

buku kecil yang be judul "pedoman tentang etika pengawasan". 

Maksud dan tujuan ditetapkannya pedoman tentang etika pengawasan 

tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

Agar supaya para petugas inspektorat jenderal (Departemen 
Perhubungan) dapat melaksanakan tugasnya (secara) efektif dan efisien, 
maka dipandang perlu untuk memberikan bekal lahir dan batin 
secukupnya kepada para pengawas. 
Persyaratan moral yang hams dipenuhi oleh pengawas dalarn buku 
tersebut dirumuskan dalam beberapa kata yang bermula dengan huruf 
"A" y a h  : 
Akhlak, ahli, amal, akur, aman, asih, asah dan asuh. 
Sehingga untuk rnemudahkan pengingatan, dapat dirumuskan dengan 
singkatan " ~ A " . ~ O  

Disamping persyaratan yang tercakup dalam 8A tersebut, para pengawas 

dharapkan dapat memenuhi 7 tuntutan sikap yang dsebut sapta laku, yakni : 

40 Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan, Pedoman tentang Etika Pengawasan, Jakarta, 
1973, hlm. 13. 



1) Sopan 
2) Berpengalaman 
3) Berinisiatif 
4) Teliti 
5) Prasaja 
6) Jujur 
7) bYal4 '  

Dari uraian-uraian tersebut tentang etika dan implementasinya dengan 

dirangkum menjadi kode etik 

Dipandang dari segi kejiwaan maka kode etik bagi anggota sesuatu 

organisasi atau kelompok adalah seperti yang telah diuraikan dalam laporan 

ketua pengurus pusat KORPRI pada Munas kedua KORPRI, yaitu : 

Merupakan ungkapan hati nurani yang rnencenninkan kesadaran batiniah 

akan kewajiban yang &emban oleh setiap anggota-anggota kelompok 

atau organisasi yang bersangkutan. 

Akan tetapi secara organisatoris, hakekat kode etik tidak lain dari ugeran 

etika atau hukurn moral yang hams dipatuhi oleh semua anggota 

kelompok atau organisasi, dan pelanggaran atasnya harus dikenakan 

sanksi-sanksi kelompok atau orgarrisasi. 

Kode etik jelas berasal dari kata kode atau code dan etik atau etika, untuk 

pengertian etika telah cukup dijelaskan secara panjang lebar, sedang kata code 

yang berasal dan bahasa barat (Inggris, Perancis, Belanda dan lain-lain). Dalam 

bahasa Inggris kata code antara lain mempunyai pengertian sebagai "a system 

of rules". Oleh John M. Techols dan Hassan Shadily kata code diberi 



terjemahan antara lain sebagai "kitab undang-undang" (kamus Inggris - 

Indonesia, 1984) atas dasar itu lahirlah istilah-istilah Code Napoleon, Code 

Penal, Code Civil des Francois, Code of Hammurabi, dan lain sebagainya. 

Pada dasarnya kode etik adalah suatu hukum etik, dan hukum etik itu 

biasanya dibuat oleh suatu organisasi atau suatu kelompok, sebagai suatu 

patokan tentang sikap mental yang wajib dipatuhi oleh para anggotanya dalam 

menjalankan tugasnya. 

Jadi hams ada kode etik untuk DPRD dalam rangka melaksanakan tugas 

dan wewenangnya sebagai pengawas, dan kode etik tersebut haruslah berisi 

patokan-patokan tentang sikap mental yang ideal sebagai pengawas dalarn 

menjalankan tugasnya. 

Terlepas dari bentuknya, yang mungkin dapat berupa pernyataan- 

pernyataan (seperti : Sapta Prasetya Jati BEPEJSA), berupa janji atau prasetya 

(seperti : Sapta Prasetya KORPRI), berupa ikrar (seperti : Ikrar Pemeriksa 

BEPEKA), mengenai isinya haruslah memuat beberapa ha1 sebagai berikut : 

1) Kesadaran ketertiban pada sistem induk, yakni negara kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

2) Kesetiaan dan dedikasi terhadap sistem induk. 

3) Kesediaan berkorban bagi kepentingan tugas. 

4) Kesediaan untuk menanggung resiko jabatan. 

41 Ibid, hlm. 13. 



5) Kesediaan untuk senantiasa berusaha tidak melakukan hal-ha1 yang dapat 

merugikan pelaksanaan tugas dan kewajiban pengawas. 

b. Pendekatan Norma 

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia susunan W. J.S. 

Poerwardarminto, kata n o m  dijelaskan s-i "ukuran" untuk menentukan 

Kata lain dalam bahasa Indonesia sering dianggap seakan-akan sebagai 

sinonim kata norma adalah kaidah. Akan tetapi dalam kamus tersebut 

penjelasan kata norma dan kaidah tidak diartikan sama sekali. Kata kaidah 

diberi arti sebagai : perumusan dari azas-azas yang menjadi hukum, aturan yang 

tertentu, patokan, dalil (dalam ilmu pasti).43 

Kata "norma" berasal dari bahasa Belanda yang oleh Wojowasito 
diberi arti sebagai "norma; aturan; uk~an;-ni la i" .~~ 

Dengan memperhatikan penjelasan-penjelasan tersebut, penulis lebih 

cenderung untuk memberi arti norma sebagai ugeran atau patokan atau aturan 

perilaku. 

Di bidang pengawasan, kata "norma" banyak dipakai dalam kaitan istilah 

norrna pemeriksaan, rnisalnya norma pengawasan aparat BPKP, norma 

pengawasan di lingkungan Departemen Dalam Negeri, dan norma-norma 

pengawasan yang lain 

42 W.J.S. Poerwardarminto, Karnus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 678. 
43 Ibid, hlm. 432. 
44 S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda - Indonesia, Jakarta, Penerbit Ichtiar baru, Van 

Hoeve, 1978, hlm. 428. 



Pendapat Sujamto, tentang noma pengawasan sebagai berikut : 

Norma pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang ditetapkan 
oleh pihak yang benvenang yang hams diikuti dalam rangka 
melaksanakan fungsi pengawasan agar dapat lcapai mutu pengawasan 
yang dikehendaki.45 

Norma pemeriksaan antara lain dijelaskan dalam norma perneriksaan 

aparat pengawasan fungsional pemerintah, dengan kata-kata sebagai berikut: 

Norma pengawasan adalah patokan kaidah dan ukuran yang ditetapkan 
oleh pihak benvenang yang hams diikuti dalam rangka melaksanakan 
fungsi pemeriksaan agar dicapai mutu pelaksanaan pemeriksaan dan mutu 
laporan pemeri ksaan yang di kehendal~i.~~ 

Demikian itulah pengertian resmi tentang norma pemeriksaan norma 

pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh BPKP dan berlaku bagi semua aparat 

pengawasan fungsional seperti BPKP, Itjen Departemen, ItwilpropKab dan 

kota. 

Karena pemeriksaan itu adalah merupakan salah satu cara dalam 

menyelenggarakan fungsi pengawasan, maka tentunya luta dapat secara 

sederhana menjelaskan pengertian norma pemeriksaan tersebut dengan 

menariknya ke atas dan mengganti fungsi pemeriksaan menjadi fimgsi 

pengawasan, maka kita dapat menyaj i kan pengertian norma pengawasan 

sebagai berh t :  

45 Sujamto, Norma dan Etika Pengawasan, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 18. 
46 BPKP, Norma Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, Jakarta, 1985, 

hlm. 1 .  



Norma pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang ditetapkan oleh 

pihak yang benvenang yang hams diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi 

pengawasan agar dicapai mutu pengawasan yang dikehendaki. 

Dibawah ini penulis kutipkan ketentuan tentang norma umum 

pengawasan yang berlaku di lingkungan departemen dalam negeri dan diatur 

dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 16 Tahun 198 1 tentang 

Pedoman Pengawasan Umum di lingkungan Departemen Dalam Negeri : 

Norma umum pengawasan : 

- Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan 

mencari siapa yang salah tetapi apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan 

clan harnbatan supaya dilaporkan sebab-sebab dan bagaimana terjadinya, 

serta menemukan cara bagaimana memperbaikinya. 

- Pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu dilaksanakan terus- 

menerus, sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang 

berkesinambungan. 

- Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi 

yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang 

ditemukan, untuk mencegah berlanjutnya kesalahan dadatau penyimpangan. 

- Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat menimbulkan 

kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi atau meniadakan penylmpangan 

disamping menjadi pendorong dan perangsang untuk menertibkan dan 

menyempurnakan kondisi obyek pengawasan. 



Sampai disini dapatlah dipahami tentang pentingnya norma pengawasan, 

yaitu : 

- Merupakan patokan atau ukuran yang dibuat oleh pihak yang berwenang 

Jadi DPRD dalam rangka tugas dan wewenangnya untuk melaksanakan 

pengawasan adalah perlu adanya norma yang mempakan patokan atau 

ugeran, sehingga proses pelaksanaan pengawasan dapat berrnutu kualitasnya. 

c. Keahlian 

Sebagaimana yang telah uraikan di atas bahwa dengan makin majunya 

ilrnu pengetahuan dan teknologi serta kehldupan masyarakat yang chnamis, 

rnaka profesionalisrne di perlukan adanya dukungan pendidi kan dan 

pengalaman. 

Sudah jelas dan kenyataan bahwa dengan pendidikan akan diperoleh 

suatu keahlian sesuai dengan ilrnu pengetahuan yang diajarkan. 

Misalnya : 

1) Dengan pen&&kan di bidang ilmu hukum, akan dperoleh keahlian di 

bidang hukum. 

2) Dengan pendidikan di bidang ilmu pertanian, akan diperoleh keahlian di 

bidang pertanian 

Pentingnya syarat keahlian bagi setiap jabatan apapun adalah sangat 

diperlukan. 

Bahkan telah menjadi perhatian Nabi Muhammad S.A.W, ini dapat kita 

lihat dari adanya Hadist yang menyatakan sebagai berikut : 



Apabila amanat telah disia-siakan. Apabila sesuatu jabatan telah 

diserahkan kepada orang-orang yang diserahkan kepada orang-orang yang 

bukan ahlinya. Maka tunggulah saat kehancuranr~~a.~' 

Keahlian, yang pada akhirnya akan membuahkan kemampuan, pada 

urnurnnya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu : 

1) Melalui pendidikan 

2) Melalui pengetahuan 

Salah satu contoh keahlian dan kemampuan yang banyak diperoleh dari 

pengalaman adalah keahlian dan kemarnpuan di bidang pengawasan, banyak 

pegawai/atau petugas apapun yang diserahi tugas di bidang pengawasan pada 

mulanya tidak pernah memperoleh pendidikan di bidang pengawasan. 

Sambil berjalan dan belajar dari pengalaman yang mereka alami sendiri 

terpupuklah sedilut demi sedikit keahlian dan kemampuan pengawasan. 

Jenis pendidikan yang pernah ditempuh oleh berbagai pihak dalarn rangka 

meningkatkan kemarnpuan atau keahlian di bidang tugasnya, adalah dapat 

ditempuh dengan berbagai cara, misalnya : 

1 ) Pendidi kan khusus 

2) Penataran 

3) Orientasi tugas jabatan 

4) Kursus 

47 M. Solly Lubis, Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai 
Pemerintahan di Indonesia, clan Garis Besar Peiaksanaannya di Sumatera Utara, 1983, hlm. 5. 



Jadi pengawas yang baik adalah hams mempunyai keahlian atau 

kemampuan teknis yang diperlukan dalam tugasnya, sehingga dalam ha1 ini 

timbulah pertanyaan : 

Keahlian atau kemampuan macam apa yang diperlukan oleh setiap pengawas? 

Dari uraian-uraian yang tersebut di atas yang berkaitan dengan proses 

pengawasan dan pendapat dari berbagai pihak, penulis bemsaha menganalisa 

tentang macam keahlian yang hams dimililu oleh aparat pengawas. 

Proses pengawasan adalah tidak lepas dari mekanisme pengawasan itu 

sendiri, sehingga mekanisme pengawasan adalah dapat dikatakan sebagai 

kerangka tulang punggung dalam proses pengawasan. 

M e k s m e  pengawasan yang merupakan fundamental proses 

pengawasan, dan langkah-langkah pokok ini menurut George Terry, meliputi: 

1 ) Penentuan ukuran atau pedornan baku (standar) 
2) Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah senyatanya 

dikerjakan. 
3) Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau 

pedoman buku yang telah chtetapkan untuk mengetahui penyimpangan 
yang terjadi. 

4) Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan 
yang terjadi sehngga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang telah 
diren~anakan.~~ 

Keempat langkah pokok ini oleh George R Terry digambarkan dengan 

bagan sebagai berikut : 

48 Ibrahim Lubis, Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen Proyek dalam 
Manajemen, Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 160. 



1) Penentuan standar atau 
dasar pengawasan 

2) Pengukuran pelaksanaan 
(hasil) pekerjaan 

Tentang pokok-pokok mekanisme pengawasan, menurut pendapat 

Sujamto, adalah sebagai berikut : 

. . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . .  ............ . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . .  . - .....$....I . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  

Proses pengawasan perlu diadakan : 
1) Penentuan standar atau tolok ukur pengawasan 
2) Pengamatan fakta di lapangan 
3) Perbandingan fakta hasil pengamatan dengan standar pengawasan 
4) Perurnusan saran perbaikan dm pengembalian tindakan korektif9 

z.:.:.:.:.:. 
; 
::::::::::::: . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . .  

:r:;:g;;i;; . . . . . . . . . .  
. . . .  . _ _ _ . ._.  

Dari uraian-uraian tersebut akan dapatlah dimengerti, serta menurut 

------- 
I 
I 
I 
I 

pengarnatan penulis, ada tiga kelompok atau tiga keahlian yang diperlukan oleh 

------ 
I Tindakan- I 

I I tindakan I 
kofewf 

setiap aparat pengawas, yaitu : 

. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . I . . . . . . . . . . .  .....:::::: 

. . . . . . . . . . . .  ..............:::: . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. : . . . . . . : . _ . _ . _ .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  

1) Keahlian atau pengetahuan yang menyangkut obyek yang diawasi/ diperiksa. 

. . . . . .  

. . . . . .  
; : ; : ;* ; t i t  . . 

. . . . a .  

. . . . . .  

. . . . . . . . . . .  
. . . .  ,:::::$;:;: . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2) Keahlian tentang teknik atau cara melakukan pemeriksaan. 

. . . . . .  :::::: . . . . . . . . . . . .  

3) Keahlian dalarn menyampaikan hasil pengawasadpemeriksaan. 

49 Sujamto, Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 78 



D. Faktor Pendukung Dan Penghambat DPRD Kabupaten Tuban Dalam 

Rangka Melaksanakan Pengawasan 

Memang perlu disadari bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPRD 

Kabupaten Tuban terhadap pelaksanaan peraturan daerah oleh eksekutif peraturan 

GZaerah oleh eksekutif tidak selalu berjalan mulus dan lancar, apalagi mulai awal 

~nenjabat DPRD sampai dengan pertengahan tahun 2001 Bupati Tuban masih dijabat 

dari militer sehingga cenderung benikap ~toriter.~'  

Adakalanya hambatan-hambatan tersebut walaupun tidak membuat arti yang 

sangat merugikan, hambatan-hambatan tersebut antara lain : 

1. Peraturan tata tertib DPRD yang ada sekarang (yang pembuatannya wajib 

mengacu kepada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1999 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD) adalah tidak memuat dengan 

jelas dan tegas tentang ketentuan mekanisme dalam rangka tugas dan wewenang 

DPRD untuk melaksanakan pengawasan. 

2. Hak DPRD untuk melaksanakan penyelidikan sebagaimana akan &atur dengan 

undang-undang, ternyata sampai dengan sekarang undang-undang yang mengatur 

hak DPRD untuk melaksanakan penyelidkin belum ada. 

3. Terjadi komunikasi yang sepihak dalam tata pemerintahan terutarna di daerah, 

seperti semua kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah atau 

dari pemerintah propinsi kepada pemerintah daerah kabupaten hanya 

dikomuni kasikan kepada pihak eksekutif (pemerintah daerah). 

'' Hasil ~awancara  Penulis dengan Ketua DPRD Kabupaten Tuban, di kantor DPRD 
Kabupaten Tuban, tanggal 13 Agustus 200 1 .  



Sehingga DPRD mengalami kesulitan untuk mengetahui atau memantau 

sejak awal tentang kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh eksekutif 

(pemerintah daerah), akhirnya kebijakan- kebijakan tersebut sudah jauh dij alankan 

dan DPRD baru mengetahuinya, bahkan dapat juga DPRD tidak mengetahui sama 

sekali. 

Sedangkan faktor pendukung adalah sebagai berikut : 

1. Adanya semangat yang cukup tinggi para anggota DPRD untuk melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah oleh eksekutif. 

2. Adanya dukungan masyarakat tentang peranan DPRD untuk melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah oleh eksekutif. 

3. Adanya pemahaman dan pihak eksekutif, terutarna dari kepala daerah maupun 

wakil kepala daerah. Sebab bupati kepala daerah Kabupaten Tuban sekarang ini 

adalah mantan atau pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tuban 

(Nama : Dra. Hj. Haeny Relawati Rini Widiastuti, MSi., dilantik pada tanggal 13 

Juni 200 l), dan wakil bupati kepala daerah Kabupaten Tuban adalah juga mantan 

atau pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tuban (Nama : Soenoto, 

BA, dilantik pada tanggal 13 Juni 2001). 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dari sejak awal perjalanan pengabdian DPRD Kabupaten Tuban yang 

menjabat sampai dengan sekarang ini pernah mengalami penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1974. Pada saat periode masih berlakunya Undang - Undang Nomor 5 tahun 

1974, tidak ada amanat atau ketentuan yang tegas yang memuat tugas dan 

wewenang DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

peraturan daerah oleh eksekutif. 

2. Dengan niat yang baik, DPRD untuk melaksanakan penguasaan terhadap 

eksekutif, dengan harapan yang cerah untuk bertanggung jawab kepada 

rakyat dimana DPRD selain sebagai fungsi legislatif juga sebagai fimgsi 

pengawas (sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 22 

Tahun 1999). 

Fungsi pengawasan DPRD akan lebih berbobot, lebih bermutu, bila 

didukung atas keberadaan : 

a. Code etik pengawasan 

b. Norma pengawasan 

c. Pendidikanl atau pengalaman di bidang pengawasan. 



B. Saran 

1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1999 tentang Pedoman 

penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD sepatutnya untuk segera dicabut 

karena tidak sesuai lagi dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 1999 dan situasi serta kondisi kebutuhan pada pemerintahan 

di daerah. 

Sebagai solusinya segera dilahirkan Undang-Undang Tentang Tata Tertib 

DPRD yang lebih lengkap dan Komprehensif dapat memenuhi kebutuhan 

sesuai dengan situasi dan kondisi dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan daerah (sebagai mana yang telah diamanatkan oleh Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah), yang 

sekaligus juga memuat ketentuan - ketentuan diantaranya, adalah : 

a. Mekanisme tugas dan wewenang DPRD yang tegas dan jelas 

b. Code etik DPRD dalam rangka melaksanakan pengawasan. 

c. Norma DPRD dalam rangka melaksanakan pengawasan 

d. Pendidikan DPRD dalam rangka meningkatkan Profesionalisme untuk 

melaksanakan pengawasan. 

2. Segera diadakan suatu upaya untuk mewujudkan komunikasi yang 

komprehensif dalam penyelenggaraan Tata Pemerintahan daerah, antara : 

a. Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah Propinsi bersama DPRD 

Propinsi. 



b. Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah Kabupaten I Kotamadya 

bersama DPRD Kabupaten I Kotamadya. 

c. Pemerintah daerah propinsi dengan Pemerintah daerah Kabupaten I 

Kotamadya bersama DPRD Kabupaten I Kotamadya. 

Sehingga manajemen Tata Pemerintah dapat terselenggarakan secara 

komprehensif dan terpadu, termasuk dapat mendukung kelancaran DPRD 

sebagai fungsi pengawas, akhimya dapat berfimgsi sebagai pendukung 

penyelenggaraan otonomi daerah yang bertanggung jawab, dan secara 

nasional dapat di pertanggung jawabkan kepada rakyat. 

Solusinya adalah sudah jelas bahwa ketentuan - ketentuan tersebut 

hams dimuat dengan Undang - Undang agar dapat diselenggarakan secara 

nasional. 

3. Segera dilahirkan suatu Undang-Undang yang mengatur Hak DPRD untuk 

melaksanakan penyelidikan (yang pemah dijanjikan oleh Undang - Undang 

Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999), sampai 

dengan sekarang belum kunjung keberadaannya. 
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